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BAB 1 
PENGANTAR AKUNTANSI 
LINGKUNGAN 
 
Oleh Fety Widianti Aptasari 
 

Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran global terhadap 
dampak negatif lingkungan akibat ekspansi ekonomi yang masif telah 
meningkat secara signifikan. Fenomena ini mendorong 
berkembangnya akuntansi lingkungan sebagai bagian integral dari 
konsep dasar akuntansi modern. Kini, akuntansi tidak hanya 
berfokus pada penyajian informasi keuangan, tetapi juga mencakup 
pelaporan mengenai kinerja dan risiko lingkungan yang dihadapi 
entitas bisnis. Dalam hal ini, pengungkapan lingkungan menjadi 
sarana penting untuk menyediakan informasi yang relevan kepada 
para pemangku kepentingan mengenai sejauh mana perusahaan 
bertanggung jawab terhadap isu-isu lingkungan yang semakin 
kompleks dan mendesak. 

Kebutuhan akan informasi ini semakin signifikan seiring 
meningkatnya risiko lingkungan yang dipicu oleh pesatnya 
perkembangan teknologi industri. Di samping itu, transparansi 
dalam pengungkapan lingkungan terbukti memperkuat kepercayaan 
para pemangku kepentingan dan mendukung terciptanya konsensus 
sosial dalam upaya pelestarian lingkungan (Alabdullah and Muath 
Asmar, 2022). 

Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya dipandang 
sebagai entitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh laba, 
tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab 
terhadap keberlanjutan ekologis. Oleh karena itu, perusahaan 
didorong untuk mengadopsi kebijakan dan strategi bisnis yang 
selaras dengan ekspektasi masyarakat serta tuntutan konsumen 
terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Strategi ini tidak 
hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga 
diyakini mampu meningkatkan daya saing bisnis dan memperkuat 
legitimasi sosial perusahaan. 



 

2 

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan seharusnya 
memprioritaskan kepentingan pemegang saham. Namun, dalam 
praktiknya, manajer kerap mengambil keputusan yang lebih 
menguntungkan diri sendiri, sehingga memunculkan kesenjangan 
dalam pengungkapan informasi lingkungan (Park and Lee, 2021). 
Tata kelola perusahaan yang efektif diyakini dapat menjembatani 
kesenjangan ini, dengan menyelaraskan tujuan perusahaan dan 
kepentingan para pemangku kepentingan melalui peran aktif dewan 
direksi dan manajemen puncak. Faktor seperti ukuran dan 
independensi dewan serta struktur kepemilikan turut memengaruhi 
tingkat pengungkapan lingkungan (Orlitzky, Siegel and Waldman, 
2011). 

Tata kelola perusahaan sendiri mencakup hukum, praktik, 
dan kebijakan untuk mengarahkan manajemen menuju kinerja 
unggul. Dewan direksi bertanggung jawab menetapkan kebijakan 
strategis dan mengawasi jalannya perusahaan agar tidak terjadi 
penyimpangan. Akuntansi lingkungan berperan dalam 
mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan biaya serta kewajiban 
lingkungan untuk mendukung keberlanjutan (Cheng, Su and Zhu, 
2012). Akuntansi ini mencakup laporan kualitatif dan kuantitatif 
mengenai dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, yang 
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ekologis dan mendorong 
partisipasi masyarakat. 

Pengungkapan informasi lingkungan kini menjadi kebutuhan, 
baik secara etis maupun ekonomis, karena berpengaruh pada 
reputasi dan daya saing perusahaan. Transparansi dalam hal ini 
penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan 
efisiensi alokasi sumber daya. Tata kelola yang baik membantu 
mencegah penyimpangan manajerial dan melindungi kepentingan 
pemangku kepentingan secara adil. Akuntansi lingkungan pun 
berfungsi sebagai alat manajemen untuk meningkatkan efisiensi 
sumber daya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, 
sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang memperhatikan 
aspek ekonomi dan ekologis. 

Untuk memahami lebih jauh konsep dasar akuntansi 
lingkungan, penting untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan 
teoretis yang digunakan dalam menganalisis praktik pelaporan 
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keberlanjutan (sustainability reporting). Meskipun banyak tulisan 
bergantung pada teori pemangku kepentingan, teori legitimasi, dan 
teori kelembagaan sebagai kerangka utama (Klubmann et al., 2019,  
Ntim et al., 2017), terdapat pula pendekatan lain yang menawarkan 
perspektif lebih kritis dan reflektif. 

Pendekatan kritis ini menekankan bahwa pelaporan 
keberlanjutan tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang lebih 
luas, dan menyoroti keterhubungan antara berbagai aktor seperti 
kerangka kerja pelaporan global Global Reporting Initiative (GRI), 
lembaga pemerintahan, sektor swasta, dan komunitas lokal. 
Hubungan-hubungan ini dibentuk oleh konteks budaya, politik, dan 
ekonomi yang kompleks serta dipengaruhi oleh kerangka pandangan 
dunia tertentu (Gray, 2010). Pemikiran kritis ini mendapat 
penguatan dari teori komunikasi Jürgen Habermas, yang telah 
diadopsi dalam studi akuntansi oleh (Broadbent and Laughlin, 2013), 
(Mazzotta, Bronzetti and Veltri, 2020),  serta (Moggi, 2019). Dengan 
menggunakan lensa Habermasian, kita dapat memperoleh 
pemahaman yang lebih dalam mengenai interaksi kompleks antara 
GRI dan konteks sosial tempat pelaporan itu diterapkan (Broadbent, 
Laughlin and Alwani-Starr, 2010). 

Habermas (1985) menjelaskan bahwa masyarakat tersusun 
atas tiga tingkatan utama: dunia kehidupan (lifeworld), sistem, dan 
media pengarah. Dunia kehidupan merupakan ruang simbolis 
tempat bersemayamnya budaya, identitas, dan norma sosial. 
Sementara itu, sistem merupakan wujud konkret dari dunia 
kehidupan yang terwujud dalam organisasi-organisasi formal. Di 
antara keduanya terdapat media pengarah, seperti kekuasaan, 
hukum, dan pendanaan, yang berfungsi sebagai mekanisme 
penghubung antara sistem dan dunia kehidupan (Power and 
Laughlin, 1996). 

Media pengarah dan lembaga pengarah (steering institutions) 
memainkan peran krusial dalam mentransformasikan nilai-nilai 
dunia kehidupan menjadi mekanisme sosial yang terlembagakan. 
Salah satu contohnya adalah Global Reporting Initiative (GRI), yang 
berfungsi sebagai lembaga pengarah melalui pengembangan standar 
pengungkapan non-keuangan. GRI mendapatkan legitimasi peran ini 
di tengah ketiadaan regulasi hukum formal mengenai pengungkapan 
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keberlanjutan (A. Adams, M. Alhamood and He, 2022) dan bahkan 
telah menjalin kerja sama dengan Standar Pelaporan Keuangan 
Internasional (de Villiers, La Torre and Molinari, 2022). 

Broadbent et al., (1991) menyatakan bahwa setiap organisasi 
merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Struktur pengarah 
dan sistem organisasi tidak berdiri secara terpisah, tetapi justru 
terjalin erat dalam konteks dunia kehidupan, media pengarah, dan 
sistem sosial secara keseluruhan. Dalam kerangka ini, dunia 
kehidupan mencakup tiga elemen utama: “budaya” sebagai 
pengetahuan bersama dalam komunikasi, “masyarakat” sebagai 
konteks integrasi sosial, dan “kepribadian” sebagai kapasitas individu 
untuk bertindak dan berinteraksi (Habermas, 1985). 

Ketika otoritas atau struktur pengarah mencoba mendorong 
perubahan melalui instrumen formal seperti prosedur administratif, 
namun tidak selaras dengan nilai dan norma masyarakat, maka dapat 
muncul resistensi dari individu atau kelompok dalam sistem tersebut 
(Broadbent, Laughlin and Read, 1991). Karena itu, agar tetap relevan 
dan memperoleh legitimasi, lembaga pengarah seperti GRI harus 
memastikan bahwa nilai-nilai yang mereka promosikan 
mencerminkan aspirasi dan norma-norma masyarakat yang menjadi 
sasarannya. 

Hubungan dialektis antara sistem dan dunia kehidupan 
menjadi kunci dalam memahami dinamika perubahan sosial, 
termasuk dalam konteks keberlanjutan. Lawrence & Sharma (2002) 
mengungkapkan bahwa sistem sosial cenderung memperkenalkan 
nilai-nilai baru dan memperluas pengaruhnya melalui simbol serta 
struktur normatif. Dalam konteks ini, GRI telah berperan aktif selama 
lebih dari dua dekade dalam merumuskan dan menyebarluaskan 
standar pelaporan keberlanjutan yang kini telah diadopsi luas oleh 
entitas-entitas korporasi (Lehman, 1999). 

Namun, perubahan menuju keberlanjutan tidak cukup hanya 
bergantung pada struktur formal. Keterlibatan aktif aktor-aktor 
sosial seperti organisasi, komunitas, dan institusi publik juga sangat 
penting. Mereka memegang peran sebagai penggerak perubahan 
karena mampu membentuk dan menyebarkan nilai-nilai baru yang 
mendukung praktik berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan 
transformasi dalam cara berpikir, pengembangan keterampilan, dan 
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pembentukan sikap, agar keberlanjutan benar-benar tertanam 
dalam praktik sosial sehari-hari (Godemann et al., 2014). Aktor-aktor 
sosial ini memiliki potensi besar untuk menyebarluaskan paradigma 
keberlanjutan, baik pada level lokal maupun global, sebagai bagian 
dari transformasi sistemik yang lebih luas (Stephens et al., 2008). 

Berbagai lembaga pengarah telah mengembangkan kerangka 
kerja keberlanjutan yang mencakup berbagai aspek dan lingkup. 
Keberhasilan dalam membangun legitimasi menjadi modal penting 
untuk mendorong implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan di 
tingkat kelembagaan (Broadbent, Laughlin and Alwani-Starr, 2010). 
Namun demikian, efektivitas dari mekanisme pengarah ini tidak 
selalu memenuhi ekspektasi. Standar-standar yang digunakan masih 
menghadapi tantangan dalam menunjukkan dampak konkret 
terhadap perubahan praktik keberlanjutan (Leal Filho et al., 2018). 

Moggi (2019) mencatat bahwa lemahnya daya dorong 
transformatif dari standar-standar ini sebagian besar disebabkan 
oleh ketidaksesuaian antara nilai-nilai masyarakat dengan kerangka 
keberlanjutan yang dikembangkan oleh lembaga pengarah 
(Broadbent, Laughlin and Alwani-Starr, 2010). Oleh karena itu, 
refleksi dan penyesuaian terus-menerus terhadap kerangka 
keberlanjutan sangat penting agar lembaga pengarah tetap relevan 
dengan nilai dan kebutuhan masyarakat, dan perubahan yang 
diupayakan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. 

Saat ini, sebagian besar laporan keberlanjutan masih lebih 
fokus pada aspek lingkungan dibandingkan dimensi sosial dan 
ekonomi (Sepasi, Rahdari and Rexhepi, 2018). Hal ini disebabkan 
oleh dua faktor utama. Pertama, pelaporan lingkungan biasanya 
menjadi langkah awal dalam inisiatif keberlanjutan, sehingga lebih 
mudah diadopsi (Moggi, 2019). Kedua, standar awal seperti STARS 
dan GreenMetric secara historis memang lebih menitikberatkan pada 
indikator lingkungan (Bice and Coates, 2016). 

Namun, kesadaran akan pentingnya dimensi sosial seperti 
hak asasi manusia dan partisipasi masyarakat dan dimensi ekonomi 
seperti transparansi pendanaan dan insentif keuangan semakin 
meningkat (Larrán Jorge, Andrades Peña and Herrera Madueño, 
2019). Meskipun demikian, integrasi pedoman GRI ke dalam sektor-
sektor tertentu masih menghadapi berbagai hambatan. Aspek-aspek 
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seperti pengajaran dan pelayanan publik, misalnya, belum secara 
eksplisit tercakup dalam panduan GRI (Son-Turan and Lambrechts, 
2019). Lozano (2011) menekankan bahwa walaupun GRI 
merupakan pedoman pelaporan keberlanjutan yang komprehensif, 
namun tidak dirancang secara spesifik untuk sektor-sektor sosial 
seperti pendidikan atau pelayanan publik (Cole and Wright, 2003). 
Fonseca et al. (2011) juga mencatat bahwa GRI belum memasukkan 
indikator-indikator penting seperti kurikulum, riset terapan, desain 
bangunan ramah lingkungan, dan layanan konsumsi. 

Sejumlah studi mencoba mengatasi keterbatasan ini dengan 
menggabungkan kerangka pelaporan keberlanjutan global dengan 
sistem penilaian lainnya, baik yang berskala internasional, nasional, 
maupun lokal (Bonatxea et al., 2022).Bahkan, telah muncul gagasan 
bahwa pengembangan pelaporan keberlanjutan yang lebih spesifik 
sesuai sektor dapat difasilitasi melalui kolaborasi antara berbagai 
lembaga pelaporan dan organisasi pengarah keberlanjutan (An, 
Davey and Harun, 2017). 

Dalam kerangka teori sistem dan dunia kehidupan dari 
Habermas, beberapa peneliti menyatakan bahwa GRI 
merepresentasikan pandangan dunia korporasi yang belum tentu 
sejalan dengan nilai-nilai sektor sosial yang lebih mengedepankan 
partisipasi, dialog, dan tanggung jawab publik (Moggi, 2019). 
Ketidaksesuaian ini menyebabkan penerapan GRI dalam konteks 
sosial menjadi kurang efektif, karena tidak mencerminkan 
kebutuhan akuntabilitas yang berbasis pada misi pelayanan atau 
pendidikan (Almeida et al., 2015). Di samping itu, tantangan 
administratif, tumpang tindih dalam struktur organisasi, serta 
kurangnya tekanan dari pemangku kepentingan eksternal turut 
menghambat proses pengumpulan dan pengungkapan data 
keberlanjutan secara menyeluruh (Brandao et al., 2019). 

Secara umum, praktik pelaporan keberlanjutan masih dalam 
tahap awal, dengan belum adanya standar global yang diterima 
secara luas lintas sektor (Larrán Jorge, Andrades Peña and Herrera 
Madueño, 2019). Oleh karena itu, kolaborasi antara pembuat standar 
seperti GRI dan lembaga pengarah sektoral sangat dianjurkan 
(Adams and Petrella, 2010), meskipun kritik terhadap efektivitas 
pendekatan kolaboratif ini tetap mengemuka (You, 2015).  
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Sebagian peneliti menyerukan perlunya pengembangan 
standar pelaporan keberlanjutan yang mencerminkan nilai-nilai 
kehidupan dalam konteks sektor sosial tertentu. Kerangka pelaporan 
ini sebaiknya mampu merepresentasikan fungsi utama seperti 
pendidikan, riset, dan pelayanan publik secara menyeluruh dan 
holistik (Trireksani, Zeng and Djajadikerta, 2021). Pendekatan 
semacam ini diharapkan dapat melahirkan pelaporan keberlanjutan 
yang lebih sahih, relevan, serta dapat diperbandingkan antar 
berbagai entitas sosial. 

Gagasan mengenai keberlanjutan dan pembangunan 
berkelanjutan pertama kali memperoleh perhatian dunia melalui 
laporan Brundtland (United Nations, 1987). Sejak saat itu, isu 
keberlanjutan telah menjadi perhatian utama dalam ranah kebijakan 
publik, dunia usaha, dan institusi pendidikan. Perkembangannya 
tercermin dalam sejumlah inisiatif global seperti Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari PBB (United Nations 
General Assembly, 2015), konsep batas planet (Steffen et al., 2015), 
serta laporan dari organisasi non-pemerintah.  

Dalam lima dekade terakhir, hanya sedikit isu yang memiliki 
urgensi setara dengan keberlanjutan ekologis bagi kalangan 
akademisi dan masyarakat luas. Sebagian besar data lingkungan 
global menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan, 
meskipun ada beberapa pengecualian (Almond, Grooten and 
Petersen, 2020). Krisis seperti perubahan iklim, kepunahan spesies, 
polusi, kelangkaan air, dan degradasi sumber daya menjadi bukti 
nyata dari kondisi yang tidak berkelanjutan (United Nations General 
Assembly, 2015). Aktivitas manusia kini berlangsung dalam pola 
yang semakin jauh dari keberlanjutan, mengancam masa depan 
planet secara keseluruhan. 

Keberlanjutan kini diakui secara luas sebagai prinsip penting 
dalam pengambilan keputusan, baik di sektor industri, publik, 
keuangan, maupun dalam profesi akuntansi (Unerman, Bebbington 
and O’dwyer, 2018). Banyak organisasi menunjukkan komitmennya 
melalui program daur ulang, efisiensi ekologi, serta penggunaan 
teknologi energi hijau. Namun, inisiatif-inisiatif tersebut belum cukup 
untuk menghentikan apalagi membalikkan tren kerusakan ekologis 
global. Bahkan dalam ranah akuntansi, praktik seperti pelaporan 
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terintegrasi dan audit lingkungan belum mampu secara signifikan 
menghambat kerusakan ekologis (Roslender and Nielsen, 2021). 

Dalam konteks ini, akuntansi memainkan peran penting 
untuk membantu mewujudkan keberlanjutan. Keberlanjutan sendiri 
biasanya merujuk pada konsep yang diperkenalkan dalam Laporan 
Brundtland (United Nations, 1987), Sustainable Development Goals 
PBB (United Nations General Assembly, 2015), dan konsep batas 
planet (Steffen et al., 2015). Namun, makna keberlanjutan bisa 
berbeda-beda tergantung pada nilai dan latar belakang masing-
masing pihak, sehingga keberlanjutan sering disebut sebagai 
“penanda mengambang” (Laclau and Mouffe, 2014). 

Peran akuntansi dalam keberlanjutan tak bisa dilepaskan dari 
pertanyaan mendasar: apa arti menjadi manusia, bagaimana kita 
memandang perusahaan, dan bagaimana seharusnya sistem 
ekonomi bekerja — apakah kapitalisme, sosialisme, atau bentuk 
lainnya (Scholz & Binder, 2011; Geels, 2011) Akuntansi tidak hanya 
soal angka, tetapi juga tentang membantu organisasi memahami dan 
mengelola dampak sosial dan lingkungannya. 

Salah satu wacana penting dalam literatur adalah bagaimana 
kita memaknai keberlanjutan: apakah menekankan pada menjaga 
bumi tetap dalam batas ekologis tanpa kompromi (keberlanjutan 
kuat), atau apakah kita bisa menerima pertukaran antar dimensi 
ekonomi, sosial, dan lingkungan asalkan modal alam secara 
keseluruhan tetap terjaga (keberlanjutan lemah) (Dietz and 
Neumayer, 2007). Kebanyakan kebijakan dan strategi bisnis saat ini 
cenderung berpijak pada keberlanjutan lemah (Landrum and 
Ohsowski, 2018). 

Dalam praktiknya, akuntansi keberlanjutan bisa mengambil 
banyak bentuk. Ada pendekatan yang menekankan perlunya 
perubahan nilai dan struktur sosial secara mendasar agar 
keberlanjutan tercapai (Tinker & Gray, 2003; Thomson & 
Bebbington, 2005). Di sisi lain, ada pendekatan yang fokus pada 
solusi praktis, misalnya dengan merancang sistem akuntansi 
manajemen yang mendorong perusahaan mengelola risiko dan 
peluang keberlanjutan secara strategis (Baker & Schaltegger, 2015; 
Burritt & Schaltegger, 2010). 
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Akuntansi keberlanjutan mendukung berbagai bidang, mulai 
dari akuntansi bahan dan energi (Schaltegger et al., 2008), biaya 
aliran material (Guenther et al., 2015), penganggaran lingkungan 
(Burritt and Schaltegger, 2001), akuntansi berbasis hak asasi 
manusia (Christ, Burritt and Schaltegger, 2020), keanekaragaman 
hayati (Raar, Barut and Azim, 2020), akuntansi karbon (Schaltegger 
and Csutora, 2012), hingga keberlanjutan rantai pasokan (Lee, 2011). 
Semua upaya ini bertujuan membantu pengambilan keputusan yang 
lebih baik dan mendukung aksi nyata menuju keberlanjutan (Baker 
and Schaltegger, 2015). 

Peran manajer dan praktisi sangat penting dalam proses ini. 
Data menunjukkan bahwa banyak langkah positif telah diambil, 
seperti meningkatnya penggunaan energi terbarukan (Friedlingstein 
et al., 2019), promosi produk etis, investasi sosial, pengembangan 
pertanian organik, dan penurunan emisi karbon (European 
Environment Agency, 2021). Semua ini menunjukkan bahwa 
akuntansi, baik melalui pendekatan kritis maupun praktis, dapat 
menjadi bagian penting dari transformasi menuju keberlanjutan. 

Selanjutnya, kewirausahaan sering dipandang sebagai motor 
utama transformasi (Johnson and Schaltegger, 2020). Akuntansi 
memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan 
keputusan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada masa 
depan, terutama bagi para wirausahawan dan manajer yang ingin 
menciptakan inovasi untuk keberlanjutan (Baker and Schaltegger, 
2015). 

Akuntansi keberlanjutan membantu menjembatani kondisi 
saat ini dengan masa depan yang lebih ideal. Hal ini dilakukan dengan 
menyediakan informasi yang mendukung solusi inovatif dan praktis 
untuk berbagai persoalan lingkungan dan sosial (Gunarathne & Lee, 
2019; Burritt et al., 2019). Inovasi dalam sistem akuntansi 
manajemen serta mekanisme kontrol organisasi menjadi pondasi 
penting dalam mengarahkan bisnis dan masyarakat ke arah yang 
lebih berkelanjutan (Schaltegger et al., 2022). 

Lebih dari sekadar mencatat masa lalu, tulisan akuntansi 
keberlanjutan bertujuan untuk membentuk masa depan. Tulisan ini 
sebaiknya melibatkan berbagai disiplin ilmu dan bekerja sama 
langsung dengan praktik bisnis nyata (Maas et al., 2016; Bebbington 
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& Larrinaga, 2014;Schaltegger et al., 2013). Dalam semangat 
optimisme, banyak pendekatan akuntansi keberlanjutan 
menekankan bahwa perubahan menuju keberlanjutan dapat dicapai 
melalui upaya kolaboratif dan langkah-langkah nyata (Baker and 
Schaltegger, 2015).  

Salah satu gagasan penting adalah bahwa keberlanjutan 
hanya bisa tercapai jika seluruh organisasi mau bertransformasi 
menjadi lebih berkelanjutan. Kondisi tidak berkelanjutan saat ini 
bukanlah sesuatu yang tak bisa diubah. Organisasi, dengan dukungan 
pemerintah, manajer, dan pengusaha, dapat menjadi agen perubahan 
(Schaltegger et al., 2016; Lewis & Tietenberg, 2019; Hörisch et al., 
2014).  

Bahasa yang digunakan dalam komunikasi keberlanjutan 
juga memegang peran besar. Kata-kata seperti “pembangunan 
berkelanjutan”, “ekonomi sirkular”, “Green Deal”, dan “transisi 
energi” membantu menghubungkan tujuan ekonomi dengan tujuan 
lingkungan (von Weizsäcker et al., 2014). Bahasa yang positif dan 
membangun dapat meningkatkan komitmen, menciptakan budaya 
organisasi yang mendukung keberlanjutan, serta menghindari 
jebakan narasi negatif yang justru menurunkan motivasi (Gielnik et 
al., 2015; Hörisch et al., 2020; Schaltegger & Burritt, 2018; Frey & 
Meier, 2003).  

Akuntansi keberlanjutan tidak hanya membantu mendeteksi 
praktik-praktik yang menyesatkan (greenwashing), tetapi juga 
menawarkan cara-cara nyata dan menarik untuk menerapkan 
strategi keberlanjutan (de Freitas Netto et al., 2020). Memang, ada 
kasus buruk seperti skandal emisi Dieselgate (Bouzzine and Lueg, 
2020), namun banyak perusahaan lain yang berhasil menurunkan 
dampak lingkungannya melalui strategi akuntansi keberlanjutan. 

Dalam praktiknya, proyek akuntansi keberlanjutan bertujuan 
menciptakan perubahan nyata lewat informasi dan mekanisme yang 
mendorong partisipasi aktif. Istilah “akuntansi keberlanjutan” lebih 
tepat digunakan daripada “akuntansi berkelanjutan”, karena 
mengingatkan kita bahwa keberlanjutan adalah proses 
berkelanjutan yang memerlukan upaya terus-menerus (Schaltegger 
and Csutora, 2012). 
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Selain peran wirausahawan dan manajer, terdapat 
pendekatan lain yang menekankan pentingnya peran negara. Negara 
dipandang perlu hadir melalui kebijakan publik dan pengeluaran 
besar untuk membangun infrastruktur hijau, meningkatkan 
keterampilan tenaga kerja, serta membuka lapangan kerja yang layak 
dan ramah lingkungan (Jessop, 2015; Andrew et al., 2024). 
Pendekatan ini memperkuat upaya keberlanjutan dengan 
menggabungkan kekuatan sektor publik dan swasta. 

Pada akhirnya, akuntansi keberlanjutan merupakan alat 
penting untuk membangun kesadaran, mendukung tindakan nyata, 
dan membantu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 
Akuntansi tidak hanya berhenti pada pelaporan finansial, tetapi juga 
harus mampu menggambarkan sejauh mana aktivitas bisnis 
berkaitan dengan batas-batas ekologis planet ini (Gray, 2010; 
Schaltegger et al., 2022). 

Lanskap akuntansi keberlanjutan menunjukkan bahwa tidak 
ada satu jalan tunggal menuju keberlanjutan. Berbagai pendekatan—
baik yang berfokus pada langkah praktis, keadilan struktural, 
maupun kebijakan negara—saling melengkapi dalam mendukung 
transformasi menuju masa depan yang lebih baik. Tantangannya kini 
adalah bagaimana kita dapat menggabungkan, menyinergikan, dan 
menyesuaikan pendekatan-pendekatan ini agar selaras dengan 
kebutuhan dan konteks nyata di masyarakat. 
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BAB 2 
ISU GLOBAL DAN NASIONAL DALAM 
LINGKUNGAN HIDUP  
 
Oleh Rizal Zaelani 
 
2.1 Pendahuluan 

Perubahan lingkungan global dan nasional kini menjadi 
perhatian utama di berbagai sektor, termasuk bidang akuntansi. 
Percepatan kerusakan lingkungan, perubahan iklim, polusi, serta 
penurunan kualitas sumber daya alam telah mendorong perlunya 
integrasi praktik keberlanjutan ke dalam sistem informasi 
keuangan perusahaan. Akuntansi lingkungan tidak hanya 
menjadi alat pelaporan, tetapi juga instrumen pengendalian dan 
pendorong perubahan perilaku organisasi menuju pembangunan 
berkelanjutan. Isu lingkungan hidup, baik dalam skala global 
maupun nasional, telah berkembang menjadi salah satu 
tantangan paling mendesak di abad ke-21. Krisis ekologis yang 
ditandai dengan percepatan kerusakan lingkungan, perubahan 
iklim ekstrem, polusi yang meluas, hingga degradasi kualitas dan 
kuantitas sumber daya alam tidak hanya berdampak pada sektor 
ekologi, tetapi juga menimbulkan implikasi serius terhadap 
stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. 

Perubahan iklim global yang disebabkan oleh peningkatan 
konsentrasi gas rumah kaca (GRK) telah mempercepat 
pemanasan bumi, mengganggu pola cuaca, dan memicu kejadian 
cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, badai, dan kebakaran 
hutan. Sementara itu, di tingkat nasional, negara-negara 
berkembang seperti Indonesia menghadapi tekanan besar dari 
deforestasi, pencemaran air dan udara, serta lemahnya 
pengelolaan limbah industri dan domestik. Dalam konteks ini, isu 
lingkungan bukan lagi sekadar masalah sektor publik atau 
kebijakan negara, tetapi telah menjadi tanggung jawab bersama, 
termasuk di dalamnya dunia usaha dan profesi akuntansi. 
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Transformasi menuju pembangunan berkelanjutan 
mengharuskan adanya pergeseran paradigma dalam seluruh 
aspek tata kelola, termasuk akuntansi. Praktik akuntansi 
konvensional yang selama ini hanya berfokus pada pencatatan 
transaksi keuangan dan pelaporan kinerja ekonomi semata, kini 
dinilai tidak lagi cukup dalam merespons kompleksitas dan 
multidimensionalitas dampak lingkungan. Oleh karena itu, 
muncullah disiplin akuntansi lingkungan sebagai bentuk respons 
ilmiah dan praktis atas kebutuhan integrasi antara kegiatan 
ekonomi dan tanggung jawab lingkungan. 

Akuntansi lingkungan tidak hanya berperan sebagai alat 
pelaporan informasi lingkungan dalam laporan tahunan 
perusahaan, tetapi juga berkembang sebagai alat pengendalian 
manajerial untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola 
biaya dan dampak lingkungan secara sistematis. Dalam kerangka 
ini, akuntansi lingkungan berfungsi sebagai informational driver 
sekaligus behavioral driver—yaitu tidak hanya menyediakan 
informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan, tetapi juga 
mendorong perubahan perilaku perusahaan ke arah yang lebih 
ramah lingkungan. 

Lebih dari itu, akuntansi lingkungan mendukung 
tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 
sumber daya alam, serta memperkuat legitimasi perusahaan di 
hadapan pemangku kepentingan (stakeholders). Praktik 
pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting), yang merujuk 
pada standar internasional seperti Global Reporting Initiative 
(GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), dan 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), 
merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari akuntansi 
lingkungan modern. 

Dengan demikian, akuntansi lingkungan tidak hanya 
berkaitan dengan teknis pencatatan biaya lingkungan, tetapi juga 
mencakup aspek strategis, normatif, dan etis dalam menjalankan 
bisnis. Ia menuntut keterlibatan aktif dari para akuntan, manajer, 
dan regulator dalam merancang sistem informasi yang mampu 
menampung dimensi sosial dan ekologis secara komprehensif. 
Dalam era ekonomi hijau dan transisi menuju net-zero emissions, 
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peran akuntansi lingkungan akan menjadi semakin sentral dan 
krusial dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. 
 

2.2 Isu Global dalam Lingkungan Hidup 
2.2.1 Perubahan Iklim dan Pemanasan Global 

Perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu 
rata-rata bumi telah berdampak luas terhadap ekosistem, 
produksi pangan, serta stabilitas ekonomi global. Laporan 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
memperkirakan peningkatan suhu global sebesar 1,5°C dalam 
beberapa dekade mendatang akan menyebabkan bencana 
lingkungan yang tidak dapat dihindari tanpa intervensi serius 
(IPCC., 2021). 

Perubahan iklim merupakan tantangan terbesar umat 
manusia pada abad ke-21. Fenomena ini ditandai oleh 
meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan 
oleh akumulasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, seperti karbon 
dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O). 
Aktivitas manusia, khususnya sejak era industrialisasi, menjadi 
pendorong utama percepatan pemanasan global melalui 
pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik industri 
yang tidak ramah lingkungan. 

 
Dampak Ekologis 

Peningkatan suhu global menyebabkan pergeseran pola 
cuaca ekstrem, mencairnya es di kutub dan gletser, naiknya 
permukaan laut, serta gangguan terhadap siklus hidrologi. 
Perubahan-perubahan ini berdampak langsung pada ekosistem, 
termasuk punahnya spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan 
perubahan suhu dan habitat. Ekosistem laut, seperti terumbu karang, 
sangat rentan terhadap kenaikan suhu air laut, menyebabkan 
pemutihan karang (coral bleaching) dalam skala besar. 

 
Dampak Terhadap Produksi Pangan 

Pemanasan global secara signifikan mengganggu sistem 
produksi pangan. Peningkatan suhu dan perubahan curah hujan 
menyebabkan kegagalan panen, peningkatan serangan hama, dan 
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kekeringan yang berkepanjangan. Lahan-lahan pertanian di wilayah 
tropis dan subtropis mengalami penurunan produktivitas, yang 
berpotensi meningkatkan kerawanan pangan global. Dalam jangka 
panjang, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan 
akan meningkatkan harga komoditas pangan dan memperdalam 
ketimpangan sosial. 

 
Dampak Ekonomi Global 

Perubahan iklim juga berdampak serius terhadap stabilitas 
ekonomi dunia. Sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada 
sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, dan energi, 
menghadapi risiko besar akibat kerusakan lingkungan dan 
ketidakpastian iklim. Menurut laporan Bank Dunia, perubahan iklim 
dapat menjerumuskan lebih dari 100 juta orang ke dalam 
kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 jika tidak ada upaya mitigasi 
yang signifikan. Biaya ekonomi akibat bencana iklim, seperti banjir, 
badai, dan kekeringan, meningkat dari tahun ke tahun dan 
membebani anggaran negara serta sistem asuransi global. 

 
Kondisi Terkini Menurut IPCC 

Laporan IPCC tahun 2021 secara tegas menyatakan bahwa 
suhu global telah meningkat sekitar 1,1°C dibandingkan masa pra-
industri, dan tren tersebut terus berlanjut. Tanpa intervensi yang 
signifikan dan segera, dunia akan melampaui ambang batas kenaikan 
suhu sebesar 1,5°C dalam 20 tahun ke depan, yang diperkirakan akan 
mengakibatkan perubahan yang tidak dapat diubah (irreversible) 
terhadap sistem bumi (IPCC., 2021). Kenaikan di atas ambang batas 
ini akan meningkatkan risiko kekeringan ekstrem, kebakaran hutan 
besar-besaran, banjir bandang, serta gagal panen yang berulang. 
Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, diproyeksikan 
menjadi wilayah yang paling rentan terkena dampaknya karena 
kapasitas adaptasi yang masih terbatas. 

 
Tanggung Jawab Global dan Peran Akuntansi 

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, dunia 
memerlukan komitmen global yang kuat, seperti yang 
diupayakan melalui Paris Agreement, untuk menurunkan emisi 
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GRK dan beralih ke ekonomi rendah karbon. Perusahaan sebagai 
bagian dari sistem ekonomi global dituntut untuk bertanggung 
jawab atas jejak karbonnya melalui mekanisme pelaporan 
lingkungan yang transparan dan akuntabel. Di sinilah akuntansi 
lingkungan memainkan peran kunci. Melalui pendekatan seperti 
carbon accounting, environmental cost reporting, dan 
sustainability disclosure, akuntansi dapat membantu perusahaan 
mengevaluasi dampak iklim terhadap operasional dan strategi 
bisnis mereka, serta memfasilitasi keputusan investasi yang 
berkelanjutan. 

 
2.2.2 Kehilangan Keanekaragaman Hayati 

Kerusakan hutan tropis, perusakan habitat alami, dan polusi 
menyebabkan tingkat kepunahan spesies yang sangat tinggi. 
Organisasi seperti WWF melaporkan bahwa populasi satwa liar telah 
menurun lebih dari 68% dalam setengah abad terakhir (R. E. A. , 
Almond et al., 2020). 

Kehilangan keanekaragaman hayati merupakan salah satu isu 
lingkungan global yang paling mendesak dan kompleks. 
Keanekaragaman hayati mencakup seluruh variasi kehidupan di 
bumi, mulai dari genetik, spesies, hingga ekosistem. Menurut 
Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), keragaman hayati adalah 
fondasi utama bagi keseimbangan ekosistem, ketahanan pangan, 
kesehatan, dan stabilitas iklim. Namun, dalam beberapa dekade 
terakhir, keanekaragaman hayati global telah mengalami penurunan 
yang dramatis. 
1. Penyebab Utama Hilangnya Keanekaragaman Hayati 

Beberapa faktor utama yang mendorong krisis 
keanekaragaman hayati secara global, menurut Living Planet 
Report 2020 dari WWF, antara lain: 
a. Perusakan Habitat  

Ekspansi lahan pertanian, penebangan hutan untuk 
perkebunan industri (seperti kelapa sawit, karet, dan 
kedelai), pembangunan infrastruktur, serta urbanisasi 
masif telah menyebabkan fragmentasi dan hilangnya 
habitat alami bagi banyak spesies. Hutan tropis, yang 
merupakan ekosistem paling kaya akan biodiversitas, 
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menjadi sasaran utama eksploitasi. Ketika habitat 
hancur, banyak spesies tidak dapat beradaptasi dengan 
lingkungan baru atau tidak mampu bermigrasi, sehingga 
menghadapi kepunahan. 

b. Eksploitasi Berlebihan (Overexploitation) 
Perburuan liar, penangkapan ikan secara besar-besaran, 
dan perdagangan satwa ilegal telah mempercepat 
kepunahan spesies, terutama di negara-negara 
berkembang. Praktik ini sering terjadi karena lemahnya 
penegakan hukum dan tingginya permintaan pasar 
internasional. 

c. Perubahan Iklim 
Perubahan suhu dan pola curah hujan telah menggeser 
distribusi geografis banyak spesies, mengubah siklus 
reproduksi, serta menyebabkan stres ekosistem. Spesies 
yang tidak memiliki kemampuan adaptasi yang cepat, 
seperti koral dan amfibi, sangat rentan terhadap 
perubahan ini. 

d. Polusi 
Limbah industri, polusi plastik, pestisida, dan polutan 
udara menyebabkan kerusakan pada organisme dan 
habitat mereka. Misalnya, penggunaan pestisida 
neonicotinoid telah dikaitkan dengan penurunan 
populasi serangga penyerbuk seperti lebah, yang krusial 
bagi reproduksi tanaman pangan. 

e. Invasif Spesies Asing 
Pengenalan spesies asing ke ekosistem baru—baik 
secara sengaja maupun tidak—dapat mengganggu 
keseimbangan ekologis, menggeser spesies asli, dan 
bahkan menyebabkan kepunahan lokal. 

 
2. Dampak Kehilangan Keanekaragaman Hayati 

Kehilangan biodiversitas bukan hanya krisis ekologis, tetapi 
juga krisis ekonomi dan sosial. Dampaknya mencakup: 
a. Gangguan Rantai Makanan dan Ekosistem 

Setiap spesies memiliki peran dalam jaring makanan dan 
siklus ekosistem. Ketika satu spesies punah, spesies lain 
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yang bergantung padanya juga terancam, menciptakan 
efek domino yang dapat merusak keseluruhan 
ekosistem. 

b. Kehilangan Jasa Ekosistem 
Keanekaragaman hayati mendukung jasa ekosistem 
seperti penyediaan air bersih, penyimpanan karbon, 
pengendalian hama alami, dan penyerbukan. Jika spesies 
yang menyediakan jasa-jasa ini punah, maka manusia 
akan kehilangan fungsi ekosistem yang vital. 

c. Risiko terhadap Kesehatan dan Ketahanan Pangan 
Penurunan keragaman genetik tanaman dan hewan 
dapat melemahkan ketahanan pangan global. Selain itu, 
terganggunya ekosistem bisa meningkatkan risiko 
zoonosis (penyakit yang ditularkan dari hewan ke 
manusia), seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19. 

d. Kerugian Ekonomi 
Menurut Dasgupta Review (2021), hilangnya 
keanekaragaman hayati menyebabkan kerugian 
ekonomi global yang besar, karena dunia bergantung 
pada modal alam untuk produksi barang dan jasa. 
Penurunan ini juga meningkatkan risiko bagi sektor-
sektor seperti pertanian, perikanan, dan farmasi. 
 

3. Data Global Terkini 
Laporan Living Planet Report 2020 yang diterbitkan oleh 
World Wide Fund for Nature (WWF) menunjukkan bahwa 
populasi vertebrata global (mamalia, burung, amfibi, reptil, 
dan ikan) mengalami penurunan rata-rata sebesar 68% 
antara tahun 1970 dan 2016. Di kawasan Amerika Latin dan 
Karibia, penurunannya mencapai 94%, tertinggi secara 
global. 

 
2.2.3 Polusi Global: Air, Udara, dan Plastik 

Polusi udara menyebabkan sekitar 7 juta kematian prematur 
setiap tahun, sementara polusi plastik telah mencemari hampir 
semua ekosistem perairan di dunia. Negara-negara berkembang 
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sangat terdampak akibat lemahnya sistem pengelolaan limbah 
(United Nations Environment Programme., 2021). 

Polusi merupakan salah satu ancaman paling nyata terhadap 
kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia di abad ke-21. Tiga 
bentuk polusi yang paling signifikan secara global adalah polusi 
udara, polusi air, dan polusi plastik. Ketiganya saling berkaitan dan 
berdampak sistemik pada ekosistem, kesehatan masyarakat, dan 
ketahanan ekonomi. 
1. Polusi Udara 

Polusi udara disebabkan oleh emisi zat berbahaya ke atmosfer, 
seperti partikel halus (PM2.5 dan PM10), karbon monoksida 
(CO), nitrogen oksida (NOx), sulfur dioksida (SO₂), ozon 
troposferik, dan senyawa organik volatil (VOCs). Sumber utama 
polusi udara meliputi pembakaran bahan bakar fosil 
(transportasi, industri, pembangkit listrik), aktivitas rumah 
tangga (seperti pembakaran biomassa), serta kebakaran hutan. 
Menurut (United Nations Environment Programme., 2021), 
polusi udara menyebabkan sekitar 7 juta kematian prematur 
setiap tahun, menjadikannya salah satu risiko kesehatan 
lingkungan terbesar secara global. Efek jangka panjang dari 
paparan polusi udara meliputi peningkatan kasus penyakit 
pernapasan kronis (seperti bronkitis dan asma), kanker paru-
paru, stroke, serta penyakit kardiovaskular. Kelompok paling 
rentan adalah anak-anak, lansia, dan masyarakat berpenghasilan 
rendah. 
Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami 
beban ganda dari polusi udara karena ketergantungan pada 
energi berbasis batu bara, pertumbuhan kendaraan bermotor 
yang pesat, dan lemahnya penegakan regulasi lingkungan. Kota-
kota seperti Jakarta, New Delhi, dan Lagos secara rutin mencatat 
tingkat kualitas udara yang membahayakan. 

2. Polusi Air 

Polusi air terjadi ketika zat pencemar seperti limbah industri, 
pestisida, logam berat, dan limbah domestik masuk ke badan air 
seperti sungai, danau, dan laut. Zat-zat ini dapat merusak kualitas 
air, membahayakan kehidupan akuatik, dan mengganggu 
pasokan air bersih manusia. 
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Laporan dari (World Bank, 2019) menyatakan bahwa kualitas 
air yang buruk menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi 
suatu negara hingga sepertiga karena dampaknya terhadap 
produktivitas pertanian, kesehatan masyarakat, dan efisiensi 
industri. 
Contoh nyata dari polusi air adalah pencemaran sungai-sungai 
utama di Asia dan Afrika, termasuk Sungai Citarum di Indonesia 
yang dinobatkan sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. 
Limbah dari industri tekstil, rumah tangga, dan pertanian 
dibuang langsung tanpa proses pengolahan yang memadai. 

3. Polusi Plastik 

Polusi plastik merupakan bentuk pencemaran yang paling 
mencolok secara visual dan berdampak luas terhadap ekosistem 
laut. Diperkirakan lebih dari 11 juta ton plastik memasuki laut 
setiap tahun, dan jumlah ini berpotensi meningkat tiga kali lipat 
pada 2040 jika tidak ada intervensi serius (United Nations 
Environment Programme., 2021). 
Plastik tidak dapat terurai secara alami dalam jangka pendek. 
Plastik di lautan hancur menjadi mikroplastik (<5 mm) yang 
dimakan oleh ikan, kerang, dan bahkan burung laut, sehingga 
masuk ke rantai makanan manusia. Mikroplastik telah 
ditemukan dalam air minum, garam laut, dan bahkan di darah 
manusia, menimbulkan kekhawatiran akan dampak jangka 
panjang terhadap kesehatan. 
Negara-negara berkembang menghadapi tantangan besar 
karena kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah dan 
ketergantungan pada produk plastik murah. Sistem daur ulang 
sering tidak efektif karena buruknya pemilahan sampah di 
sumber, minimnya insentif ekonomi, serta dominasi industri 
plastik sekali pakai. 

4. Implikasi terhadap Akuntansi Lingkungan 

Polusi dalam ketiga bentuk ini memiliki implikasi langsung 
terhadap sistem pelaporan dan pengendalian biaya perusahaan. 
Akuntansi lingkungan memungkinkan identifikasi biaya 
tersembunyi (hidden costs) dari polusi—seperti biaya 
kompensasi kesehatan, litigasi lingkungan, penurunan reputasi, 
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serta potensi sanksi regulasi. Sistem Environmental Management 
Accounting (EMA) dapat membantu perusahaan : 
a. Mengukur volume limbah dan emisi 
b. Mengkalkulasi biaya eksternalitas lingkungan 
c. Merancang strategi pengurangan dampak ekologis 
d. Menyusun pelaporan keberlanjutan (misalnya dengan 

standar GRI atau ISO 14001) 
 
Dengan demikian, pengelolaan polusi tidak hanya menjadi isu 

teknis atau regulatif, tetapi juga isu strategis yang mempengaruhi 
kelangsungan dan daya saing perusahaan di masa depan. 
 

2.3 Isu Nasional dalam Lingkungan Hidup (Konteks 
Indonesia) 

2.3.1 Deforestasi dan Perubahan Tata Guna Lahan 
Indonesia adalah salah satu negara dengan laju deforestasi 

tertinggi di dunia. Pembukaan hutan untuk perkebunan sawit, 
tambang, dan permukiman telah menimbulkan kerugian ekologis 
besar (Austin et al., 2019). 

Indonesia dikenal sebagai negara mega-biodiversitas dengan 
hutan tropis yang luas, namun juga sebagai salah satu negara dengan 
tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Deforestasi, yaitu penghilangan 
tutupan hutan secara permanen untuk dialihfungsikan menjadi lahan 
non-hutan, seperti perkebunan, pertambangan, dan permukiman, 
menjadi isu lingkungan yang paling serius dan kompleks di 
Indonesia. 

 
Penyebab Utama Deforestasi di Indonesia 

Berdasarkan penelitian oleh Austin et al. (2019), faktor utama 
penyebab deforestasi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
1. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit 

Perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab utama 
hilangnya hutan primer di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. 
Permintaan global terhadap minyak sawit yang murah dan 
serbaguna mendorong perusahaan dan petani skala kecil untuk 
membuka lahan baru, sering kali tanpa mempertimbangkan 
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kelestarian lingkungan. Dalam periode 2001–2016, sekitar 23% 
dari seluruh deforestasi di Indonesia dikaitkan langsung dengan 
ekspansi kelapa sawit (Austin et al., 2019) (hlm. 5). 

2. Aktivitas Pertambangan 
Kegiatan pertambangan, baik legal maupun ilegal, juga 
memberikan kontribusi besar terhadap perubahan tata guna 
lahan. Penambangan nikel, batu bara, dan emas tidak hanya 
membuka lahan secara masif tetapi juga merusak tanah, 
mencemari air, dan mengganggu struktur ekologis hutan. 

3. Perkembangan Infrastruktur dan Urbanisasi 
Proyek-proyek pembangunan jalan, bandara, serta kawasan 
industri di wilayah hutan tropis mendorong pembukaan lahan 
secara agresif. Pembangunan infrastruktur ini seringkali tidak 
sejalan dengan prinsip tata ruang berkelanjutan. 

4. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 
Praktik pembakaran hutan sebagai metode pembersihan lahan 
yang murah masih lazim dilakukan, terutama di lahan gambut. 
Pembakaran ini menyebabkan pelepasan emisi karbon besar-
besaran dan memperparah pemanasan global. 

 
Dampak Ekologis dan Sosial 
1. Kehilangan Keanekaragaman Hayati 

Hutan Indonesia merupakan rumah bagi spesies endemik 
seperti orangutan, harimau sumatera, dan badak jawa. 
Deforestasi menyebabkan hilangnya habitat alami mereka dan 
mendorong spesies ke ambang kepunahan. 

2. Pelepasan Emisi Karbon 
Hutan tropis menyimpan sejumlah besar karbon dalam 
biomassa dan tanahnya. Ketika hutan ditebang atau dibakar, 
karbon dilepaskan ke atmosfer, berkontribusi signifikan 
terhadap perubahan iklim global. 

3. Krisis Sosial dan Konflik Agraria 
Deforestasi kerap terjadi di atas tanah adat atau wilayah 
masyarakat lokal. Proses konversi lahan tanpa persetujuan yang 
sah sering memicu konflik sosial antara masyarakat adat dan 
korporasi besar, serta menimbulkan ketimpangan sosial dan 
ekonomi. 



 

32 

4. Penurunan Kualitas Hidrologis dan Lahan 
Penghilangan hutan mengurangi kemampuan tanah untuk 
menyerap air, menyebabkan peningkatan risiko banjir dan 
kekeringan. Selain itu, erosi tanah menjadi masalah serius di 
daerah yang mengalami konversi lahan besar-besaran. 

 
Upaya Mitigasi dan Tantangan 

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah kebijakan 
seperti moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut, 
program Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation (REDD+), serta peningkatan pengawasan melalui 
pemetaan satelit. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi 
tantangan besar, antara lain : 
1. Lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran kehutanan. 
2. Konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan 

konservasi lingkungan. 
3. Kurangnya integrasi data dan koordinasi antarlembaga. 
4. Praktik korupsi yang menghambat tata kelola hutan yang baik. 

 
Implikasi terhadap Akuntansi Lingkungan 

Dalam konteks akuntansi lingkungan, deforestasi harus 
dilihat tidak hanya sebagai biaya eksternal, tetapi sebagai komponen 
penting dalam sistem pelaporan yang bertanggung jawab. 
Perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor yang rentan terhadap 
konversi lahan (seperti sawit dan pertambangan) wajib melaporkan: 
1. Jejak ekologis mereka melalui laporan keberlanjutan 

(Sustainability Report). 
2. Biaya lingkungan tersembunyi (hidden environmental costs) 

yang timbul dari deforestasi. 
3. Dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat sekitar melalui 

pendekatan triple bottom line (people, planet, profit). 
 
Pelaporan akuntansi yang baik dapat menjadi dasar bagi 

pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan serta sebagai 
bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap publik dan pemangku 
kepentingan. 
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2.3.2 Polusi Sungai dan Sampah Domestik 
Badan sungai besar seperti Citarum dan Brantas mengalami 

pencemaran berat akibat limbah industri dan domestik. Hal ini 
berdampak pada kesehatan masyarakat dan produktivitas pertanian 
(Damanhuri et al., 2017). 

 
2.3.3 Kebakaran Hutan dan Kabut Asap 

Setiap musim kemarau, Indonesia mengalami kebakaran 
hutan yang hebat terutama di Sumatera dan Kalimantan, 
mengakibatkan kerugian ekonomi, kesehatan, dan hubungan 
diplomatik dengan negara tetangga (Gaveau, 2016). 

 

2.4 Implikasi Akuntansi terhadap Isu-Isu Lingkungan 
Akuntansi lingkungan berperan penting dalam mengukur, 

mencatat, dan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas 
perusahaan. Standar pelaporan seperti GRI (Global Reporting 
Initiative) dan pendekatan Environmental Management Accounting 
(EMA) memungkinkan perusahaan membuat keputusan 
berdasarkan informasi yang mempertimbangkan risiko dan biaya 
lingkungan (Burritt & Christ, 2016). 

 

2.5 Kesimpulan 
Isu lingkungan baik pada tingkat global maupun nasional 

memerlukan respons kolektif dari semua pemangku kepentingan. 
Dalam konteks akuntansi, hal ini menuntut integrasi pendekatan 
lingkungan ke dalam sistem akuntansi konvensional. Dengan 
demikian, pelaporan keuangan tidak hanya mencerminkan kinerja 
ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekologis. 
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BAB 3 
KERANGKA KONSEPTUAL 
AKUNTANSI LINGKUNGAN 
 
Oleh Arnadi Chairunnas 
 

3.1 Pendahuluan 
Isu-isu lingkungan telah menjadi perhatian utama di tingkat 

global maupun lokal (Febriyanti,2021). Kondisi keuangan belum 
memadai untuk menjamin bahwa nilai dari sebuah perusahaan baik 
dan berkelanjutan (Paramitha & Irene, 2022). Perubahan iklim, 
polusi, deforestasi, dan kelangkaan sumber daya alam semakin 
mendesak perusahaan yang  hanya berfokus pada kinerja finansial, 
dapat juga mempertimbangkan dampak operasionalnya terhadap 
lingkungan. Pada konteks inilah, akuntansi lingkungan muncul 
sebagai disiplin ilmu yang krusial. Akuntansi lingkungan melampaui 
batasan akuntansi keuangan tradisional dengan mengintegrasikan 
aspek-aspek lingkungan ke dalam sistem informasi dan pelaporan 
perusahaan. Tujuannya adalah penyediaan informasi yang relevan 
dan andal tentang biaya, manfaat, dan kewajiban terkait lingkungan, 
sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang baik bagi 
seluruh pemangku kepentingan. 

Bab ini bertujuan untuk menyajikan kerangka konseptual 
akuntansi lingkungan yang komprehensif. Penulis akan menyelami 
fondasi teoritis, mengidentifikasi komponen-komponen utama, 
membahas tantangan pengukuran dan pelaporan, serta melihat 
bagaimana akuntansi lingkungan dapat diimplementasikan dalam 
praktik. Pada akhirnya, penulis berharap kerangka ini dapat menjadi 
panduan bagi praktisi, akademisi, dan pembuat regulasi (regulator) 
dalam mengembangkan sistem akuntansi yang responsif terhadap 
tantangan keberlanjutan. 
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3.2 Memahami Konsep Dasar Lingkungan dan 
Akuntansi 

DImensi lingkungan merupakan bagian dari pelaporan 
berkelanjutan, termasuk didalamnya mengenai ekosistem (Remya & 
T.S, 2023). Lingkungan adalah ekosistem kompleks yang 
menyediakan sumber daya bagi kegiatan bisnis dan menjadi 
penerima limbah atau dampak dari kegiatan tersebut. Dalam konteks 
bisnis, lingkungan bukanlah entitas terpisah, melainkan bagian 
integral yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh operasi 
perusahaan. Ketergantungan perusahaan terhadap sumber daya 
alam (air, energi, bahan baku) dan dampaknya terhadap lingkungan 
(polusi udara, air, tanah) merupakan dua sisi mata uang yang harus 
dikelola dengan bijak. Pemahaman ini krusial karena setiap 
keputusan bisnis memiliki implikasi lingkungan yang pada gilirannya 
dapat memengaruhi kinerja finansial jangka panjang. 

 

3.3 Prinsip-prinsip Akuntansi Keuangan Tradisional 
Akuntansi keuangan tradisional dirancang untuk 

menyediakan informasi finansial bagi investor dan kreditor, 
umumnya berfokus pada standar akuntansi yang berlaku umum 
(Wulandari & Febriati, 2021). Prinsip-prinsip seperti asas biaya 
historis, realisasi pendapatan, dan matching principle telah 
menjadi landasan. Namun, akuntansi tradisional memiliki 
keterbatasan signifikan dalam menangkap dampak lingkungan. 
Biaya lingkungan seringkali tidak diakui sebagai aset atau 
liabilitas hingga terjadi transaksi moneter, dan manfaat 
lingkungan seringkali tidak terkuantifikasi dalam laporan 
keuangan. Ini menciptakan "kesenjangan informasi" yang 
menghambat perusahaan dalam mengelola risiko dan peluang 
lingkungan secara efektif. 

Keberlanjutan adalah konsep inti yang melandasi akuntansi 
lingkungan. Ini mengacu pada kemampuan dalam pemenuhan  
kebutuhan masa kini tanpa mengesampingkan kenyataan bahwa  
generasi mendatang juga perlu diperhatikan. Konsep ini sering 
diartikan melalui "Triple Bottom Line" (3BL) yang diperkenalkan oleh 
John Elkington (1998), yang mencakup tiga dimensi kinerja: 
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1. Ekonomi (Profit): Kinerja finansial perusahaan yang sehat 
dan berkelanjutan. 

2. Sosial (People): Dampak perusahaan terhadap masyarakat, 
termasuk pegawai, komunitas, dan hak asasi manusia. 

3. Lingkungan (Planet): Dampak perusahaan terhadap 
lingkungan sekitarnya, termasuk pengelolaan sumber daya 
dan meminimalkan adanya pencemaran. 

4. Akuntansi lingkungan secara spesifik berfokus pada dimensi 
"Planet", namun dengan asumsi bahwa kinerja lingkungan 
yang baik akan mendukung terciptanya kinerja ekonomi dan 
sosial yang baik pula. 

 

3.4 Peran Akuntansi dalam Pembangunan 
Berkelanjutan 

Akuntansi memegang peran vital dalam mendorong 
pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan informasi yang 
akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan yang 
berdampak pada lingkungan (Adfi & Siregar, 2022). Adapun 
peran akuntansi sebagai berikut: 
1. Meningkatkan Kesadaran: Mengungkapkan biaya dan 

manfaat lingkungan yang sebelumnya belum dianalisis lebih 
lanjut. 

2. Mendukung Pengambilan Keputusan: Memberikan data yang 
menjadi rujukan untuk perencanaan strategis, investasi, dan 
pengelolaan risiko lingkungan. 

3. Meningkatkan Akuntabilitas: Memungkinkan pemangku 
kepentingan untuk melakukan penilaian kinerja pada aspek 
lingkungan perusahaan. 

4. Mendorong Inovasi: Mengidentifikasi peluang untuk efisiensi 
sumber daya yang digunakan, serta dapat  berkontribusi 
pada pengembangan produk ramah lingkungan. 

 

3.5 Landasan Teori Akuntansi Lingkungan 
Pengembangan kerangka konseptual akuntansi lingkungan 

didukung oleh beberapa teori penting yang menjelaskan perilaku 
perusahaan dalam menghadapi tekanan lingkungan dan bagaimana 
mereka mengelola informasi terkait lingkungan. 
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1. Teori Legitimasi: Mencari Pengakuan Lingkungan 
Teori Legitimasi Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan 

bahwa organisasi berusaha untuk beroperasi dalam batasan dan 
norma yang dianggap dapat diterima secara sosial oleh 
masyarakat. Pada teori ini, masyarakat merupakan salah satu 
elemen penting untuk existing perusahaan dalam waktu lama. 
Ketika terjadi peningkatan kesadaran lingkungan, perusahaan 
merasa perlu untuk menunjukkan bahwa operasi mereka "legal" 
atau sah di mata publik. Hal ini akan mendorong mereka untuk 
mengungkapkan informasi lingkungan, bahkan jika tidak ada 
regulasi yang mengatur dengan ketat. Pengungkapan ini bisa 
menjadi respons terhadap tuntutan  publik, tuntutan pemangku 
kepentingan, atau sekadar untuk menjaga citra positif milik 
perusahaan. Dalam konteks akuntansi lingkungan, teori 
legitimasi menjelaskan alasan perusahaan harus membuat 
pelaporan kinerja lingkungan, yaitu untuk mendapatkan atau 
mempertahankan legitimasi sosial. 

 
2. Teori Pemangku Kepentingan: Memenuhi Harapan 

Berbagai Pihak 
Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) yang 

dijelaskan oleh Freeman (1984) yaitu perusahaan memiliki 
pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemegang saham, 
tetapi juga kepada berbagai kelompok yang menjadi pemangku 
kepentingan. Pemangku kepentingan ini dapat memiliki 
kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Pemangku 
kepentingan lingkungan meliputi regulator, komunitas lokal, 
LSM lingkungan, karyawan, pelanggan, pemasok, dan investor 
yang peduli lingkungan. Teori ini menitikberatkan bahwa 
keberhasilan jangka panjang perusahaan bergantung pada 
kemampuannya untuk mengelola hubungan dengan semua 
pemangku kepentingannya. Akuntansi lingkungan menjadi alat 
penting untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan 
ini, mengidentifikasi dan memenuhi harapan mereka, dan 
melaporkan upaya perusahaan memenuhi harapan tersebut 
terkait isu lingkungan. 
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3. Teori Sinyal: Mengkomunikasikan Kinerja Lingkungan 
kepada Pasar 

Teori Sinyal yang dikemukakan Michael dan Spence 
(1973) menyatakan bahwa perusahaan dengan informasi 
internal yang lebih baik (misalnya, kinerja lingkungan yang 
unggul) akan berusaha untuk memberikan sinyal atau informasi 
ini kepada pasar, terutama kepada investor. Dalam pasar, jika 
terdapat informasi yang asimetris, pengungkapan informasi 
lingkungan dapat berfungsi sebagai sinyal positif yang 
menunjukkan komitmen perusahaan. Komitmen perusahaan 
yang dimaksud mencakup pada aspek manajemen risiko, 
efisiensi operasional, dan inovasi. Perusahaan yang mengelola 
risiko lingkungan dengan baik atau melakukan investasi pada 
teknologi hijau merupakan praktik  yang dapat membuat 
investor  menarik modal atau meningkatkan valuasi saham. 
Akuntansi lingkungan menyediakan mekanisme untuk 
mengirimkan sinyal-sinyal ini secara sistematis dan kredibel. 

 

3.6 Komponen Kerangka Konseptual Akuntansi 
Lingkungan 

Sebuah kerangka konseptual yang kokoh adalah pondasi 
untuk praktik akuntansi yang konsisten dan relevan (Kutani & 
Puspita, 2023). Berikut adalah komponen-komponen kunci dari 
kerangka konseptual akuntansi lingkungan: 
1. Tujuan Akuntansi Lingkungan: Relevansi dan Keandalan 

Tujuan utama akuntansi lingkungan adalah untuk 
menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai 
kinerja lingkungan perusahaan kepada berbagai pemangku 
kepentingan (stake holders). Informasi ini berguna pada proses 
pengambilan keputusan ekonomi, evaluasi kinerja lingkungan, 
akuntabilitas, manajemen risiko dan Peluang. 

2. Entitas Akuntansi Lingkungan 
Entitas akuntansi lingkungan merujuk pada unit 

organisasi yang bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja 
lingkungan. Entitas yang dimaksud mencakup: 
a. Perusahaan Tunggal, yakni satu perusahaan sebagai entitas 

pelaporan utama. 
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b. Grup Perusahaan/Konsolidasi, seperti pada kasus 
perusahaan induk dan anak perusahaan. Laporan 
lingkungan konsolidasi akan diperlukan untuk memberikan 
gambaran yang komprehensif. 

c. Unit Bisnis/Proyek Tertentu: Untuk tujuan manajemen 
internal, laporan lingkungan dapat disusun pada tingkat unit 
bisnis atau proyek. Penting untuk mendefinisikan batas-
batas entitas secara jelas untuk memastikan konsistensi 
dalam pengumpulan dan pelaporan data lingkungan. 

 

3.7 Konsep Karakteristik Kualitatif Informasi 
Lingkungan 

Informasi lingkungan dapat berguna, apabila informasi 
tersebut memiliki karakteristik kualitatif sebagai berikut: 
1. Relevan. 

Informasi harus mampu memengaruhi keputusan pengguna. Ini 
berarti informasi harus memiliki nilai prediktif (membantu 
memprediksi hasil di masa depan) dan nilai konfirmasi 
(mengkonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi sebelumnya). 
Informasi yang relevan inilah yang akan dijadikan dasar dalam 
pengambilan keputusan para stakeholders. 

2. Keterwakilan (Faithful Representation). 
 Informasi yang disajikan harus dapat mewakili keseluruhan, 
netral, dan bebas dari kesalahan material. Hal ini merujuk pada 
informasi yang disajikan secara substansi sudah bisa 
memberikan informasi secara utuh bagi para pemangku 
kepentingan. Informasi ini harus menggambarkan fenomena 
lingkungan yang dimaksud secara akurat. 

3. Dapat Dipahami (Understandability). 
Informasi harus disajikan dengan jelas dan ringkas agar 
pengguna dengan pengetahuan yang minim dapat 
memahaminya. Informasi yang dimaksud perlu menyesuaikan 
terhadap kondisi pembacanya, sehingga pembaca dapat 
memahami dengan baik informasi yang diberikan. 

4. Komparabilitas (Comparability). 
Informasi harus dapat dibandingkan antar perusahaan dan antar 
periode waktu. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi tren 
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dan perbedaan kinerja sehingga dapat memperoleh makna 
tertentu dari hasil identifikasinya. 

5. Verifiabilitas (Verifiability). 
 Informasi harus dapat diverifikasi secara independen. Penyajian 
informasi seharusnya akan mencapai kesimpulan yang sama, 
walaupun yang menverifikasi adalah individu/kelompok yang 
berbeda. 

6. Ketepatan Waktu (Timeliness). 
Informasi harus tersedia pada waktu yang tepat sesuai jadwal 
yang ditetapkan. Informasi ini akan digunakan dalam 
pengambilan keputusan, sehingga perlu ketepatan waktu 
sehingga informasinya dapat bermanfaat. 

 

3.8 Konsep Unsur-unsur Laporan Keuangan 
Lingkungan 

Akuntansi lingkungan sering dikaitkan dengan proses 
akuntansi secara tradisional. Proses akuntansi secara tradisional 
dimulai dari adanya bukti transaksi, dilanjutkan ke pencatatan jurnal, 
buku besar, sampai terciptanya Laporan Keuangan (Putri & Nurlaila, 
2023). Adapun unsur-unsur dalam Laporan Keuangan yang 
mencakup aspek Lingkungan memiliki unsur yang serupa dengan 
Laporan Keuangan bertujuan umum. Unsur tersebut sebagai berikut: 
1. Aset Lingkungan: Sumber daya yang dimiliki perusahaan dan 

berdampak ekonomi di masa depan dan terkait dengan 
lingkungan (misalnya, peralatan pengendalian polusi, tanah 
terkontaminasi yang diakuisisi untuk remediasi, paten teknologi 
hijau). 

2. Liabilitas Lingkungan: Kewajiban masa kini milik perusahaan 
yang muncul dari peristiwa masa yang lalu, yang 
penyelesaiannya diharapkan menghasilkan arus keluar sumber 
daya, menghasilkan manfaat ekonomi dan terkait dengan 
lingkungan (misalnya, kewajiban remediasi situs, denda 
lingkungan). 

3. Pendapatan Lingkungan: Peningkatan manfaat ekonomi selama 
periode akuntansi, sebagai bentuk arus masuk atau peningkatan 
aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan 
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ekuitas dan berasal dari kegiatan lingkungan (misalnya, 
pendapatan dari penjualan produk daur ulang, kredit karbon). 

4. Beban Lingkungan: Penurunan manfaat ekonomi pada periode 
akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau 
terjadinya liabilitas yang berdampak pada penurunan ekuitas 
dan terkait dengan kegiatan lingkungan (misalnya, biaya 
pengolahan limbah, biaya pencegahan polusi, denda 
lingkungan). 

 

3.9 Konsep Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan 
Pengungkapan 

3.9.1 Pengakuan dan Pengukuran 
Pengakuan merujuk pada proses pencatatan unsur-unsur 

akuntansi lingkungan dalam sistem akuntansi. Tantangan utamanya 
adalah yaitu pengakuannya mulai dilakukan di waktu tertentu.. 
Sebagai contoh, kapan kewajiban remediasi diakui jika tingkat 
kontaminasi belum sepenuhnya diketahui? Pengukuran merupakan 
proses penentuan jumlah moneter yang meliputi unsur-unsur 
akuntansi lingkungan akan diakui. Secara konsep, area ini yang paling 
berisiko  dalam akuntansi lingkungan, disebabkan oleh: 
1. Sifat Non-Moneter: Banyak dampak lingkungan tidak dapat 

diukur secara langsung dalam satuan moneter (misalnya, 
keanekaragaman hayati yang hilang). 

2. Ketidakpastian: Banyak biaya dan liabilitas lingkungan 
melibatkan ketidakpastian tinggi (misalnya, perkiraan biaya 
remediasi jangka panjang). 

3. Eksternalitas: Dampak lingkungan seringkali merupakan 
eksternalitas, di mana biaya atau manfaat ditanggung oleh pihak 
ketiga dan tidak tercermin dalam harga pasar. 

4. Estimasi: Seringkali diperlukan estimasi yang signifikan dan 
pertimbangan profesional untuk mengakui dan mengukur item-
item lingkungan. 

 
3.9.2 Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Lingkungan 

Penyajian mengacu pada bagaimana informasi lingkungan 
dikelompokkan dan disajikan dalam laporan.  Pada aspek ini bisa 
berupa laporan terpisah, bagian dari laporan tahunan, atau laporan 
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terintegrasi. Pengungkapan adalah penyediaan informasi tambahan 
dalam catatan atas laporan keuangan atau laporan terpisah. Tingkat 
detail pengungkapan sangat bervariasi tergantung pada tingkat 
materialitas, sifat industri, regulasi, dan tekanan dari para 
stakeholders. Pengungkapan yang memadai harus mencakup 
kebijakan lingkungan, target, kinerja aktual, risiko dan peluang 
lingkungan, serta metodologi pengukuran yang dipergunakan. 
Adapun tahapan dalam penyajian dan pengungkapan akuntansi 
lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 3.1. Tahapan Penyajian dan Pengungkapan 

 
Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat terdapat tiga 

tahapan dalam proses penyajian dan pengungkapan akuntansi 
lingkungan. Proses awal yaitu identifikasi semua komponen biaya 
yang diestimasikan memiliki dampak pada aspek lingkungan 
disekitar perusahaan. Pada tahap berikutnya, perusahaan 
melakukan pengukuran terkait biaya yang telah diidentifikasi 
sebelumnya. Pengukuran ini biasanya dinyatakan dalam satuan 
moneter.  Aspek yang terakhir yaitu proses penyajian informasi 
tersebut. Proses ini mencakup visualisasi informasi dalam bentuk 
gambar, tabel, atau sejenisnya. Proses penyajian ini sangat penting, 
karena akan sangat mempengaruhi pemangku kepentingan dalam 
proses pengambilan keputusan yang efektif. Penyajian ini juga akan 
berdampak pada tingkat pemahaman stakeholders pada kondisi 
lingkungan serta upaya strategis yang akan dilakukan untuk 
menangani kondisi tersebut. 

Identifikasi 

•Biaya yang 
akan 
berdampak 
pada aspek 
lingkungan

Pengukuran

• Biaya yang 
akan 
memiliki 
dampak 
pada aspek 
lingkungan

Penyajian

•Biaya yang 
memiliki 
efek pada 
aspek 
lingkungan
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Penyajian Akuntansi Lingkungan tidak memiliki standar yang 
sangat khusus seperti pada akuntansi keuangan. Hal ini 
mencerminkan kompleksitas dan fleksibilitas pada aspek akuntansi 
lingkungan. Global Reporting Initiative (GRI) adalah salah satu 
kerangka pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan di 
dunia. GRI menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk 
melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk aspek 
lingkungan, GRI mencakup topik seperti emisi, energi, air, limbah, 
keanekaragaman hayati, dan kepatuhan lingkungan. GRI bersifat 
modular dan dapat diadaptasi oleh berbagai jenis organisasi. 
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BAB 4 
AUDIT LINGKUNGAN 
 

Oleh Stefani Lily Indarto 
 

4.1 Pendahuluan 
Berbagai krisis lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, 

deforestasi, dan krisis air bersih telah menyebabkan penurunan 
kualitas lingkungan serta menimbulkan kerugian ekonomi yang 
signifikan. Dampak ini mendorong sektor bisnis dan pemerintah 
untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap konsekuensi 
lingkungan dari aktivitas mereka. Dalam hal ini, audit lingkungan 
menjadi alat strategis untuk menilai kesesuaian operasional 
organisasi dengan regulasi dan prinsip keberlanjutan. 

Lebih dari sekadar alat verifikasi, audit lingkungan berperan 
dalam mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, sehingga mencegah 
kerusakan lingkungan yang lebih luas. Audit ini juga mendorong 
refleksi internal dan peningkatan berkelanjutan atas praktik-praktik 
organisasi. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan diarahkan 
untuk tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga menjaga 
keseimbangan sosial dan ekologis.  

Kepatuhan terhadap audit lingkungan bukan sekadar bentuk 
pemenuhan administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab 
sosial dan lingkungan (TJSL). Apabila diabaikan, pelanggaran 
terhadap aspek lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, 
penolakan publik, hingga kerusakan reputasi. Oleh karena itu, audit 
lingkungan menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang 
semakin tinggi dari masyarakat dan pemangku kepentingan 
terhadap kinerja lingkungan sektor publik maupun swasta 
(Darmayanti & Arigawati, 2023).  

Audit lingkungan yang dilakukan secara rutin akan membantu 
organisasi dalam mencegah pelanggaran hukum sekaligus 
meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungannya.  Melalui audit ini, 
tingkat kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan internal, dan standar 
lingkungan dievaluasi secara menyeluruh, sambil mengidentifikasi 
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potensi risiko maupun peluang untuk perbaikan. Proses ini juga 
mendukung efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan polusi, 
penghematan biaya operasional, serta memperkuat citra positif 
perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. 

Lebih dari sekadar alat evaluasi teknis, audit lingkungan 
memiliki hubungan yang erat dengan prinsip keberlanjutan 
(Abdullah & Anwar, 2022). Dalam konteks ini, audit berfungsi 
sebagai sarana untuk memastikan bahwa kegiatan operasional 
perusahaan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga 
bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Audit ini 
memungkinkan organisasi untuk mengukur dampaknya terhadap 
lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah perbaikan 
yang sejalan dengan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah 
lingkungan. 

Selain itu, audit lingkungan juga memainkan peran penting 
dalam mendukung penyusunan laporan keberlanjutan yang kredibel. 
Laporan ini menjadi cerminan komitmen organisasi terhadap 
tanggung jawab lingkungan yang dapat dinilai secara objektif oleh 
investor, regulator, dan masyarakat luas. Dengan cara ini, perusahaan 
terdorong untuk menerapkan prinsip keberlanjutan secara 
menyeluruh mulai dari pengelolaan limbah, konservasi sumber daya, 
efisiensi energi, hingga pengurangan emisi karbon sebagai bagian tak 
terpisahkan dari strategi bisnisnya. 
 

4.2 Konsep Dasar Audit Lingkungan 
Perkembangan audit lingkungan dimulai pada akhir 1970-an di 

negara-negara maju, saat dampak negatif aktivitas industri mulai 
menimbulkan kekhawatiran serius terhadap lingkungan. 
Perusahaan-perusahaan besar, khususnya di Amerika Serikat dan 
Eropa Barat, mulai melaksanakan evaluasi internal sebagai upaya 
memenuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat. Seiring 
meningkatnya kesadaran global akan pentingnya perlindungan 
lingkungan, audit ini berkembang dari sekadar alat kepatuhan 
menjadi bagian dari strategi manajemen perusahaan. Pada awal 
1990-an, dikenalkanlah standar internasional ISO 14001 yang 
mendorong pengintegrasian audit lingkungan ke dalam sistem 
manajemen lingkungan perusahaan. Sejak itu, audit lingkungan 



 

      49 

dipandang sebagai elemen penting dalam mengelola risiko, 
meningkatkan kinerja lingkungan, serta mewujudkan keberlanjutan 
jangka panjang melalui pendekatan yang sistematis, terdokumentasi, 
dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.  

 Menurut Hermawan & Wibawa (2022), audit lingkungan 
menjadi suatu proses sistematis yang terdokumentasi dan obyektif 
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara menyeluruh guna 
menentukan apakah kegiatan, sistem manajemen, serta proses 
organisasi sesuai dengan kriteria lingkungan yang telah ditetapkan. 
Audit lingkungan, sebagaimana dijelaskan oleh International 
Organization for Standardization (ISO), merupakan komponen 
penting dalam evaluasi sistem manajemen lingkungan (SML). Audit 
ini tidak hanya menjadi alat verifikasi kepatuhan terhadap regulasi 
lingkungan, tetapi juga merupakan mekanisme sistematis untuk 
menilai sejauh mana suatu organisasi telah menerapkan prinsip-
prinsip pengelolaan lingkungan sesuai dengan standar internasional, 
khususnya ISO 14001. Dalam standar ini, audit internal diwajibkan 
untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur, 
dan pengendalian operasional yang bertujuan meminimalkan 
dampak lingkungan dari aktivitas organisasi. Lebih jauh, audit 
lingkungan berdasarkan ISO 14001 juga berkontribusi terhadap 
upaya organisasi dalam mencapai perbaikan berkelanjutan 
(continuous improvement). Melalui temuan audit, organisasi dapat 
mengenali kelemahan sistem, mengidentifikasi peluang perbaikan, 
dan merumuskan strategi pengelolaan lingkungan yang lebih efektif 
dan efisien di masa depan. 

Definisi audit lingkungan yang banyak dijadikan rujukan, 
berasal dari United Nations Environment Programme (UNEP) dan 
United States Environmental Protection Agency (EPA). Menurut UNEP, 
audit lingkungan dipandang sebagai instrumen manajemen yang 
melibatkan proses evaluasi sistematis, terdokumentasi, periodik, dan 
obyektif (Dianty & Nurrahim, 2022). Tujuan utama dari proses ini 
adalah untuk menilai sejauh mana suatu organisasi, fasilitas, atau 
aktivitas telah mematuhi persyaratan lingkungan yang relevan, baik 
yang bersifat hukum maupun yang ditetapkan secara internal oleh 
organisasi. Penekanan UNEP pada proses yang terdokumentasi dan 
terjadwal mencerminkan pentingnya akuntabilitas dan keterlacakan 
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dalam sistem manajemen lingkungan modern. Sementara itu, EPA 
memberikan definisi audit lingkungan sebagai tinjauan internal yang 
sistematis terhadap dua aspek utama: kepatuhan terhadap peraturan 
lingkungan dan praktik manajemen risiko. Definisi ini menekankan 
bahwa audit lingkungan bukan hanya sekadar alat kepatuhan 
administratif, tetapi juga bagian dari strategi mitigasi risiko 
lingkungan, terutama terhadap potensi pencemaran dan bahaya bagi 
masyarakat maupun lingkungan alam. Penekanan pada "tinjauan 
internal" juga menyoroti bahwa audit dapat menjadi proses proaktif 
dari dalam organisasi itu sendiri, bukan hanya berasal dari 
pengawasan eksternal. Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa 
audit lingkungan merupakan alat penting dalam mewujudkan tata 
kelola lingkungan yang baik (environmental governance). Baik UNEP 
maupun EPA sepakat bahwa audit lingkungan harus dilakukan 
secara sistematis dan obyektif, dan tidak sekadar dilakukan untuk 
memenuhi tuntutan hukum, melainkan juga untuk memperkuat 
integritas, transparansi, dan keberlanjutan operasi organisasi. 

Audit lingkungan didasarkan pada prinsip-prinsip inti seperti 
integritas, independensi, penggunaan bukti objektif, dan pendekatan 
sistematis yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan 
(Zhumabekova, et al., 2023). Prinsip ini menjamin keandalan hasil 
audit sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, sambil 
menjaga kerahasiaan dan transparansi. Ruang lingkup audit 
dirancang fleksibel sesuai kebutuhan organisasi, mencakup aspek 
seperti kepatuhan lingkungan, pengelolaan limbah dan emisi, 
efisiensi sumber daya, hingga dampak ekologis kegiatan operasional. 
Dengan demikian, audit lingkungan menjadi alat penting untuk 
menilai dan meningkatkan kinerja lingkungan organisasi. 

Untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan lingkungan 
yang semakin kompleks, audit lingkungan berkembang dalam 
berbagai bentuk, seperti audit kepatuhan, audit sistem manajemen, 
dan audit kinerja lingkungan. Audit ini dapat dilakukan secara 
internal oleh perusahaan atau secara eksternal oleh auditor 
independen. Saat ini, banyak organisasi mulai menerapkan 
pendekatan audit yang lebih proaktif untuk mencegah risiko dan 
mengantisipasi potensi masalah sebelum menimbulkan dampak 
lingkungan yang serius. 
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Pelaksanaan audit lingkungan tidak bisa dipisahkan dari 
kerangka regulasi nasional maupun standar internasional yang 
mengaturnya. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap 
menjadi landasan hukum utama yang menegaskan pentingnya 
pengawasan, evaluasi, dan penegakan kepatuhan lingkungan oleh 
pelaku usaha. Selanjutnya, ketentuan lebih rinci mengenai audit 
lingkungan diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. 3 Tahun 2013, yang menetapkan prosedur audit 
sesuai amanat Pasal 52 UU 32/2009. 

Lebih jauh, di era reformasi perizinan berbasis risiko, 
pemerintah menegaskan kembali kewajiban audit lingkungan 
melalui regulasi terbaru. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 
mewajibkan pemenuhan izin lingkungan secara daring melalui 
Online Single Submission (OSS), disertai ketentuan audit dan 
pelaporan yang lebih ketat bagi usaha berdampak besar. Di sisi lain, 
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2025 menekankan perencanaan 
dan pengelolaan lingkungan yang lebih terstruktur, sehingga turut 
memengaruhi pelaksanaan audit dan analisis risiko lingkungan 
secara menyeluruh. 

Di level internasional, standar seperti ISO 14001 untuk sistem 
manajemen lingkungan memberikan kerangka kerja bagi organisasi 
untuk menerapkan audit lingkungan secara sistematis dan 
berkelanjutan. Audit yang merujuk pada ISO 14001 harus 
memastikan bahwa kebijakan, prosedur, serta proses operasional 
selaras dengan praktik terbaik global. Selain itu, ISO 19011 
menawarkan panduan pelaksanaan audit sistem manajemen, 
termasuk audit lingkungan, dengan pendekatan yang terstruktur dan 
konsisten (Pandiangan, dkk, 2023).  

Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, Indonesia kini 
menekankan pentingnya pelaporan dan pengungkapan kinerja 
lingkungan perusahaan, seperti melalui program PROPER dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perusahaan 
diwajibkan menyusun dokumen lingkungan seperti AMDAL, 
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan 
Lingkungan Hidup (RKL-RPL) serta melaporkannya secara rutin 
(Nianty, dkk, 2023). Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat 
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menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk sanksi administratif 
hingga pidana. Oleh karena itu, audit lingkungan berfungsi tidak 
hanya sebagai alat evaluasi internal, tetapi juga sebagai bentuk 
kepatuhan hukum dan perlindungan terhadap risiko reputasi.  

 

4.3 Tahapan dan Metodologi Audit Lingkungan 
Proses audit lingkungan dilakukan melalui tahapan yang 

sistematis dan terstruktur, dimulai dari tahap perencanaan audit 
(Rohmah, 2022). Pada tahap ini, organisasi atau auditor menetapkan 
tim audit yang kompeten dan independen, menentukan tujuan audit, 
serta menyusun ruang lingkup kegiatan yang mencakup lokasi, 
proses, serta isu-isu lingkungan yang akan diaudit. Perencanaan ini 
juga mencakup penyusunan jadwal kerja, metode audit yang akan 
digunakan, serta kriteria audit yang dapat berupa peraturan 
perundang-undangan, kebijakan internal, atau standar internasional 
seperti ISO 14001. 

Setelah perencanaan matang, langkah selanjutnya adalah 
identifikasi aspek dan dampak lingkungan dari aktivitas organisasi. 
Aspek lingkungan mencakup elemen dari kegiatan, produk, atau jasa 
yang dapat berinteraksi dengan lingkungan (misalnya penggunaan 
air, emisi udara, atau limbah padat), sementara dampak lingkungan 
mencerminkan konsekuensi nyata dari interaksi tersebut. 
Identifikasi ini sangat penting sebagai dasar dalam menentukan area 
fokus audit dan menilai risiko lingkungan yang potensial. 

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data dan bukti audit, 
yang dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti observasi 
langsung, wawancara dengan personel kunci, studi dokumen, serta 
pengukuran teknis di lapangan. Data yang dikumpulkan harus 
obyektif, dapat diverifikasi, dan relevan dengan ruang lingkup audit. 
Bukti audit ini menjadi landasan untuk melakukan penilaian yang 
valid terhadap kepatuhan dan efektivitas pengelolaan lingkungan 
organisasi. 

Selanjutnya, dilakukan evaluasi kepatuhan dan kinerja 
lingkungan. Dalam tahap ini, auditor membandingkan data yang 
telah dikumpulkan dengan persyaratan yang berlaku baik dari sisi 
hukum, standar, maupun kebijakan internal. Evaluasi ini akan 
menunjukkan sejauh mana organisasi mematuhi regulasi lingkungan 
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dan mengelola dampaknya secara efektif. Hasil evaluasi juga 
mencakup identifikasi ketidaksesuaian, kelemahan sistem, serta 
potensi perbaikan yang dapat dilakukan. 

Hasil dari audit lingkungan kemudian dirangkum secara 
sistematis dalam laporan hasil audit. Laporan ini memuat temuan-
temuan audit, analisis terhadap penyebab ketidaksesuaian, serta 
rekomendasi untuk perbaikan. Laporan harus disusun secara jelas, 
obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan 
kepada manajemen dan pihak-pihak terkait untuk memastikan 
tindak lanjut yang memadai. 

Tahap akhir namun sangat penting adalah tindak lanjut dan 
perbaikan berkelanjutan. Temuan audit bukanlah akhir dari proses, 
melainkan menjadi pemicu untuk melakukan tindakan korektif dan 
pencegahan terhadap masalah yang diidentifikasi. Organisasi perlu 
menyusun rencana aksi, menetapkan tanggung jawab, serta 
melakukan pemantauan berkala untuk memastikan bahwa 
perbaikan benar-benar terlaksana. Dengan demikian, audit 
lingkungan tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga bagian 
integral dari siklus peningkatan berkelanjutan (continuous 
improvement) dalam sistem manajemen lingkungan. 

 

4.4 Instrumen dan Teknik Audit Lingkungan 
Keberhasilan audit lingkungan sangat bergantung pada kualitas 

instrumen dan teknik yang digunakan selama proses audit. Dalam 
praktiknya, auditor memanfaatkan berbagai alat ukur, formulir, dan 
checklist audit yang telah disesuaikan dengan ruang lingkup dan 
standar yang berlaku. Checklist audit dirancang untuk membantu 
auditor menelusuri setiap aspek yang relevan, seperti pengelolaan 
limbah, penggunaan energi, emisi ke udara, serta kepatuhan 
terhadap regulasi lingkungan (Habibullah, et al, 2023). Pa. Selain itu, 
formulir standar digunakan untuk mendokumentasikan temuan 
secara konsisten, memudahkan analisis dan pelaporan hasil audit. 

Sebagai bagian dari alat bantu evaluasi, auditor juga mengacu 
pada Key Performance Indicators (KPI). KPI ini mencerminkan 
ukuran kuantitatif dan kualitatif atas efektivitas pengelolaan 
lingkungan organisasi. Beberapa contoh KPI meliputi konsumsi 
energi per unit produksi, volume limbah yang berhasil didaur ulang, 
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tingkat emisi gas rumah kaca, serta kepatuhan terhadap batas baku 
mutu lingkungan. Penggunaan KPI memungkinkan auditor untuk 
membandingkan kinerja aktual dengan target yang ditetapkan, 
sekaligus memantau tren perbaikan dari waktu ke waktu. 

Dalam pengumpulan data lapangan, digunakan berbagai teknik 
audit seperti wawancara, observasi langsung, dan pengambilan 
sampel. Wawancara dilakukan dengan personel yang memiliki 
tanggung jawab atas pengelolaan lingkungan untuk menggali 
informasi tentang prosedur, kendala, dan implementasi kebijakan 
(Todaro, et al, 2020). Sementara itu, observasi lapangan berguna 
untuk memverifikasi data dokumenter dengan kondisi nyata, seperti 
sistem pembuangan limbah atau kondisi penyimpanan bahan 
berbahaya. Teknik pengambilan sampel seperti sampel air limbah 
atau kualitas udara juga penting untuk memperoleh data ilmiah yang 
dapat diuji dan dibuktikan secara laboratoris. 

Dalam era digital saat ini, audit lingkungan semakin diperkuat 
dengan pemanfaatan teknologi canggih yang bisa digunakan untuk 
memantau secara real-time parameter lingkungan seperti suhu, 
kelembaban, emisi, atau kebocoran bahan kimia (Dwicahyani & 
Nugroho, 2024). Selain itu, big data dan analitik lingkungan 
memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar untuk 
mengidentifikasi pola, prediksi risiko, dan optimalisasi strategi 
pengelolaan lingkungan. Integrasi teknologi ini menjadikan audit 
lingkungan lebih akurat, efisien, dan responsif terhadap dinamika 
lingkungan yang kompleks. 
 

4.5 Audit Lingkungan dan Manajemen Risiko 
Audit lingkungan memiliki peran yang sangat strategis dalam 

manajemen risiko perusahaan karena kemampuannya dalam 
mendeteksi potensi ancaman terhadap kelangsungan bisnis yang 
berasal dari dampak lingkungan. Risiko-risiko seperti pencemaran, 
pelanggaran hukum, hingga konflik sosial dapat berdampak serius 
terhadap operasi perusahaan, reputasi, dan stabilitas keuangan 
(Saputra, et al, 2022). Oleh karena itu, audit lingkungan tidak hanya 
sekadar instrumen untuk memenuhi kewajiban regulasi, melainkan 
juga berfungsi sebagai sistem deteksi dini yang membantu 
perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko 
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lingkungan secara proaktif. Melalui proses audit, organisasi dapat 
menilai tingkat risiko dari berbagai aspek fisik, hukum, maupun 
reputasional dan menyusun prioritas tindakan untuk mengelola 
area-area kritis secara lebih efektif. 

Dalam praktiknya, keberhasilan audit lingkungan sangat 
ditentukan oleh sinergi antara auditor internal, auditor eksternal, 
manajemen puncak, dan karyawan. Auditor internal yang memahami 
dinamika organisasi berperan dalam memberikan masukan 
berkelanjutan, sementara auditor eksternal memperkuat kredibilitas 
audit melalui perspektif independen. Keduanya perlu bekerja sama 
dengan manajemen puncak untuk memastikan bahwa temuan audit 
ditindaklanjuti secara strategis. Di sisi lain, keterlibatan aktif 
karyawan melalui edukasi dan pelatihan menciptakan budaya 
organisasi yang peduli lingkungan. Audit lingkungan juga 
memperkuat dialog dengan pemangku kepentingan eksternal, 
membangun kepercayaan terhadap komitmen keberlanjutan 
perusahaan.  

Beberapa perusahaan telah membuktikan bahwa kepatuhan 
dan inisiatif lingkungan yang progresif dapat sejalan dengan 
keunggulan bisnis, khususnya melalui penerapan sistem manajemen 
lingkungan yang standar, efisiensi sumber daya, inovasi hijau, serta 
pelaporan yang akuntabel (Ghaniima, et al, 2021). Salah satu contoh 
nyata adalah PT Unilever Indonesia, yang secara konsisten 
menerapkan prinsip green industry dalam operasionalnya. 
Perusahaan ini berhasil menurunkan intensitas penggunaan air dan 
energi dalam proses produksi, mengurangi emisi gas rumah kaca, 
serta mencapai target nol limbah ke TPA (Tempat Pembuangan 
Akhir) di sejumlah pabriknya. Pencapaian ini diraih melalui 
pendekatan sistematis berbasis ISO 14001, audit lingkungan berkala, 
dan investasi pada teknologi pengolahan limbah serta daur ulang 
kemasan. Unilever juga melibatkan karyawan dan mitra usaha dalam 
inisiatif lingkungan seperti program “Sustainable Living Plan”. 

Sementara itu Toyota Motor Corporation, yang dikenal luas 
karena penerapan Eco-Factory dan komitmennya terhadap 
pengembangan kendaraan ramah lingkungan, tidak hanya 
menerapkan teknologi hybrid dan hidrogen, tetapi juga memperbaiki 
efisiensi energi di seluruh rantai pasoknya. Salah satu inovasi yang 
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diaplikasikan adalah penggunaan sistem Closed Loop Water Recycling 
di fasilitas manufaktur, yang memungkinkan pemanfaatan air secara 
berulang dan mengurangi limbah cair. Toyota juga melibatkan 
masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui program reboisasi 
dan edukasi ekologi.  

Pertamina Geothermal Energy (PGE) menjadi contoh praktik 
unggul di sektor energi dalam mengelola dampak lingkungan 
eksplorasi panas bumi. PGE menerapkan prinsip Environmental and 
Social Impact Assessment (ESIA) secara ketat, memantau 
biodiversitas, melaksanakan audit lingkungan rutin, serta menjalin 
kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal. Keberhasilan ini 
mencerminkan komitmen manajemen, budaya organisasi yang 
mendukung, inovasi teknologi, dan sistem audit yang andal. 

Secara umum, praktik terbaik ini memperlihatkan bahwa 
keberhasilan dalam meningkatkan kinerja lingkungan bukanlah hasil 
kebetulan, melainkan hasil dari komitmen manajemen, dukungan 
budaya organisasi, inovasi teknologi, dan sistem audit lingkungan 
yang efektif. Perusahaan yang mampu menyelaraskan tujuan 
lingkungan dengan strategi bisnis akan memperoleh manfaat jangka 
panjang berupa efisiensi biaya, loyalitas pelanggan, daya saing merek, 
dan kepercayaan investor. 

 

4.6 Tantangan dan Masa Depan Audit Lingkungan 
Meskipun audit lingkungan semakin diakui sebagai instrumen 

penting dalam mendukung keberlanjutan organisasi, 
implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan nyata. 
Salah satu hambatan utama adalah biaya pelaksanaan yang tidak 
sedikit, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Audit yang 
komprehensif membutuhkan investasi pada tenaga ahli, peralatan 
pengukuran, pengujian laboratorium, dan teknologi pendukung 
(Rahmanita, 2020). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia 
(SDM) yang memiliki kompetensi teknis dalam audit lingkungan 
seringkali menjadi kendala dalam menjaga kualitas audit. Di sisi lain, 
manajemen atau karyawan yang belum memahami manfaat jangka 
panjang audit juga dapat menghambat proses pelaksanaan dan 
tindak lanjut dari temuan audit.  
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Seiring meningkatnya perhatian dunia terhadap isu 
keberlanjutan, audit lingkungan mulai menjadi bagian integral dari 
kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG). ESG 
mendorong organisasi untuk bertanggung jawab tidak hanya pada 
aspek keuangan, tetapi juga pada dampak lingkungan, sosial, serta 
praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, 
audit lingkungan berperan sebagai mekanisme verifikasi atas 
komitmen perusahaan terhadap lingkungan yang tercantum dalam 
laporan keberlanjutan dan strategi ESG. Penggabungan ini 
menjadikan audit lingkungan sebagai komponen penting dalam 
penilaian risiko non-keuangan dan indikator daya tarik bagi investor 
yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam pengambilan 
keputusan investasi.  

Ke depan, audit lingkungan diperkirakan akan mengalami 
transformasi melalui berbagai inovasi, salah satunya melalui 
digitalisasi. Teknologi seperti sensor berbasis Internet, hingga 
kecerdasan buatan (AI) memungkinkan proses pengumpulan data 
lingkungan dilakukan secara otomatis dan real-time, mempercepat 
identifikasi ketidaksesuaian dan mendukung pengambilan 
keputusan yang lebih responsif. Di sisi lain, berkembang pula konsep 
green assurance, yaitu bentuk jaminan independen terhadap 
keandalan data dan pernyataan lingkungan suatu organisasi. 
Perkembangan ini membuka peluang peran yang lebih strategis bagi 
auditor lingkungan sebagai penyedia kredibilitas dan kepercayaan 
atas keterbukaan informasi lingkungan perusahaan 

Dalam konteks global, audit lingkungan memainkan peran 
penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya 
pada tujuan terkait aksi terhadap perubahan iklim (SDG 13), 
konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (SDG 12), serta 
perlindungan ekosistem darat dan laut (SDG 14 dan 15). Dengan 
memastikan bahwa organisasi mematuhi standar lingkungan dan 
terus memperbaiki kinerjanya, audit lingkungan membantu 
menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan berorientasi pada 
keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, memperkuat 
kapasitas audit lingkungan di masa depan menjadi langkah strategis 
untuk mempercepat transformasi hijau secara global. 



 

58 

4.7 Penutup 
Audit lingkungan merupakan alat strategis yang tidak hanya 

digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan, 
tetapi juga menjadi pendorong utama bagi perbaikan berkelanjutan 
dalam pengelolaan lingkungan. Dengan pendekatan yang terstruktur, 
penggunaan alat yang sesuai, dan keterlibatan para pemangku 
kepentingan, audit ini berperan dalam mendeteksi potensi risiko, 
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat 
transparansi dan akuntabilitas lembaga atau perusahaan. Meski 
masih dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan anggaran dan 
tenaga ahli, organisasi perlu menunjukkan komitmen yang kuat, 
meningkatkan kapasitas internal, serta mengadopsi teknologi digital 
sebagai bagian dari inovasi audit di masa depan. Seiring 
meningkatnya perhatian global terhadap prinsip ESG dan 
pencapaian SDGs, peran audit lingkungan menjadi semakin penting 
dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, 
tangguh, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, memperkuat 
pelaksanaan audit lingkungan bukan sekadar opsi, melainkan 
langkah strategis yang wajib diambil oleh setiap entitas yang ingin 
beradaptasi dan maju dalam era transisi menuju ekonomi hijau. 
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BAB 5 
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN 
DAN ISO 14001 
 

Oleh Rida Ristiyana 
 

5.1 Pendahuluan 
 

 
Gambar 5.1. Sistem Manajemen Lingkungan & ISO 14001 

Sumber : (PT.Chandra Asri Pacific Tbk, 2025) 
 
Saat perusahaan/organisasi tengah beroperasi, proses bisnis 

yang dijalankan berpotensi akan menimbulkan dampak 
positif/negatif bagi lingkungan (Bilafiqri & Mulyanti, 2023). Dampak 
negatif diantaranya : pencemaran udara, rusaknya anekaragam 
hayati, berkurangnya cadangan udara tanah dsb yang menimbulkan 
risiko yang nantinya dapat mempengaruhi bisnis (IEC, 2025). 
Organisasi perlu menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) 
yang berbasis ISO 14001, karena manfaatnya sangat signifikan yaitu 
: menurunkan dampak negatif pada lingkungan, efisiensi meningkat 
dan citra organisasi menjadi bagus, menaati peraturan yang 
ditentukan dan memberikan kontribusi dan sinergi secara 
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berkelanjutan untuk membantu program pemerintah. ISO 14001 
lebih fokus pada tata kelola lingkungan, berbeda dengan jenis ISO 
9001 (kualitas jasa/produk) atau ISO 45001 (kesehatan dan 
keselamatan kerja). ISO 14001 berperan penting dan merupakan 
bagian dari prinsip keberlanjutan (sustainability) dan Environmental, 
Social & Governance (ESG), terutama pada aspek lingkungan seperti : 
emisi karbon yang berkurang, energi dan air lebih efisien, limbah 
dikelola dengan baik dan polusi dapat dikendalikan (Septanti et al., 
2024). Yang pada akhirnya ISO 14001 ini mampu memberikan 
dampak positif yang signifikan serta meningkatkan nilai suatu 
organisasi secara terstruktur dan berkesinambungan. Ketika 
organisasi menerapkan ISO 14001, maka organisasi tersebut telah 
berkomitmen pada bisnis dan lingkungannya (IEC, 2025; Seto et al., 
2023). ISO 14001 ini merupakan standar yang menyeimbangkan 
pada kepentingan bisnis dan lingkungan hidup, sehingga Upaya 
perbaikan kinerja oleh organisasi/perusahaan akan disesuaikan 
dengan sumber daya manusia, finansial dan teknis. 

 

5.2 Pengertian dan Tujuan Sistem Manajemen 
Lingkungan 

5.2.1 Pengertian Sistem Manajeman Lingkungan 
 Sistem Manajemen Lapangan (SML) merupakan  sistem 
manajemen yang mengelola organisasi dari aspek lingkungan, risiko 
termasuk peluang dan memenuhi kewajiban atas kepatuhan 
organisasi terhadap lingkungan. Regulasi yang mengatur terkait 
lingkungan diantaranya : a). UU No.32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b). UU No. 18 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; c). PP No. 22 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan 
Hidup; d). Peraturan tentang Baku Mutu Air, Udara, Emisi, Limbah 
B3, dll (Bilafiqri & Mulyanti, 2023; BPK RI, 2021; Kementerian ESDM, 
2009).  
 
5.2.2 Tujuan Sistem Manajeman Lingkungan 
SML mempunyai tujuan, yaitu  : 
1. Meminimalisir efek negatif atas kegiatan organisasi dari hal 

yang terkait dengan lingkungan. 
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2. Efisiensi terhadap penggunan sumber daya meningkat 
(Septanti et al., 2024). 

3. Menjamin kepatuhan organisasi dari aturan lingkungan. 
4. Citra serta reputasi organisasi meningkat (Agustiana & 

Elvania, 2024). 
5. Adanya dorongan untuk peduli terhadap lingkungan dan 

menjadi budaya tersendiri. 
 

5.3 Manfaat Penerapan Sitem Manajemen 
Lingkungan 

Organisasi yang mengimplementasikan SML dapat 
merasakan manfaatnya (IEC, 2025) yaitu : 
1. Potensi dampak negatif pada lingkungan menurun seperti : 

limbah serta pencemaran menjadi berkurang. 
2. Kinerja lingkungan meningkat dan tingkat kepatuhan pada 

peraturan dan hukum semakin meningkat (Supangkat, 
2023). 

3. Risko tanggungjawab pada lingkungan menurun. 
4. Energi dan sumber daya menjadi lebih hemat. 
5. Daya saing organisasi meningkat. 
6. Kepercayaan terhadap stakeholder meningkat . 
7. Terhindar dari sanksi dan denda atas pelanggaran terhadap 

lingkungan. 
8. Ajang promosi guna menaikkan citra organisasi/perusahaan. 
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5.4 Implementasi Manajemen Lingkungan Chandra 
Asri Group 

 
Gambar 5.2. Implentasi Manajemen Lingkungan Chandra Asri 

Group 
Sumber : (PT.Chandra Asri Pacific Tbk, 2025) 

 
 Sebagai contoh nyata penulis memberikan gambaran 
Implementasi Manajemen Lingkungan yang dilakukan oleh PT. 
Chandra Asri Pacific, Tbk. Perusahaan ini bergerak dibidang 
pengelolaan dan operasi kilang yang didalamnya mengolah minyak, 
ethylene, maupun turunan dari aset-aset kimia lainnya (PT.Chandra 
Asri Pacific Tbk, 2025). Bagi Perusahaan ini kemajuan dan 
keberhasilan Perusahaan tidak lepas dari kepeduliaan pada 
lingkungan. Proses bisnis dan kinerja lingkungan adalah bagian yang 
tidak terpisahkan (Soepriyadi et al., 2023).  Perusahaan ini juga 
memperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan pada saat menjalankan 
manajemen lingkungan yaitu: 
1. Mutu Lingkungan 
2. Ekosistem 
3. Baku Mutu Lingkungan 
4. Limbah 
5. Daya Dukung Lingkungan 
6. Citra Lingkungan 
7. Daya Lenting Lingkungan 
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8. Pengelolaan Lingkungan 
 
Upaya pelestarian lingkungan oleh PT. Chandra Asri Pacific, 

Tbk. adalah dengan melakukan sbb : 
1. Ekosistem laut dilindungi. 
2. Mengelola limbah dengan optimal. 
3. Menekan emisi dengan baik. 
4. Mengelola sumber daya air secara efisien dan efektif. 

 

5.5 Definisi Standar dan Prinsip Utama ISO 14001 
5.5.1 Definisi ISO 14001 
 ISO (International Organization for Standarization) 14001 
merupakan standar berbasis internasional digunakan oleh suatu 
organisasi untuk menjalankan sistem manajemen lingkungan 
melalui pengelolaan sumber daya yang efisien (Supriyati et al., 2022), 
minimalisasi efek negatif pada lingkungan guna meningkatkan 
kinerja lingkungan (Supangkat, 2023). Standar ini diterbitkan pada 
September 1996 dan diadopsi oleh Pemerintah RI menjadi Standar 
Nasional Indonesia (SNI) yaitu : SNI-19-14001-1997. ISO 14001 
menggunakan pendekatan secara terstruktur untuk perlindungan 
lingkungan, standar ini relevan untuk semua ukuran organisasi 
untuk mengembangkan kebijakan praktis bisnis agar 
bertanggungjawab pada lingkungan secara berkelanjutan. Saat ini 
ISO yang dipakai adalah ISO 14001:2015 (KLHK, 2017) yang 
merupakan standar  yang mengintegrasikan proses bisnis dan 
lingkungan dengan pertimbangan risk dan opportunities dari 
jasa/produk (Agustiana & Elvania, 2024; SAI Global, 2025). 
 
5.5.2 Prinsip Utama 14001 

Prinsip utama dari ISO 14001:2015 sering disebut dengan 
PDCA yang terdiri dari :  
1. Plan : Tujuan perlu direncanakan dan melakukan proses 

untuk mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan pada 
kebijakan terhadap lingkungan. 

2. Do : Melakukan proses sesuai dengan rencana yang sudah 
ditetapkan. 
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3. Check : Melakukan pantauan dan ukur dari proses yanh 
sudah dilakukan apakah selaras dengan kebijakan, syarat 
dan tujuan. 

4. Act : Tindakan yang sudah diimplementasikan perlu adanya 
evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. 
5.6 Struktur dan Elemen ISO 14001 
5.6.1 Struktur ISO 14001 
ISO 14001 memiliki Structure High Level (HLS), terdiri dari :  

a. Konteks Organisasi : faktor internal dan eksternal perlu 
dipahami termasuk kebutuhan stakeholder. 

b. Kepemimpinan : perlu adanya komitmen dari seorang leader, 
ada peran dan tanggungjawab serta kebijakan untuk 
lingkungan. 

c. Perencanaan : mengidentifikasi aspek dan dampaknya pada 
lingkungan, ada peluang serta risiko, ketaatan pada hukum 
dan tujuan daripada lingkungan itu sendiri (Fauzan et al., 
2023). 

d. Dukungan : faktor pendukung seperti : komunikasi, sumber 
daya, dokumentasi dan kompetensi. 

e. Operasi : siap siaga dalam kondisi darurat dan adanya 
pengendalian operasional (Dewi et al., 2022). 

f. Evaluasi Kinerja : adanya pengukuran, monitoring, evaluasi 
dan audit internal serta tinjauan manajemen. 

g. Perbaikan  : adanya perbaikan demi peningkatan kualitas 
secara berkesinambungan. 
 

5.6.2 Elemen ISO 14001 
ISO 14001 merupakan turunan dari Total Quality 

Management (TQM) yang memegang prinsip PDCA dan 
dikelompokkan menjadi enam prinsip dasar (Kamalia et al., 2020) 
yaitu :  
1. Kebijakan lingkungan 

Kebijakan ini perlu disosialisasikan dan dikomunikasikan 
kepada semua karyawan termasuk komitmen pada kondisi 
iklim, pencegahan kontaminasi  serta kepatuhan pada 
peraturan yang nantinya menjadi kerangka kerja dalam 
menetapkan sasaran dan tujuan organisasi.  
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2. Perencanaan 
Ini meliputi identifikasi aspek pada lingkunagn, akses dari 
persyaratan peraturan, target serta tujuan terdokumentasi 
dengan baik, kebijakan yang konsisten, terdapat program 
guna mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan rencana 
(termasuk kerangka waktu dan siapa yang 
bertanggungjawab). 

3. Implementasi dan operasi 
Ini meliputi : pengertian, dokumentasi, peran dan 
tanggungjawab, komunikasi eksternal dan internal, 
pelatihan, SML, dokumentasi tertulis, pengendalian 
dokumen yang terprosedur, prosedur untuk tindakan 
darurat (Dewi et al., 2022). 

4. Pemeriksaan dan tindakan perbaikan 
Mencakup penanganan atas ketidaksesuaian dalam kondisi, 
prosedur yang sistematis, pengukuran ciri kunci dari 
program dan operasi, pemeliharaan atas catatan secara 
spesifik serta audit kinerja SML. 

5. Tinjauan ulang manajemen 
Tindakan ini dilakukan untuk menjamin kecukupan, 
kesesuaian dan efektivitas SML atas kondisi yang berubah-
ubah. 

6. Penyempurnaan secara terus menerus 
Dilakukan monitoring dan evaluasi ditahun sebelumnya 
guna perbaikan secara berkelanjutan dan 
berkesinambungan untuk dimasa mendatang. 
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5.7 Ruang Lingkup ISO 14001  - Sistem Manajemen 
Lingkungan 

Tabel 5.1. Ruang Lingkup ISO 14001-SML 

 
Sumber : (PT Sucofindo, 2022) 
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5.8 Manfaat Sertifikasi ISO 14001:2015 Bagi 
Produsen, Organisasi dan Lingkungan 

 Sertifikasi SML terhadap standar ISO 14001 bermanfaat pada 
organisasi guna menunjukkan komitmen terhadap kinerja 
lingkungan (Agustiana & Elvania, 2024).  Standar ini sangat 
komprehensif dan mendukung semua perubahan terhadap 
kebutuhan dunia saat ini.  
 

 
Gambar 5.3. Sistem Sertifikasi ISO 4001 

Sumber : (PT.Austindo Nusantara Jaya, 2016) 
 

Adapun manfaat sertifikasi ISO 14001 bagi produsen (ISO 
Center Indonesia, 2025) diantaranya : 
1. Konflik pekerja dengan para pengusaha cenderung menurun 

sehingga produktivitas karyawan lebih efisien melalui 
pengelolaan biaya dan waktu. 

2. Pemenuhan atas peraturan lingkungan dapat diadopsi 
dengan baik secara tertruktur dan terencana. 

3. Bijak dalam menggunakan sumber daya sehingga tercipta 
eko-efisiensi. 

4. Mengatasi rumor negatif akibat pencemaran lingkungan dan 
menjaga citra bisnis industri. 

 
Manfaat sertifikasi ISO I4001 untuk organisasi (Aprilasani et 

al., 2017; IMS, 2021)  yaitu : 
1. Kebutuhan dan syarat bagi pelanggan terpenuhi. 
2. Hemat biaya dan efisiensi meningkat. 
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3. Limbah berkurang dan hindari polusi. 
4. Menaati aturan UU yang sudah ditetapkan. 
5. SML terpelihara secara berkesinambungan. 
6. Pangsa pasar dan kinerja organisasi meningkat. 
7. Karyawan aktif dan terjun langsung ke lapangan untuk 

lingkungan. 
8. Kapasitas organisasai dan reputasi merek meningkat. 
9. Kepuasan pelnggan dan kepercayaannya semakin 

meningkat. 
10. Pelanggan jadi yakin bahwa organisasi menjaga etika 

lingkungan dan mengembangkan bisnis yang sehat. 
 
Sedangkan manfaat sertifikasi ISO 14001 untuk lingkungan 

(ISO Center Indonesia, 2025) yaitu :  
1. Penggunaan bahan kimia berkurang akibatnya pencemaran 

lingkungan juga menurun. 
2. Limbah berbahaya juga menurun 
3. Gangguan sosial juga relatif berkurang, seperti : polusi udara, 

kemacetan, bising, social responsibility. 
 

5.9 Contoh Aspek, Dampak Lingkungan dan Studi 
Kasus 

Tabel 5.2 adalah contoh aspek lingkungan dan dampaknya 
yang nantinya disusul oleh studi kasus sederhana. 

 
Tabel 5.2. Aspek Lingkungan dan Dampaknya 

No. Aspek 
Lingkungan 

Dampak Lingkungan 

1. Air Sumber daya air semakin berkurang 
2. Listrik Pembangkit listrik ada emisi CO2. 
3. Limbah cair Terjadi pencemaran badan air 
4. Mesin yang 

bising 
Kesehatan dan lingkungan 
terganggu. 

5. Emisi dari 
buangan gas 

Pencemaran udara 

Sumber : Diolah penulis (2025) 
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Studi Kasus: 
Sebuah pabrik tekstil menghasilkan limbah cair berwarna 

yang dibuang ke sungai sekitar. Setelah menerapkan ISO 14001: 
1). Pabrik mengidentifikasi aspek dampak limbah cair; 2). Memasang 
instalasi pengolahan air limbah (IPAL); 3). Melakukan pengujian 
kualitas air secara berkala; 4). Melatih karyawan dalam prosedur 
pengendalian limbah; 5). Meningkatkan citra perusahaan & 
mencegah denda. 

 

5.10 Langkah, Tantangan Implementasi serta Faktor 
Penentu Keberhasilan ISO 14001 

5.10.1 Langkah Implementasi ISO 14001 
Berikut adalah langkah penerapan ISO 14001 : 
1. Kebijakan dan komitmen manajemen. 
2. Mengidentifikasi aspek serta dampak lingkungan. 
3. Asesmen kepatuhan hukum. 
4. Tujuan dan sasaran perlu ditetapkan. 
5. Ketersediaan sumber daya dan adanya pelatihan. 
6. Sistem pengendalian terhadap operasional. 
7. Memantau dan mengukur atas kinerja yang ada. 
8. Audit internal serta tinjauan manajemen. 
9. Melakukan perbaikan dan peningkatan. 

 
5.10.2 Tantangan Implentasi ISO 14001 
 Adapun tantangan dari implementasi ISO 14001 yaitu : 
1. Karyawan kurang memahami tentang ISO 14001. 
2. Investasi biaya pada saat awal relatif besar. 
3. Belum optimalnya komitmen oleh manajemen. 
4. Budaya organisasi sulit untuk dirubah. 
5. Ketidakkonsistenan dalam pengawasan serta evaluasi. 

 
5.10.3 Faktor Penentu Keberhasilan ISO 14001 
Faktor penunjang dalam menentukan keberhasilan ISO 4001 yaitu: 
1. Manajemen puncak berkomitmen kuat. 
2. Adanya peningkatan kualitas serta kompentensi SDM 

melalui pelatihan dll. 
3. Adanya sistem dokumentasi yang terstruktur. 
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4. Semua level memiliki komunikasi yang baik dan efektif. 
5. Pelaksanaan audit internal dan perbaikan secara sistematis. 
6. Adanya kolaborasi antara organisasi dengan pihak ekstenal 

(masyarakat, pemerintah dll). 
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BAB 6 
MATERIAL FLOW COST ACCOUNTING 
(MFCA) 
 
Oleh Mohamad Husni 
 
6.1 Pendahuluan 

Perkembangan ekonomi global dewasa ini tidak lagi hanya 
berfokus pada pertumbuhan finansial semata, melainkan telah 
mengarah pada keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, 
sosial, dan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan 
menjadi pusat perhatian seiring dengan meningkatnya 
kesadaran terhadap dampak negatif aktivitas industri terhadap 
lingkungan, seperti degradasi sumber daya alam, limbah 
berbahaya, dan perubahan iklim. Dalam konteks ini, diperlukan 
pendekatan akuntansi yang tidak hanya mencatat transaksi 
keuangan tetapi juga memperhitungkan dampak lingkungan dari 
proses produksi dan konsumsi. Salah satu pendekatan yang 
berkembang pesat adalah Material Flow Cost Accounting (MFCA), 
yang merupakan bagian dari Environmental Management 
Accounting (EMA) dan telah diadopsi sebagai standar 
internasional melalui (ISO 14051:2011(En), Environmental 
Management — Material Flow Cost Accounting — General 
Framework, n.d.) 

MFCA muncul sebagai jawaban atas keterbatasan sistem 
akuntansi tradisional yang hanya fokus pada aspek finansial dan 
sering kali mengabaikan biaya tersembunyi yang berasal dari 
pemborosan sumber daya dan dampak lingkungan. Sistem 
akuntansi konvensional umumnya tidak memisahkan biaya yang 
diakibatkan oleh limbah dan inefisiensi proses produksi, 
sehingga menyebabkan informasi manajerial menjadi kurang 
tepat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi 
keberlanjutan (Jasch, 2003), 2003). MFCA memungkinkan 
perusahaan untuk mengidentifikasi secara rinci aliran material 
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dan energi dalam proses produksi serta mengalokasikan biaya 
secara akurat pada produk yang dihasilkan maupun limbah yang 
dihasilkan. Dengan demikian, MFCA memberikan transparansi 
terhadap penggunaan sumber daya dan potensi efisiensi yang 
dapat dicapai. 

Secara global, penerapan MFCA telah terbukti memberikan 
manfaat signifikan bagi perusahaan dalam meningkatkan 
efisiensi sumber daya, mengurangi biaya produksi, serta 
menurunkan dampak negatif terhadap lingkungan. Di Jerman, 
misalnya, MFCA telah diintegrasikan dalam kebijakan industri 
nasional sebagai alat bantu bagi perusahaan dalam 
meningkatkan daya saing melalui efisiensi material dan energi 
(Geibler et al., 2011). Pengalaman serupa terjadi di Jepang, di 
mana Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) 
secara aktif mendorong penerapan MFCA sejak tahun 2000-an 
sebagai bagian dari strategi Cleaner Production dan efisiensi 
energi (METI, 2010). perusahaan-perusahaan di Jepang yang 
menerapkan MFCA berhasil mengurangi biaya lingkungan 
sekaligus meningkatkan profitabilitas(Kokubu & Nashioka, 
2008). 

Konteks nasional di Indonesia menunjukkan bahwa 
penerapan MFCA masih relatif terbatas, namun sangat relevan 
mengingat tingginya tingkat intensitas energi dan material dalam 
kegiatan industri domestik. Berdasarkan laporan Kementerian 
Perindustrian, sektor industri di Indonesia menyumbang lebih 
dari 30% terhadap konsumsi energi nasional, dan sebagian besar 
industri masih menggunakan teknologi produksi yang tidak 
efisien (Kemenperin, 2022). Hal ini menunjukkan adanya potensi 
besar untuk menghemat biaya dan mengurangi beban 
lingkungan melalui pengelolaan aliran material yang lebih baik. 
MFCA dapat menjadi alat strategis bagi pelaku usaha di Indonesia 
dalam menghadapi tantangan efisiensi, daya saing, dan 
kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat, 
seperti implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Urgensi pengelolaan biaya berbasis aliran material tidak 
dapat dipisahkan dari dinamika global yang menekankan prinsip 
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ekonomi sirkular (circular economy). MFCA sejalan dengan 
paradigma ini karena mendorong pemanfaatan sumber daya 
secara optimal dengan cara meminimalkan pemborosan dan 
meningkatkan penggunaan ulang bahan baku. Dalam pendekatan 
ekonomi sirkular, limbah bukan lagi dianggap sebagai beban 
tetapi sebagai sumber daya potensial yang dapat dikembalikan 
ke dalam siklus produksi (Towards-a-Circular-Economy-Business-
Rationale-for-an-Accelerated-Transition.Pdf, n.d.). MFCA 
memberikan informasi kuantitatif yang diperlukan untuk 
merealisasikan prinsip tersebut dalam praktik operasional 
perusahaan. Lebih lanjut, pengelolaan biaya berbasis aliran 
material juga membantu perusahaan dalam mengukur dan 
melaporkan environmental performance indicators yang 
dibutuhkan dalam pelaporan keberlanjutan atau sustainability 
reporting seperti yang diatur dalam standar GRI (Global 
Reporting Initiative, 2021). 

Relevansi MFCA terhadap praktik akuntansi lingkungan 
sangat signifikan. Akuntansi lingkungan merupakan 
pengembangan dari sistem akuntansi yang memperluas cakupan 
pengukuran dan pelaporan ke aspek-aspek ekologis yang 
berdampak terhadap keberlanjutan organisasi. Melalui 
pendekatan MFCA, akuntansi lingkungan menjadi lebih 
operasional karena menyediakan data rinci mengenai input-
output material serta biaya yang melekat pada masing-masing 
proses produksi. MFCA memungkinkan integrasi antara 
informasi keuangan dan informasi lingkungan yang pada 
akhirnya memperkuat fungsi akuntansi sebagai sistem informasi 
yang mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis 
nilai-nilai keberlanjutan(Burritt et al., 2002). 

Selain itu, dalam konteks keberlanjutan perusahaan, MFCA 
memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi potensi 
peningkatan efisiensi dan inovasi proses produksi. Ketika 
perusahaan menyadari bahwa sebagian besar biaya produksi 
tidak hanya berasal dari produk akhir, tetapi juga dari kehilangan 
material dan energi yang tidak terlihat dalam laporan keuangan 
konvensional, maka mereka terdorong untuk mengadopsi 
pendekatan yang lebih holistik dan berbasis data dalam 
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manajemen proses (Schaltegger & Zvezdov, 2015). MFCA 
menjadi dasar bagi perancangan strategi produksi bersih (clean 
production) dan efisiensi sumber daya (resource efficiency) yang 
dapat meningkatkan daya saing jangka panjang perusahaan. 
Tidak hanya itu, pendekatan ini juga memperkuat reputasi 
perusahaan di mata pemangku kepentingan yang semakin peduli 
terhadap aspek lingkungan dan tanggung jawab sosial 
perusahaan. 

Dari sisi akademik, penerapan MFCA juga telah menjadi 
topik penting dalam kajian akuntansi manajemen dan akuntansi 
lingkungan. Penelitian-penelitian kontemporer menunjukkan 
bahwa MFCA tidak hanya berperan sebagai alat akuntansi, tetapi 
juga sebagai mekanisme manajemen strategis yang membantu 
organisasi dalam melakukan eco-innovation dan perbaikan 
berkelanjutan (Christ & Burritt, 2015). Selain itu, keberadaan 
standar internasional ISO 14051 memperkuat posisi MFCA 
sebagai kerangka kerja yang dapat diadopsi lintas sektor dan 
lintas negara, sehingga membuka peluang harmonisasi sistem 
pelaporan lingkungan dalam konteks global. 

Meskipun demikian, tantangan penerapan MFCA tetap ada, 
khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa 
hambatan yang sering muncul antara lain adalah keterbatasan 
data produksi yang akurat, rendahnya kesadaran manajemen 
terhadap potensi efisiensi lingkungan, serta kurangnya kapasitas 
teknis dalam mengimplementasikan sistem pengukuran aliran 
material (Setiawan & Wicaksono, 2019). Oleh karena itu, 
diperlukan peran aktif dari pemerintah, akademisi, dan asosiasi 
profesi dalam memberikan pelatihan, panduan teknis, serta 
insentif bagi perusahaan yang ingin mengadopsi MFCA sebagai 
bagian dari sistem manajemen mereka. 

Dengan memperhatikan berbagai faktor di atas, jelas bahwa 
MFCA memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan 
lingkungan dan ekonomi yang dihadapi dunia industri saat ini. Di 
tengah tekanan global terhadap isu perubahan iklim dan 
kelangkaan sumber daya, pengelolaan biaya berbasis aliran 
material menjadi solusi konkret yang tidak hanya 
menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan 
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kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan dan 
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam 
kerangka ini, MFCA menjadi jembatan antara efisiensi 
operasional dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan 
lingkungan perusahaan. 

 

6.2 Konsep Dasar MCFA 
Material Flow Cost Accounting (MFCA) adalah pendekatan 

akuntansi lingkungan yang berfokus pada pencatatan dan analisis 
aliran material dalam proses produksi. Konsep dasar MFCA 
menekankan bahwa setiap input material yang masuk ke proses 
tidak seluruhnya menjadi produk akhir, melainkan sebagian menjadi 
limbah atau kehilangan. MFCA mengidentifikasi, mengukur, dan 
mengalokasikan biaya pada aliran material tersebut, baik yang 
menghasilkan output bernilai maupun yang terbuang, sehingga 
perusahaan dapat memahami sumber inefisiensi dan potensi 
penghematan. Dengan demikian, MFCA mendukung pengambilan 
keputusan manajerial yang lebih efisien dan ramah lingkungan. 

 

6.3 Definisi dan Prinsip Dasar MCFA 
Material Flow Cost Accounting (MFCA) merupakan salah satu 

metode dalam akuntansi lingkungan yang dikembangkan untuk 
membantu perusahaan mengidentifikasi efisiensi penggunaan 
sumber daya material dalam proses produksinya. Menurut ISO 
14051, MFCA adalah alat manajemen yang memungkinkan 
organisasi untuk meningkatkan efisiensi lingkungan dan ekonomi 
melalui analisis rinci atas aliran material dan energi serta biaya yang 
terkait dalam proses bisnis. MFCA bekerja dengan mencatat dan 
menghitung seluruh input material yang digunakan dalam proses 
produksi, termasuk yang berakhir sebagai produk jadi maupun 
sebagai limbah atau kehilangan. Tujuan utamanya adalah untuk 
memperjelas pemborosan yang tidak terlihat dalam sistem akuntansi 
tradisional, dengan mengungkap biaya tersembunyi dari inefisiensi 
produksi yang berdampak pada lingkungan dan kinerja keuangan. 

Prinsip dasar MFCA menekankan pada pemisahan antara 
output positif (produk yang dapat dijual) dan output negatif (limbah, 
emisi, dan kehilangan energi), serta pengalokasian biaya secara 
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proporsional berdasarkan kuantitas aliran material. Dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan berbasis proses, MFCA 
tidak hanya membantu organisasi mengidentifikasi titik-titik kritis 
pemborosan material, tetapi juga memfasilitasi pengambilan 
keputusan strategis untuk perbaikan berkelanjutan. MFCA telah 
terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi material dan 
mengurangi dampak lingkungan di berbagai sektor industri, serta 
menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan perusahaan. 
Referensi utama mengenai konsep dan prinsip MFCA dapat 
ditemukan dalam ISO 14051:2011 dan literatur akademik seperti 
Jasch (2003) serta Schaltegger dan Zvezdov (2015) yang mengkaji 
peran MFCA dalam sistem manajemen lingkungan. 

Dalam Material Flow Cost Accounting (MFCA), kategori aliran 
material dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu produk, 
kehilangan, dan limbah, yang masing-masing merepresentasikan 
hasil dari proses produksi dalam perspektif fisik dan ekonomi. 
Produk mengacu pada output yang dihasilkan dari proses produksi 
yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijual atau digunakan lebih 
lanjut dalam proses bisnis. Produk ini dianggap sebagai output positif 
karena memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan 
perusahaan. Sebaliknya, kehilangan merujuk pada material yang 
tidak berhasil dikonversi menjadi produk akhir karena 
ketidakefisienan proses, seperti material yang hilang dalam bentuk 
debu, sisa potongan, atau penguapan. Kehilangan ini biasanya tidak 
terlihat dalam sistem akuntansi konvensional, namun dalam MFCA 
dicatat sebagai output negatif karena tetap mengandung biaya 
pembelian, energi, dan tenaga kerja yang telah dikeluarkan. 

Sementara itu, limbah adalah material yang tidak dapat 
digunakan kembali atau didaur ulang dan harus dibuang dengan 
biaya tambahan, seperti biaya pengolahan limbah atau dampak 
lingkungan. Baik kehilangan maupun limbah memiliki dampak 
finansial yang signifikan karena mengindikasikan pemborosan 
sumber daya. MFCA memisahkan ketiga kategori ini untuk 
menunjukkan secara jelas sejauh mana perusahaan menggunakan 
sumber daya secara efisien, serta membantu manajemen dalam 
merancang langkah-langkah pengurangan pemborosan. 
Pemahaman yang jelas terhadap kategori aliran material ini penting 



 

      85 

untuk meningkatkan efisiensi proses dan mendukung pengambilan 
keputusan yang berorientasi keberlanjutan. Penjelasan ini merujuk 
pada ISO 14051:2011 serta studi dari Kokubu dan Kitada (2010) dan 
Jasch (2003) mengenai penerapan MFCA dalam praktik industri. 

 

6.4 Jenis Biaya dalam MCFA 
Dalam Material Flow Cost Accounting (MFCA), identifikasi dan 

pengalokasian biaya merupakan aspek penting yang memungkinkan 
perusahaan untuk memahami dampak finansial dari penggunaan 
sumber daya. Terdapat empat jenis biaya utama dalam MFCA, yaitu 
biaya material, energi, sistem, dan limbah. Biaya material mencakup 
seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan 
baku dan material penunjang yang digunakan dalam proses 
produksi. Biaya ini sering kali menjadi komponen terbesar dan 
mencerminkan nilai ekonomis dari input yang masuk ke sistem 
produksi, baik yang berhasil menjadi produk akhir maupun yang 
terbuang sebagai kehilangan atau limbah. Selanjutnya, biaya energi 
merujuk pada biaya yang terkait dengan penggunaan listrik, bahan 
bakar, atau sumber daya energi lain yang dibutuhkan untuk 
menjalankan proses produksi. Energi ini memiliki peran vital dalam 
mengubah material mentah menjadi barang jadi, namun juga dapat 
menjadi sumber inefisiensi jika tidak dikelola dengan baik. 

Biaya sistem meliputi pengeluaran untuk operasional fasilitas 
produksi, termasuk pemeliharaan mesin, tenaga kerja, administrasi, 
dan pengawasan proses. Biaya ini mencerminkan infrastruktur dan 
organisasi yang mendukung terjadinya aliran material. Terakhir, 
biaya limbah mencakup biaya tambahan yang timbul akibat timbulan 
limbah atau output negatif, seperti biaya pembuangan, pengolahan, 
penalti lingkungan, serta potensi kerusakan reputasi perusahaan. 
Dengan mengkategorikan biaya secara terpisah, MFCA memberikan 
gambaran yang lebih transparan terhadap efisiensi operasional, dan 
menunjukkan potensi penghematan melalui pengurangan limbah 
dan peningkatan pemanfaatan material. 

Penggunaan kategori biaya ini pertama kali dijelaskan 
secara sistematis dalam standar ISO 14051:2011. Transparansi 
biaya adalah kunci dalam perbaikan berkelanjutan dan 
peningkatan kinerja lingkungan perusahaan(Jasch, 2003; 
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Schaltegger & Zvezdov, 2015). contoh konkret penerapan 
Material Flow Cost Accounting (MFCA) yang menggambarkan 
bagaimana biaya material, energi, sistem, dan limbah muncul 
dalam proses produksi. Salah satu studi kasus terkenal berasal 
dari industri manufaktur di Jepang, yaitu sebuah perusahaan 
elektronik yang memproduksi komponen logam untuk perangkat 
elektronik. Dalam proses stamping logam, perusahaan tersebut 
menggunakan lembaran logam sebagai bahan baku (biaya 
material). Dari total 1.000 kg logam yang digunakan per hari, 
hanya 600 kg yang berhasil menjadi produk akhir, sementara 400 
kg menjadi potongan sisa dan scrap (output negatif). MFCA 
mencatat bahwa meskipun scrap tidak dijual atau dimanfaatkan, 
biaya pembelian atas material 400 kg tetap dibebankan kepada 
perusahaan, sehingga memperlihatkan tingginya pemborosan 
biaya material. Kemudian, untuk menjalankan mesin stamping, 
perusahaan menggunakan energi listrik dan udara tekan (biaya 
energi). Analisis MFCA menunjukkan bahwa 20% dari total 
energi terbuang karena mesin dibiarkan menyala saat tidak 
digunakan dan adanya kebocoran udara tekan. Energi yang 
terbuang ini mengakibatkan biaya yang selama ini tersembunyi 
menjadi terlihat jelas. 

Biaya sistem diidentifikasi dari pemeliharaan mesin, biaya gaji 
operator, serta sistem pengawasan kualitas. MFCA mencatat bahwa 
waktu kerja operator yang digunakan untuk menangani dan 
membuang sisa scrap juga merupakan bagian dari biaya sistem yang 
tidak produktif. Terakhir, biaya limbah mencakup biaya 
pengangkutan dan pembuangan sisa logam ke tempat pengelolaan 
limbah. MFCA menunjukkan bahwa perusahaan mengeluarkan biaya 
tambahan untuk setiap kilogram scrap yang dibuang, padahal sisa 
tersebut berasal dari material mahal yang seharusnya menjadi 
produk jadi. 

Studi seperti yang dilakukan oleh Kokubu & Kitada (2010) dan 
didokumentasikan oleh METI Jepang menunjukkan bahwa setelah 
menerapkan MFCA, perusahaan mampu mengurangi scrap sebesar 
25%, menghemat energi, dan menurunkan total biaya produksi 
secara signifikan tanpa mengurangi volume output. Ini menjadi bukti 
bahwa pengelolaan biaya berbasis aliran material dapat membuka 
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peluang efisiensi yang sebelumnya tidak terlihat dalam sistem 
akuntansi konvensional. 

 

6.5 Tujuan utama penerapan MFCA 
Tujuan utama penerapan Material Flow Cost Accounting 

(MFCA) adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber 
daya dalam proses produksi dengan cara mengidentifikasi, 
mengukur, dan mengelola aliran material serta biaya yang terkait 
secara lebih transparan dan akurat. MFCA bertujuan membantu 
perusahaan menyadari bahwa material yang tidak menjadi produk 
akhir tetap membawa biaya—baik itu biaya pembelian, energi, 
tenaga kerja, maupun pembuangan—sehingga dapat menimbulkan 
kerugian yang tidak terlihat dalam sistem akuntansi tradisional. 
Dengan menampilkan data kuantitatif dan moneter dari seluruh 
input dan output (termasuk limbah dan kehilangan), MFCA 
mendorong pengambilan keputusan manajerial yang lebih bijak 
untuk mengurangi pemborosan, menurunkan biaya produksi, 
meningkatkan produktivitas, dan mendukung keberlanjutan 
lingkungan. Pendekatan ini juga bertujuan menciptakan kesadaran 
bahwa efisiensi ekonomi dan efisiensi lingkungan dapat dicapai 
secara bersamaan, sebagaimana ditegaskan dalam standar ISO 
14051:2011 dan literatur seperti Jasch (2003) dan Schaltegger & 
Zvezdov (2015). 

 

6.6 Proses Tahapan Implementasi MCFA 
Penerapan Material Flow Cost Accounting (MFCA) merupakan 

pendekatan sistematis yang membantu perusahaan memahami 
aliran material dan biaya terkait dalam proses bisnis mereka. 
Langkah-langkah penerapan MFCA bertujuan untuk 
mengidentifikasi pemborosan sumber daya, mengukur dampak 
finansialnya, serta menyediakan informasi yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Proses ini meliputi 
identifikasi proses dan aliran material, pengumpulan data, analisis 
biaya, serta pelaporan dan pengambilan keputusan yang strategis. 
Berikut Langkah-langah penerapan MCFA : 
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1. Identifikasi Proses dan Aliran Material 
Di perusahaan manufaktur, langkah awal adalah memetakan 
seluruh proses produksi mulai dari bahan baku diterima 
hingga produk jadi keluar dari lini produksi. Identifikasi ini 
mencakup semua tahapan seperti pengolahan, perakitan, 
pengepakan, dan distribusi. Fokus utamanya adalah pada 
aliran material, termasuk bahan yang digunakan, sisa 
material, limbah, dan produk yang dihasilkan. Sementara itu, 
di perusahaan jasa, identifikasi aliran material tidak terbatas 
pada bahan fisik, melainkan juga melibatkan aliran 
informasi, dokumen, dan energi yang mendukung 
penyampaian jasa. Contohnya, dalam jasa perhotelan, aliran 
material dapat berupa konsumsi energi, bahan habis pakai, 
dan limbah dari aktivitas operasional. Pemahaman 
mendalam terhadap aliran ini memungkinkan perusahaan 
untuk menentukan titik-titik kritis di mana pemborosan atau 
inefisiensi terjadi sehingga dapat difokuskan untuk 
perbaikan. 

2. Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif 
Setelah proses dan aliran material diidentifikasi, tahap 
berikutnya adalah pengumpulan data yang relevan. Data 
kuantitatif meliputi volume material yang digunakan, jumlah 
energi yang dikonsumsi, durasi proses, serta output produk 
dan limbah dalam satuan fisik seperti kilogram atau liter. 
Data kualitatif mencakup karakteristik material, kualitas 
produk, kondisi peralatan, dan faktor lingkungan yang dapat 
mempengaruhi proses. Dalam konteks manufaktur, 
pengumpulan data ini biasanya dilakukan melalui catatan 
produksi, sensor mesin, dan inspeksi lapangan. Sedangkan 
pada perusahaan jasa, data dapat diambil dari catatan 
penggunaan energi, laporan konsumsi bahan habis pakai, 
dan survei kepuasan pelanggan. Kombinasi data kuantitatif 
dan kualitatif ini memberikan gambaran lengkap mengenai 
bagaimana sumber daya digunakan dan potensi perbaikan 
yang dapat dilakukan. 
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3. Analisis Biaya Berdasarkan Aliran 
Pada tahap analisis, perusahaan menghitung biaya yang 
terkait dengan setiap aliran material yang telah 
diidentifikasi. Biaya-biaya ini diklasifikasikan ke dalam 
empat kategori utama dalam MFCA: biaya material, biaya 
energi, biaya sistem, dan biaya limbah. Analisis ini 
membedakan antara output yang bernilai (produk) dan 
output yang tidak bernilai (kehilangan dan limbah). Dengan 
melakukan penghitungan biaya secara rinci, perusahaan 
dapat melihat dengan jelas berapa besar biaya yang 
dikeluarkan untuk material yang akhirnya menjadi limbah 
atau kehilangan. Ini penting karena pemborosan tersebut 
selama ini mungkin tersembunyi dalam laporan keuangan 
konvensional. Dalam perusahaan jasa, analisis biaya bisa 
fokus pada biaya energi dan material habis pakai yang tidak 
langsung menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan. Hasil 
analisis ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi area yang 
memerlukan tindakan efisiensi dan pengurangan 
pemborosan. 

4. Pelaporan dan Pengambilan Keputusan 
Langkah terakhir dalam penerapan MFCA adalah menyusun 
laporan yang menggambarkan hasil analisis biaya dan aliran 
material secara transparan dan mudah dipahami. Laporan ini 
menyajikan data kuantitatif dan kualitatif yang 
menggambarkan seberapa besar pemborosan dan potensi 
penghematan yang dapat dicapai. Manajemen menggunakan 
informasi ini untuk merumuskan strategi pengurangan 
limbah, peningkatan efisiensi penggunaan material dan 
energi, serta perbaikan proses bisnis secara keseluruhan. Di 
perusahaan manufaktur, ini bisa berarti melakukan 
modifikasi proses produksi atau pengadaan bahan baku yang 
lebih efisien. Sedangkan di perusahaan jasa, langkah 
perbaikan bisa berupa pengelolaan konsumsi energi yang 
lebih baik dan pengurangan penggunaan material habis 
pakai. Dengan demikian, pelaporan MFCA tidak hanya 
berfungsi sebagai alat kontrol biaya tetapi juga sebagai 
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instrumen pendukung keberlanjutan dan tanggung jawab 
lingkungan perusahaan 

 

6.7 Peran MCFA Dalam Pengambilan Keputusan 
Manajerial 

Material Flow Cost Accounting (MFCA) adalah salah satu alat 
manajemen lingkungan yang berkembang dari pendekatan 
Environmental Management Accounting (EMA) dan secara khusus 
dirancang untuk membantu perusahaan memahami aliran 
material dan biaya terkait, serta mengidentifikasi potensi 
efisiensi dalam proses produksi. MFCA awalnya dikembangkan di 
Jerman dan sejak itu diadopsi secara luas, termasuk oleh banyak 
perusahaan di Asia yang menginginkan efisiensi dan 
keberlanjutan dalam operasi mereka. Peran MFCA dalam 
pengambilan keputusan manajerial sangat signifikan, terutama 
dalam konteks peningkatan efisiensi, pengurangan limbah, serta 
pengelolaan biaya produksi yang lebih transparan dan akuntabel. 
MFCA bekerja dengan memetakan aliran material dari input 
hingga output dalam proses produksi, baik yang menghasilkan 
produk utama maupun limbah atau produk samping yang tidak 
diinginkan. Dengan melakukan pemetaan ini, MFCA membantu 
manajer memahami di mana saja terjadi pemborosan bahan 
baku, energi, dan sumber daya lainnya. Hal ini penting karena 
sebagian besar biaya tersembunyi dari produksi sering kali 
berasal dari inefisiensi yang tidak terlihat secara langsung dalam 
laporan keuangan tradisional. Oleh karena itu, MFCA berfungsi 
sebagai alat analitik untuk mengevaluasi efisiensi proses dan 
menjadi dasar dalam mengambil keputusan strategis untuk 
perbaikan. 

Salah satu peran utama MFCA dalam pengambilan keputusan 
manajerial adalah memberikan informasi yang lebih komprehensif 
dan berbasis data terkait dengan biaya produksi, terutama dalam 
mengidentifikasi biaya negatif yang muncul akibat kehilangan 
material atau limbah. Informasi ini sangat berguna bagi manajer 
produksi dan operasional untuk mengambil keputusan mengenai 
perubahan desain proses produksi, substitusi bahan baku, investasi 
dalam teknologi yang lebih efisien, atau perbaikan sistem 
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pengendalian kualitas. Dengan memahami bahwa limbah dan 
kehilangan material bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga 
masalah finansial, manajemen dapat menyusun strategi 
pengendalian biaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. 
Banyak harapan yang diinginkan oleh Perusahaan dalam hal efisiensi 
melalu MCFA dan dibawah ini terdapat ulasan bagaimana Peran 
MCFA dalam pengambilan keputusan manajerial :   
1. Bagaimana MCFA Bisa Menentukan Strategi Efisiensi 

Biaya 
Material Flow Cost Accounting (MFCA) membantu 

menentukan strategi efisiensi biaya dengan cara mengungkap 
secara rinci aliran material dalam proses produksi, termasuk 
identifikasi kehilangan material yang selama ini tersembunyi 
dalam laporan keuangan konvensional. Dalam MFCA, seluruh 
input—seperti bahan baku, energi, dan air—diklasifikasikan 
menjadi output produk dan non-produk (limbah, kerusakan, sisa 
proses), yang kemudian diberikan nilai moneter. Dengan 
demikian, MFCA memungkinkan manajemen melihat secara 
jelas di mana terjadi pemborosan biaya. Informasi ini menjadi 
dasar untuk menyusun strategi efisiensi, misalnya dengan 
merancang ulang proses produksi agar limbah berkurang, 
memilih bahan baku yang lebih efisien, atau mengoptimalkan 
penggunaan energi. MFCA juga memfasilitasi perhitungan biaya 
aktual yang melekat pada produk rusak atau limbah, yang 
sebelumnya tidak diperhitungkan secara eksplisit. Data ini 
membantu perusahaan merumuskan keputusan investasi, 
seperti penggunaan teknologi baru yang mampu meningkatkan 
yield produksi atau sistem pengendalian mutu yang lebih baik. 
Dengan MFCA, perusahaan dapat memprioritaskan area dengan 
kontribusi pemborosan biaya tertinggi dan menetapkan 
langkah-langkah perbaikan yang terukur. Strategi efisiensi biaya 
yang dihasilkan dari pendekatan MFCA tidak hanya berdampak 
pada peningkatan profitabilitas, tetapi juga mendukung 
keberlanjutan operasional melalui pengurangan limbah dan 
penggunaan sumber daya secara bijaksana. Maka, MFCA bukan 
hanya alat analisis, melainkan panduan strategis menuju proses 
produksi yang lebih hemat dan ramah lingkungan. 
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Selain memberikan informasi rinci tentang pemborosan, 
MFCA juga mendorong perubahan pola pikir manajerial dari 
fokus hanya pada output produk menjadi perhatian terhadap 
seluruh siklus material. Dengan data yang dihasilkan, 
perusahaan dapat melakukan benchmarking antar lini produksi, 
mengevaluasi efisiensi tiap proses, dan menetapkan Key 
Performance Indicators (KPI) berbasis efisiensi material. MFCA 
juga mendorong kolaborasi lintas fungsi antara bagian produksi, 
keuangan, dan lingkungan, sehingga strategi efisiensi biaya yang 
dihasilkan bersifat integratif. Implementasi strategi berbasis 
MFCA juga memungkinkan perusahaan untuk meraih sertifikasi 
keberlanjutan atau keunggulan kompetitif dalam pasar yang 
menuntut transparansi lingkungan. Dengan kata lain, MFCA 
tidak hanya berperan sebagai alat efisiensi biaya, tetapi juga 
sebagai pendorong inovasi proses yang mendukung 
keberlanjutan dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. 

 
2. Bagaimana Peran MCFA Dalam Pengendalian 

Lingkungan 
Material Flow Cost Accounting (MFCA) memainkan 

peran penting dalam pengendalian lingkungan karena 
memberikan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, 
mengukur, dan mengelola dampak lingkungan dari proses 
produksi. MFCA tidak hanya berfungsi sebagai alat akuntansi 
biaya, tetapi juga sebagai instrumen lingkungan yang 
memungkinkan perusahaan mengenali secara akurat sejauh 
mana penggunaan sumber daya berdampak terhadap 
lingkungan. Melalui pemetaan aliran material yang 
mencakup input dan output dalam seluruh proses produksi, 
MFCA mengungkapkan dengan jelas jumlah material yang 
tidak menjadi produk akhir, seperti limbah padat, emisi, air 
limbah, atau bahan sisa lainnya. Informasi ini sangat penting 
karena menunjukkan bahwa limbah bukan hanya masalah 
teknis, tetapi juga kerugian finansial yang dapat dikurangi 
melalui perubahan proses yang lebih efisien dan ramah 
lingkungan. Dengan menyediakan data kuantitatif dan 
moneter terkait penggunaan bahan baku, energi, dan air 
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serta jumlah limbah yang dihasilkan, MFCA membantu 
manajemen memahami hubungan langsung antara efisiensi 
proses dan beban lingkungan. Hal ini memungkinkan 
perusahaan untuk mengevaluasi area proses mana yang 
menghasilkan dampak lingkungan tertinggi, sekaligus 
menjadi prioritas dalam pengendalian dan perbaikan. 
Perusahaan dapat menyusun strategi pengurangan limbah 
yang lebih terarah, seperti optimasi penggunaan bahan baku, 
pemilihan teknologi bersih, hingga perubahan desain produk 
yang lebih ramah lingkungan. MFCA juga memperkuat 
integrasi aspek lingkungan dalam sistem pengambilan 
keputusan, karena manajemen dapat melihat implikasi 
ekologis dari keputusan operasional secara nyata dan 
terukur. 

Dalam jangka panjang, MFCA berkontribusi terhadap 
penerapan prinsip keberlanjutan dengan mendorong 
efisiensi sumber daya dan penurunan emisi. Perusahaan 
yang menggunakan MFCA cenderung memiliki kesadaran 
lingkungan yang lebih tinggi dan berupaya mengurangi jejak 
ekologis mereka secara konsisten. Selain itu, penerapan 
MFCA juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi 
lingkungan, karena perusahaan memiliki data yang dapat 
dilaporkan secara transparan kepada pemangku 
kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Dengan 
demikian, MFCA berperan tidak hanya sebagai alat 
pengendalian biaya, tetapi juga sebagai strategi manajemen 
lingkungan yang kuat, yang memungkinkan perusahaan 
menjalankan operasinya secara lebih bertanggung jawab dan 
berkelanjutan. 

 
3. Bagaimana Peran MCFA dalam Peningkatan Produtivitas 

dan Keberlanjutan 
Material Flow Cost Accounting (MFCA) memiliki peran 

penting dalam peningkatan produktivitas dan keberlanjutan 
operasional perusahaan. Dengan pendekatan yang berfokus 
pada transparansi aliran material dan identifikasi biaya 
tersembunyi, MFCA memungkinkan perusahaan memahami 
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secara lebih mendalam bagaimana sumber daya digunakan 
dalam proses produksi. Salah satu kunci peningkatan 
produktivitas adalah efisiensi penggunaan input, dan MFCA 
memberikan informasi rinci mengenai berapa banyak bahan 
baku yang benar-benar menjadi produk, serta berapa yang 
terbuang sebagai limbah atau cacat. Melalui informasi 
tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah 
konkret untuk memperbaiki efisiensi proses, mengurangi 
pemborosan, dan meningkatkan output yang bernilai 
tambah. Hal ini tidak hanya menurunkan biaya, tetapi juga 
meningkatkan kapasitas produksi tanpa harus menambah 
input secara proporsional. Selain itu, MFCA membantu dalam 
mengidentifikasi titik-titik kritis dalam proses yang 
menyebabkan inefisiensi, seperti penggunaan energi 
berlebih, kerusakan mesin, atau cacat produk. Dengan 
menelusuri aliran material secara detail, manajemen dapat 
merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, seperti 
pemeliharaan preventif, pelatihan karyawan, atau investasi 
pada teknologi yang lebih efisien. Hasilnya adalah 
peningkatan produktivitas yang berkelanjutan karena 
didukung oleh proses yang stabil dan terkendali. MFCA juga 
mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, 
sehingga setiap perbaikan yang dilakukan memiliki dasar 
yang kuat dan dapat diukur dampaknya terhadap kinerja 
produksi secara keseluruhan. 

Dari sisi keberlanjutan, MFCA memberikan kontribusi 
besar dengan menempatkan aspek lingkungan sebagai 
bagian integral dari proses bisnis. Dengan mengungkapkan 
besarnya limbah dan emisi yang dihasilkan, serta nilainya 
secara moneter, MFCA menyadarkan perusahaan bahwa 
praktik yang tidak efisien tidak hanya merugikan secara 
ekonomi, tetapi juga membebani lingkungan. Dengan 
demikian, perusahaan terdorong untuk mengembangkan 
strategi produksi yang lebih bersih, seperti daur ulang 
limbah, pemanfaatan kembali sisa bahan, atau substitusi 
material berbahaya dengan yang lebih ramah lingkungan. 



 

      95 

Semua upaya ini mendukung pencapaian tujuan 
keberlanjutan tanpa mengorbankan kinerja finansial. 
 

6.8 Tantangan dan Peluang Implementasi MCFA Di 
Indonesia 

Implementasi Material Flow Cost Accounting (MFCA) di 
Indonesia menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang 
signifikan, terutama dalam konteks lokal yang mencakup 
karakteristik industri, kesadaran lingkungan, kesiapan teknologi, 
serta dukungan kebijakan. Salah satu tantangan utama adalah 
rendahnya kesadaran dan pemahaman manajemen perusahaan 
terhadap pentingnya sistem pengukuran biaya yang berbasis aliran 
material. Banyak perusahaan, khususnya di sektor usaha kecil dan 
menengah (UKM), masih mengandalkan metode akuntansi 
konvensional yang hanya fokus pada biaya finansial langsung, tanpa 
memperhatikan biaya tersembunyi yang muncul dari inefisiensi 
proses produksi dan limbah. Hal ini menyebabkan potensi manfaat 
MFCA, seperti peningkatan efisiensi dan pengurangan limbah, belum 
dipahami sepenuhnya sebagai bagian dari strategi manajemen biaya 
dan lingkungan. 

Tantangan lain berasal dari keterbatasan kapasitas teknis dan 
sumber daya manusia. Penerapan MFCA memerlukan pemetaan 
proses yang detail, pencatatan data kuantitatif dan moneter secara 
akurat, serta analisis lintas fungsi yang melibatkan bagian produksi, 
keuangan, dan lingkungan. Banyak perusahaan di Indonesia masih 
menghadapi kendala dalam integrasi antar departemen dan belum 
memiliki sistem informasi yang mendukung penerapan MFCA secara 
menyeluruh. Selain itu, belum banyak lembaga pendidikan dan 
pelatihan yang secara khusus membekali SDM akuntansi dan 
manajemen dengan kompetensi dalam MFCA, sehingga 
implementasi kerap bergantung pada dukungan eksternal seperti 
konsultan atau proyek percontohan. 

Namun demikian, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang 
besar yang dapat dimanfaatkan. Pemerintah Indonesia semakin 
mendorong praktik industri hijau dan keberlanjutan sebagai bagian 
dari agenda pembangunan nasional. Ini tercermin dalam berbagai 
regulasi terkait pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan tanggung 
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jawab lingkungan yang dapat menjadi pendorong adopsi MFCA di 
kalangan industri. Selain itu, tren global menuju praktik bisnis 
berkelanjutan memberikan tekanan pasar kepada perusahaan untuk 
meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan sumber 
daya, yang sejalan dengan prinsip MFCA. Program sertifikasi 
lingkungan dan insentif fiskal bagi perusahaan yang menerapkan 
praktik produksi bersih juga dapat dimanfaatkan sebagai 
momentum untuk mendorong implementasi MFCA secara lebih luas 
di Indonesia. Terdapat beberapa factor yang mungkin bisa dijadikan 
acuan dalam menghadapi tantangan dan peluang impelmentasi 
MCFA di Indonesia, diantaranya dalah : 
1. Kesiapan Industri 

Tantangan dan peluang implementasi Material Flow Cost 
Accounting (MFCA) di Indonesia jika dilihat dari kesiapan 
industri sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan sistem 
manajemen, kesadaran terhadap efisiensi material, serta 
adopsi teknologi dan komitmen terhadap keberlanjutan. 
Salah satu tantangan utama adalah bahwa banyak industri, 
khususnya sektor usaha kecil dan menengah (UKM), belum 
memiliki sistem pencatatan yang mendetail mengenai aliran 
material dan biaya non-produktif seperti limbah atau produk 
cacat. Sebagian besar industri masih mengandalkan 
pendekatan biaya tradisional yang berorientasi pada hasil 
akhir, bukan pada efisiensi proses secara menyeluruh. Hal ini 
menyebabkan rendahnya visibilitas terhadap potensi 
pemborosan yang sebenarnya dapat dikurangi melalui 
penerapan MFCA.  

Kesiapan industri juga terbatas dari sisi infrastruktur 
data dan integrasi lintas fungsi. MFCA menuntut adanya 
sinergi antara departemen produksi, keuangan, lingkungan, 
dan manajemen mutu, namun kenyataannya banyak 
perusahaan di Indonesia masih bekerja dalam silo. Sistem 
informasi produksi dan keuangan belum saling terhubung 
secara optimal, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan 
data kuantitatif dan moneter yang akurat terkait aliran 
material. Selain itu, pemahaman teknis mengenai metode 
MFCA juga belum tersebar luas di kalangan praktisi industri. 
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Rendahnya pelatihan dan pendidikan terkait MFCA di 
lingkungan perusahaan maupun institusi pendidikan 
menjadi kendala tersendiri dalam kesiapan implementasi. 
Namun demikian, terdapat peluang besar yang bisa 
dimanfaatkan. Banyak perusahaan manufaktur menengah ke 
atas di Indonesia sudah mulai menerapkan sistem 
manajemen mutu, lingkungan, dan energi seperti ISO 9001, 
ISO 14001, dan ISO 50001. Sistem-sistem ini sebenarnya 
selaras dengan prinsip dasar MFCA, sehingga menjadi 
pijakan awal yang baik bagi adopsi lebih lanjut. Selain itu, 
meningkatnya biaya bahan baku, energi, dan limbah 
mendorong perusahaan mencari strategi efisiensi baru. 
Dalam konteks ini, MFCA menjadi alat yang tepat untuk 
mengidentifikasi dan mengelola pemborosan tersebut secara 
sistematis dan berbasis data. 

Dari sisi eksternal, tuntutan konsumen global dan rantai 
pasok internasional terhadap transparansi lingkungan dan 
praktik produksi berkelanjutan semakin tinggi. Banyak 
perusahaan ekspor di Indonesia kini harus menyesuaikan 
diri dengan standar keberlanjutan yang lebih ketat. MFCA 
dapat menjadi salah satu pendekatan yang diadopsi untuk 
memenuhi persyaratan tersebut, sekaligus memperbaiki 
efisiensi internal. Oleh karena itu, meskipun kesiapan 
industri Indonesia secara umum masih menghadapi kendala, 
ada peluang strategis bagi perusahaan yang mampu 
berinvestasi dalam pelatihan, sistem data terintegrasi, dan 
perbaikan proses. Dengan memanfaatkan dukungan 
kebijakan pemerintah, teknologi digital, dan insentif 
keberlanjutan, implementasi MFCA dapat menjadi bagian 
penting dalam transformasi industri menuju efisiensi dan 
daya saing berkelanjutan. 

 
2. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah 

Tantangan dan peluang implementasi Material Flow Cost 
Accounting (MFCA) di Indonesia jika ditinjau dari sisi 
regulasi dan kebijakan pemerintah sangat terkait dengan 
sejauh mana pemerintah mampu menciptakan iklim yang 
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mendukung praktik industri berkelanjutan dan efisien. Salah 
satu tantangan utama adalah belum adanya regulasi khusus 
yang secara eksplisit mendorong atau mewajibkan 
penerapan MFCA di sektor industri. Meskipun Indonesia 
telah memiliki berbagai regulasi yang mendukung efisiensi 
energi, pengelolaan limbah, dan praktik ramah lingkungan—
seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PP No. 70 Tahun 2009 
tentang Konservasi Energi—namun belum ada instrumen 
kebijakan yang secara langsung mengintegrasikan 
pendekatan MFCA sebagai bagian dari strategi manajemen 
lingkungan dan biaya perusahaan. 

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman kebijakan juga 
menjadi kendala. Banyak pelaku industri belum mengetahui 
manfaat MFCA karena belum ada arahan teknis atau insentif 
khusus dari pemerintah untuk mengadopsinya. Selain itu, 
mekanisme insentif fiskal, seperti pemotongan pajak atau 
akses pembiayaan hijau bagi perusahaan yang menerapkan 
sistem efisiensi berbasis MFCA, belum dikembangkan secara 
luas. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak memiliki 
dorongan kuat untuk beralih dari sistem konvensional ke 
pendekatan MFCA yang dianggap lebih kompleks dan 
membutuhkan investasi awal, terutama dalam pelatihan 
SDM dan sistem informasi pendukung. Namun, di sisi lain, 
terdapat peluang besar jika pemerintah Indonesia mulai 
menjadikan MFCA sebagai bagian dari kebijakan nasional 
terkait efisiensi sumber daya dan produksi bersih. 
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mulai 
mendorong konsep industri hijau dan ekonomi sirkular, di 
mana efisiensi material dan pengurangan limbah menjadi 
kunci. MFCA sangat relevan dalam kerangka ini karena 
memberikan pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi 
dan mengelola pemborosan produksi. Jika pemerintah 
mengintegrasikan MFCA dalam roadmap industri hijau 
nasional, maka pendekatan ini dapat menjadi alat strategis 
bagi perusahaan dalam memenuhi standar keberlanjutan 
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nasional dan internasional. Lebih lanjut, peluang lain dapat 
muncul dari kerja sama antara pemerintah dan lembaga 
internasional seperti UNIDO, GIZ, atau JICA, yang selama ini 
telah mempromosikan MFCA di berbagai negara 
berkembang. Program pelatihan, pendampingan teknis, 
hingga pilot project dapat dijadikan model untuk 
memperluas pemahaman dan membangun kapasitas 
nasional. Dengan dukungan regulasi yang progresif dan 
kebijakan insentif yang tepat, MFCA berpotensi menjadi 
instrumen penting dalam transformasi industri Indonesia 
menuju efisiensi biaya dan keberlanjutan lingkungan secara 
simultan. 

 
3. Kendala Budaya Organisasi dan Tekhnologi 

Implementasi Material Flow Cost Accounting (MFCA) di 
Indonesia juga menghadapi tantangan yang cukup besar jika 
ditinjau dari aspek budaya organisasi dan kesiapan 
teknologi. Secara budaya, banyak perusahaan di Indonesia, 
terutama yang berskala kecil dan menengah, masih memiliki 
pendekatan manajemen yang konvensional dan hierarkis, 
yang cenderung menitikberatkan pada hasil akhir atau 
output produk tanpa mempertimbangkan efisiensi proses 
secara menyeluruh. Budaya kerja yang kurang terbuka 
terhadap perubahan dan inovasi menjadi penghambat utama 
dalam penerapan sistem seperti MFCA yang menuntut 
perubahan pola pikir, keterbukaan data lintas fungsi, serta 
partisipasi aktif dari seluruh unit kerja, mulai dari produksi 
hingga keuangan dan lingkungan. Ketidaksiapan budaya ini 
dapat memunculkan resistensi internal, terutama jika MFCA 
dipersepsikan sebagai beban administratif tambahan atau 
sebagai bentuk kontrol yang ketat terhadap kinerja individu 
atau departemen. Dari sisi teknologi, tantangan lainnya 
adalah minimnya infrastruktur sistem informasi yang 
memadai di banyak perusahaan. MFCA membutuhkan data 
yang rinci, akurat, dan terintegrasi mengenai aliran material, 
konsumsi energi, hasil produksi, dan limbah. Namun, tidak 
semua perusahaan di Indonesia memiliki sistem Enterprise 
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Resource Planning (ERP) atau sistem produksi digital yang 
dapat mendukung pengumpulan dan pengolahan data secara 
real-time. Ketergantungan pada pencatatan manual atau 
sistem informasi yang terpisah-pisah membuat penerapan 
MFCA menjadi tidak efisien dan rawan kesalahan data. Selain 
itu, rendahnya penguasaan teknologi oleh sumber daya 
manusia juga memperbesar kesenjangan antara kebutuhan 
teknis MFCA dan kemampuan implementatif di lapangan. 

Meskipun demikian, terdapat peluang yang cukup besar 
jika tantangan budaya dan teknologi ini dapat diatasi secara 
bertahap. Perkembangan transformasi digital dalam dunia 
industri di Indonesia yang didorong oleh program Making 
Indonesia 4.0 memberikan momentum yang baik untuk 
integrasi sistem-sistem informasi yang mendukung 
penerapan MFCA. Dengan meningkatnya kesadaran 
terhadap pentingnya digitalisasi dan efisiensi proses, banyak 
perusahaan mulai berinvestasi dalam sistem manajemen 
informasi, otomatisasi produksi, dan pelatihan SDM berbasis 
teknologi. Hal ini membuka ruang untuk implementasi MFCA 
secara lebih efektif dan akurat. Selain itu, generasi manajer 
muda yang lebih terbuka terhadap pendekatan efisiensi dan 
keberlanjutan menjadi potensi penggerak budaya organisasi 
yang mendukung transformasi ini. kendala budaya dan 
teknologi masih menjadi hambatan yang nyata dalam 
implementasi MFCA di Indonesia, peluang untuk 
mengatasinya cukup terbuka seiring dengan meningkatnya 
kesadaran terhadap pentingnya efisiensi biaya, tekanan 
pasar global terhadap keberlanjutan, serta dorongan 
pemerintah dan teknologi digital yang semakin merata. Jika 
perusahaan dapat mengubah budaya internal menjadi lebih 
kolaboratif dan terbuka terhadap inovasi, serta membangun 
infrastruktur teknologi yang mendukung, maka MFCA akan 
menjadi alat strategis dalam meningkatkan daya saing 
industri nasional secara berkelanjutan. 
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4. Peluang Pengembangan dan Pelatihan SDM 
Implementasi Material Flow Cost Accounting (MFCA) 

membuka peluang besar dalam pengembangan dan 
pelatihan sumber daya manusia (SDM) di berbagai sektor 
industri. MFCA, sebagai metode yang relatif baru dan cukup 
teknis, menuntut keahlian khusus yang menggabungkan 
pemahaman akuntansi biaya, manajemen produksi, serta 
aspek lingkungan. Oleh karena itu, penerapan MFCA secara 
luas akan mendorong kebutuhan untuk membekali tenaga 
kerja dengan kompetensi yang lebih holistik dan 
multidisipliner. Hal ini menciptakan peluang bagi institusi 
pendidikan, pelatihan profesional, serta konsultan untuk 
mengembangkan program-program pelatihan khusus yang 
tidak hanya mengajarkan aspek teknis MFCA, tetapi juga 
keterampilan analisis data, pemetaan proses, dan 
pengambilan keputusan berbasis informasi yang lebih 
terintegrasi. Selain itu, perusahaan yang mengadopsi MFCA 
akan lebih fokus pada peningkatan kapasitas internal, 
terutama dalam hal kolaborasi lintas departemen. Karena 
MFCA menuntut keterlibatan berbagai fungsi mulai dari 
produksi, keuangan, hingga lingkungan, SDM perlu dilatih 
untuk bekerja secara sinergis, mengembangkan komunikasi 
antar bagian, serta membangun budaya kerja yang 
berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan. Proses 
pelatihan ini juga mendorong pengembangan kemampuan 
problem solving dan continuous improvement, sehingga 
SDM tidak hanya mampu menerapkan MFCA, tetapi juga 
mengidentifikasi peluang inovasi dalam proses produksi. 

Pengembangan SDM akibat implementasi MFCA juga 
berdampak positif pada peningkatan daya saing tenaga kerja 
di pasar kerja, karena keterampilan yang diperoleh relevan 
dengan tren industri global yang semakin menekankan pada 
efisiensi sumber daya dan pengelolaan lingkungan. Dengan 
demikian, pelatihan MFCA dapat menjadi nilai tambah 
kompetitif bagi individu maupun organisasi. Di sisi lain, 
pelatihan ini juga membuka peluang kerja baru, seperti 
auditor lingkungan, konsultan efisiensi biaya, atau spesialis 
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manajemen produksi yang menguasai aspek keberlanjutan. 
adanya program pelatihan dan sertifikasi MFCA dapat 
meningkatkan profesionalisme dan standar kompetensi di 
bidang ini, sekaligus memperkuat jejaring antar praktisi yang 
berfokus pada pengelolaan biaya dan lingkungan. 
Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat berperan aktif 
dalam menyediakan dukungan pelatihan, kurikulum, dan 
kebijakan yang memfasilitasi transfer ilmu dan keterampilan 
MFCA secara sistematis. Dengan demikian, pengembangan 
SDM menjadi salah satu dampak strategis dari implementasi 
MFCA yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi 
kemajuan industri dan pembangunan berkelanjutan di 
Indonesia. 

 

6.9 Studi Kasus dan Praktik MCFA 
Studi Kasus: Implementasi MFCA di Perusahaan Manufaktur 
Otomotif Toyota Motor Corporation 

Toyota, sebagai salah satu perusahaan otomotif terbesar 
dunia, telah mengadopsi MFCA sebagai bagian dari strategi mereka 
untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keberlanjutan 
lingkungan. Dengan menerapkan MFCA, Toyota berfokus pada 
identifikasi biaya tersembunyi akibat limbah material dan energi 
dalam proses produksi mereka. 
Indikator Hasil: 
1. Penghamatan Biaya 

Setelah menerapkan MFCA, Toyota berhasil mengurangi 
biaya bahan baku tidak produktif secara signifikan. Dalam 
satu periode implementasi, perusahaan mencatat 
penghematan biaya material sebesar 5-8% melalui 
pengurangan limbah dan peningkatan efisiensi proses 
produksi. Secara spesifik penghematan yang dilakukan 
Toyota sebagai berikut : 
a. Pengurangan Limbah Material dari Pemotongan dan 

Pembentukan Komponen 
Dalam proses produksi komponen otomotif, misalnya 
plat logam atau bahan baku lainnya, sering terjadi limbah 
akibat potongan berlebih atau cacat. Dengan MFCA, 
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Toyota dapat mengidentifikasi titik-titik proses yang 
menghasilkan limbah tinggi dan kemudian melakukan 
penyesuaian, seperti penggunaan mesin pemotong yang 
lebih presisi atau optimasi desain komponen agar 
potongan material lebih efisien. Contohnya, mereka 
mungkin mengubah pola pemotongan plat logam 
sehingga meminimalkan sisa potongan yang tidak bisa 
dipakai. Pengurangan limbah ini secara langsung 
menurunkan kebutuhan bahan baku baru dan biaya 
pembelian material. 

b. Pengurangan Produk Cacat dan Rework 
MFCA juga membantu mengidentifikasi penyebab 
tingginya tingkat produk cacat yang menyebabkan 
kebutuhan produksi ulang (rework). Dengan mengatasi 
masalah tersebut melalui perbaikan proses, Toyota 
mengurangi pemborosan bahan baku yang terbuang 
karena produk tidak sesuai standar. Misalnya, dengan 
meningkatkan kontrol kualitas dan otomatisasi di lini 
produksi, perusahaan bisa mengurangi cacat dari 3% 
menjadi 1,5%, sehingga material yang terbuang pun 
berkurang signifikan. 

c. Pemanfaatan Ulang Material Sisa (Recycle dan 
Reuse) 
Toyota menggunakan data MFCA untuk menemukan 
peluang daur ulang material sisa produksi di dalam 
pabrik. Misalnya, serbuk logam dari proses pemotongan 
bisa dikumpulkan dan dilebur kembali untuk digunakan 
sebagai bahan baku baru. Dengan sistem ini, kebutuhan 
pembelian material baru menurun karena sebagian 
bahan bisa didaur ulang secara internal. 

d. Optimasi Konsumsi Energi dan Bahan Pendukung 
Selain bahan utama, MFCA juga memperhitungkan biaya 
energi yang digunakan dalam proses produksi. Dengan 
memonitor konsumsi energi per unit produk dan 
mengurangi pemborosan (misalnya dengan penggunaan 
mesin yang lebih efisien), Toyota dapat menurunkan 
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biaya energi secara keseluruhan, yang merupakan 
bagian dari biaya material tidak produktif. 
 

2. Peningkatan Efisiensi Proses 
MFCA membantu Toyota mengidentifikasi tahapan produksi 
yang menghasilkan limbah tinggi, sehingga dilakukan 
optimasi proses, seperti perbaikan metode pemotongan 
bahan dan pengurangan cacat produk. Hal ini meningkatkan 
yield produk hingga 3-4%. Banyak cara yang dilakukan oleh 
Toyota diantaranya adalah :. 
a. Pemetaan Detail Aliran Material dan Limbah 

Dengan MFCA, Toyota menganalisis aliran material 
secara kuantitatif pada setiap tahapan produksi. Dalam 
proses stamping dan cutting (misalnya saat 
memproduksi pintu atau kap mesin), MFCA mengungkap 
bahwa sejumlah besar material logam menjadi negative 
product (limbah atau cacat) akibat desain pemotongan 
yang tidak efisien dan kegagalan teknis mesin. 

b. Optimasi Pola Pemotongan (Layout Cutting Pattern) 
Toyota kemudian mengubah pola pemotongan bahan 
(nesting optimization). Dengan teknologi CAD (Computer 
Aided Design), mereka menyusun kembali posisi 
pemotongan pada lembaran logam sehingga 
memaksimalkan pemanfaatan area dan meminimalkan 
sisa scrap (limbah sisa pemotongan). Contohnya, jika 
semula satu lembar hanya cukup untuk 5 potong 
komponen, setelah optimasi bisa menjadi 6 potong tanpa 
menambah limbah. 

c. Penggantian dan Kalibrasi Mesin Pemotong 
MFCA mengungkap bahwa sejumlah cacat produk 
berasal dari mesin pemotong yang aus atau kurang 
presisi. Toyota kemudian: 
1) Mengganti mesin lama dengan servo press machines 

yang lebih presisi. 
2) Melakukan kalibrasi ulang secara berkala untuk 

menjamin potongan selalu sesuai spesifikasi. 
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d. Penerapan Kontrol Kualitas Terintegrasi (Real-time 
Feedback) 
Toyota mengembangkan sistem feedback loop antara lini 
produksi dan tim kualitas. Setiap ketidaksesuaian 
dimensi atau deformasi pada komponen yang dipotong 
langsung dikembalikan ke proses untuk koreksi cepat. 
Ini mengurangi akumulasi produk cacat di akhir 
produksi. 

e. Pelatihan Operator Produksi 
Operator diberi pelatihan ulang untuk membaca data 
MFCA dan memahami bagaimana tindakan mereka 
berdampak pada efisiensi material. Ini termasuk teknik 
memasukkan bahan, pengoperasian alat pemotong, dan 
deteksi dini cacat. 

 
3. Pengurangan Limbah 

Toyota berhasil mengurangi limbah padat produksi hingga 
sekitar 15%, serta menurunkan konsumsi energi dengan 
menggunakan sumber energi lebih efisien dan 
memanfaatkan kembali sisa material. Hal yang dilakukan 
oleh Toyota dalam menyasati hal seperti ini sebagai berikut: 
a. Optimalisasi Desain Produk untuk Mengurangi Material 

Terbuang 
Toyota melakukan rekayasa ulang desain komponen 
(design for manufacturability) agar bentuk dan ukuran 
bagian-bagian mobil meminimalkan pemotongan atau 
penyisihan material yang tidak perlu. Misalnya, dengan 
menyederhanakan geometri panel atau menggabungkan 
beberapa bagian kecil menjadi satu bagian utuh, maka 
jumlah pemotongan logam berkurang, yang secara 
langsung menurunkan limbah padat. 

b. Peningkatan Efisiensi dalam Proses Stamping dan 
Pressing 
Proses stamping (pengepresan logam) adalah salah satu 
sumber utama limbah logam di pabrik otomotif. Dengan 
data MFCA, Toyota mengidentifikasi tahapan di mana 
terjadi banyak sisa potongan dan kemudian mengganti 
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cetakan (dies) lama dengan versi yang lebih efisien dan 
presisi tinggi. Ini memungkinkan pemanfaatan lebih 
maksimal dari setiap lembar logam, mengurangi sisa 
scrap yang tidak berguna. 

c. Daur Ulang Internal Limbah Logam (Closed-loop 
Recycling) 
Sisa-sisa potongan logam dari proses stamping dan 
machining tidak lagi langsung dibuang, melainkan 
dikumpulkan dan dilebur ulang secara internal untuk 
dijadikan bahan baku baru. Toyota membangun sistem 
logistik internal untuk mendistribusikan kembali 
material bekas potong ke unit daur ulang, sehingga 
mengurangi pembelian bahan baru sekaligus 
meminimalkan limbah keluar. 

d. Efisiensi Energi melalui Otomatisasi dan Teknologi 
Hemat Energi 
Dalam konteks konsumsi energi, MFCA menunjukkan 
bahwa banyak energi terbuang dalam proses pemanasan 
logam, pengelasan, dan pengecatan. Toyota kemudian: 

1) Mengganti lampu dan sistem pencahayaan di 
pabrik dengan LED hemat energi. 

2) Menggunakan kompresor udara inverter yang 
menyesuaikan output dengan kebutuhan aktual 
produksi. 

3) Memulihkan panas buangan dari oven pengecatan 
dan mendistribusikannya kembali untuk 
memanaskan bagian lain dari pabrik. 

4) Menerapkan sensor otomatis pada mesin agar 
hanya aktif saat dibutuhkan (idle energy 
dikurangi). 

e. Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Audit Energi 
Berkala 
Toyota mulai mengintegrasikan panel surya di beberapa 
pabrik dan menerapkan sistem audit energi secara 
berkala untuk mengevaluasi titik-titik boros energi. Data 
dari MFCA membantu tim energi menganalisis 
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penggunaan per proses secara rinci dan membuat 
keputusan berbasis data, bukan asumsi. 

 

6.10 Kesimpulan  
MFCA terbukti menjadi alat manajemen yang strategis dan 

efektif dalam meningkatkan efisiensi biaya, mengurangi limbah, dan 
mendorong keberlanjutan produksi dalam industri manufaktur. 
Melalui pendekatan sistematis terhadap aliran material dan energi, 
Penerapan MFCA bukan hanya menghasilkan penghematan finansial, 
tetapi juga memperkuat praktik produksi berkelanjutan dan 
memperbaiki pengendalian lingkungan. Keberhasilan ini dicapai 
melalui dukungan manajemen puncak, pelatihan sumber daya 
manusia, dan integrasi teknologi yang mendukung pengumpulan dan 
analisis data. Meskipun terdapat tantangan dalam bentuk resistensi 
awal, investasi teknologi, dan kompleksitas data, hasil jangka 
panjangnya menunjukkan bahwa MFCA memberikan nilai strategis 
bagi perusahaan. Oleh karena itu, MFCA layak dipertimbangkan 
sebagai pendekatan penting bagi industri di Indonesia, baik dalam 
menghadapi tantangan efisiensi biaya maupun dalam memenuhi 
tuntutan keberlanjutan dan regulasi lingkungan yang semakin ketat. 
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BAB 7 
BIAYA LINGKUNGAN DALAM 
AKUNTANSI 
 

Oleh Victoria Kusumaningtyas Priyambodo 
 

7.1 Konsep Dasar Biaya Lingkungan 
Keberlanjutan, terutama yang berkaitan dengan aspek 

lingkungan dan sosial, sekarang menjadi faktor penting yang 
menentukan daya saing perusahaan dan berkontribusi pada 
keberlanjutan ekonomi (Aura, Aura dan Rubino, 2020). Hal ini 
memiliki pengaruh besar, bahkan dapat dikatakan mengubah secara 
mendasar, terhadap model bisnis serta proses dan produk 
perusahaan. Meskipun perjalanan menuju keberlanjutan 
memerlukan investasi, inovasi, dan perubahan, hal ini harus 
diprioritaskan dengan perencanaan yang matang agar perusahaan 
tidak kehilangan daya saing di pasar dalam waktu dekat. Setiap 
kebijakan lingkungan dan ekonomi harus didasarkan pada penilaian 
dampak lingkungan serta mempertimbangkan aspek sosial yang 
berkaitan dengan kesejahteraan bersama.  

Akuntansi lingkungan, sebagai bagian dari akuntansi sosial, 
berfokus pada struktur biaya dan kinerja lingkungan suatu 
perusahaan (Dudi, 2020). Hal ini menunjukkan fakta bahwa 
perusahaan memengaruhi lingkungan eksternal mereka melalui 
tindakan mereka dan oleh karena itu harus memperhitungkan 
dampak tersebut sebagai bagian dari praktik akuntansi standar 
mereka yang terkait dengan konsep ekonomi eksternalitas. Untuk 
mencegah atau meminimalkan dampak negatif masyarakat dan 
industri terhadap lingkungan, pertama-tama, kita harus menentukan 
dan mengukur dampak tersebut, baik secara fisik maupun moneter. 
Akuntansi lingkungan adalah alat yang dapat kita gunakan untuk 
mengukur atau mendefinisikan dampak pertumbuhan terhadap 
lingkungan. 
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Dalam mendukung keberlanjutan, perusahaan perlu 
mempertimbangkan biaya lingkungan. Mengenali biaya-biaya 
lingkungan membantu bisnis mengintegrasikan dampak lingkungan 
ke dalam keputusan keuangan, dengan tujuan mengurangi 
pengeluaran yang tidak perlu dan meningkatkan kinerja 
keberlanjutan (Okafor, Egbunike dan Chinedu F, 2013). 

Biaya lingkungan merupakan elemen pokok dalam 
praktik akuntansi lingkungan. Hubungan antara keduanya adalah, 
akuntansi lingkungan tidak akan optimal tanpa identifikasi dan 
pengukuran biaya lingkungan. Sebaliknya, pencatatan biaya 
lingkungan melalui akuntansi lingkungan memungkinkan 
manajemen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta 
mendukung keberlanjutan perusahaan. Dengan kata lain, biaya 
lingkungan adalah objek utama yang dikelola, diukur, dan dilaporkan 
dalam sistem akuntansi lingkungan perusahaan modern (Bagas, 
Riani dan Ekawati, 2023). 

Biaya lingkungan dalam akuntansi melibatkan identifikasi, 
pengukuran, dan alokasi biaya terkait dampak lingkungan, termasuk 
biaya pencegahan, pembersihan, dan kepatuhan. Biaya lingkungan 
berperan penting dalam bisnis masa kini, didorong oleh 
meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan, regulasi yang 
lebih ketat, dan meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan 
perusahaan. 

Akuntansi biaya lingkungan membantu dalam pengambilan 
keputusan berkelanjutan dengan memberikan perusahaan informasi 
terperinci tentang biaya yang terkait dengan dampak lingkungan 
mereka, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi peluang 
penghematan biaya dan peningkatan efisiensi yang sejalan dengan 
tujuan keberlanjutan (Mutmainah dan Suwedy, 2024). 

Melalui penerapan akuntansi biaya lingkungan, perusahaan 
dapat menjamin kepatuhan terhadap peraturan hukum, yang pada 
akhirnya akan mengurangi biaya operasional (Murti, 2022). Selain 
itu, akuntansi biaya lingkungan juga berfungsi sebagai alat ukur 
untuk menilai biaya dan kualitas layanan. Proses implementasi 
akuntansi ini menghasilkan informasi yang berguna untuk 
pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengawasan, dan 
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pemantauan lingkungan, baik di dalam maupun di luar perusahaan 
(Murti, 2022). 

Berbeda dengan biaya konvensional yang berorientasi pada 
pencatatan transaksi dan aktivitas yang langsung terkait dengan 
proses bisnis inti, biaya lingkungan memperluas cakupan akuntansi 
dengan memasukkan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan, 
baik berupa biaya nyata (direct cost) maupun yang tersembunyi atau 
bersifat eksternal (externality). Dengan demikian, pendekatan biaya 
lingkungan memperkaya informasi untuk pengambilan keputusan 
yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan. 

Biaya lingkungan dikategorikan menjadi biaya langsung 
(misalnya, pembuangan limbah) dan biaya tidak langsung (misalnya, 
peralatan pengendalian polusi). Metode pengukuran meliputi 
akuntansi biaya penuh dan biaya siklus hidup, mengikuti standar 
seperti akuntansi manajemen lingkungan. Aplikasi praktis 
membantu organisasi meningkatkan keputusan keberlanjutan dan 
kepatuhan terhadap peraturan. 

Hansen, Mowen dan Heitger (2021) menjabarkan bahwa biaya 
lingkungan dapat menjadi bagian yang cukup besar dari total biaya 
operasional perusahaan, namun banyak dari biaya tersebut dapat 
dikurangi atau dihilangkan melalui pengelolaan yang tepat. Sebagai 
contoh, pemahaman terhadap biaya lingkungan dan penyebabnya 
dapat mendorong perancangan ulang proses produksi, yang pada 
akhirnya mengurangi penggunaan bahan baku dan emisi polutan ke 
lingkungan (memanfaatkan hubungan antara inovasi dan insentif 
pengurangan biaya). Dengan cara ini, biaya lingkungan saat ini 
maupun di masa depan dapat ditekan, sehingga perusahaan menjadi 
lebih kompetitif. Untuk menyediakan informasi keuangan yang 
akurat, sangat penting untuk mendefinisikan, mengukur, 
mengklasifikasikan, dan mengalokasikan biaya lingkungan ke proses, 
produk, dan objek biaya lain yang relevan. 

 

7.2 Klasifikasi dan Komponen Biaya Lingkungan 
Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan karena 

adanya atau kemungkinan adanya kualitas lingkungan yang buruk 
(Hansen, Mowen dan Heitger, 2021). Dengan demikian, biaya 
lingkungan berkaitan dengan penciptaan, deteksi, pemulihan, dan 
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pencegahan degradasi lingkungan (Hansen, Mowen dan Heitger, 
2021). Dengan definisi ini, (Hansen, Mowen dan Heitger, 2021) 
mengklasifikasikan biaya lingkungan menjadi empat kategori: 
1. Biaya pencegahan (prevention cost) 

Biaya pencegahan merupakan biaya kegiatan yang dilakukan 
untuk mencegah timbulnya kontaminan dan/atau limbah yang 
dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. 
Contoh: biaya pengelolaan limbah, biaya sertifikasi, pelatihan 
lingkungan. 

2. Biaya deteksi (detection cost) 
Biaya deteksi adalah biaya aktivitas yang dilakukan untuk 
menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lain dalam 
perusahaan mematuhi standar lingkungan yang tepat. 
Contoh: audit lingkungan, pengujian kontaminasi. 

3. Biaya kegagalan internal (internal failure cost) 
Biaya kegagalan internal merupakan biaya aktivitas yang 
dilakukan karena kontaminan dan limbah telah dihasilkan tetapi 
belum dibuang ke lingkungan. Dengan demikian, biaya 
kegagalan internal dikeluarkan untuk menghilangkan dan 
mengelola kontaminan atau limbah setelah dihasilkan. 
Contoh: pengolahan limbah beracun, daur ulang sisa produk. 

4. Biaya kegagalan eksternal (external failure cost). 
Biaya kegagalan eksternal adalah biaya aktivitas yang dilakukan 
setelah membuang kontaminan dan limbah ke lingkungan. Biaya 
kegagalan eksternal yang terealisasi adalah biaya yang 
dikeluarkan dan dibayar oleh perusahaan. Biaya kegagalan 
eksternal (sosial) yang belum terealisasi disebabkan oleh 
perusahaan tetapi dikeluarkan dan dibayar oleh pihak di luar 
perusahaan. Kategori ini menimbulkan kesulitan ekonomi 
terbesar bagi suatu organisasi. Biaya eksternal seperti dampak 
negatif (polusi udara/air, kerusakan ekosistem) yang dirasakan 
masyarakat luas, serta biaya citra dan hubungan dengan 
stakeholder. 
Contoh: rekondisi tanah tercemar, pemulihan lahan ke kondisi 
alami. Tabel 7.1 menunjukkan klasifikasi biaya lingkungan 
berdasarkan jenis aktivitas. 
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Tabel 7.1. Klasifikasi Biaya Lingkungan Berdasarkan Jenis Aktivitas 
Aktivitas Pencegahan Aktivitas Kegagalan Internal 
a. Melaksanakan studi 

lingkungan 
b. Merancang proses 
c. Merancang produk 
d. Mengevaluasi dan 

memilik pemasok 
e. Mengevaluasi dan 

memilih peralatan 
pengendalian polusi 

f. Mengaudit risiko 
lingkungan 

g. Mengembangkan sistem 
manajemen lingkungan 

h. Mendaur ulang produk 
i. Memperoleh sertifikasi 

ISO 14001 
 

a. Mengoperasikan 
peralatan pengendalian 
polusi 

b. Mengolah dan membuang 
limbah beracun 

c. Memelihara peralatan 
polusi 

d. Memberikan izin kepada 
fasilitas untuk 
memproduksi 
kontaminan 

e. Mendaur ulang sisa 
(scrap) 

 

Aktivitas Deteksi Aktivitas Kegagalan Enternal 
a. Mengaudit kegiatan 

lingkungan 
b. Memeriksa produk dan 

proses 
c. Mengembangkan 

langkah-langkah kinerja 
lingkungan 

d. Menguji kontaminasi 
e. Memverifikasi kinerja 

lingkungan pemasok 
f. Mengukur tingkat 

kontaminasi 
g. Membersihkan danau 

yang tercemar 
h. Membersihkan tumpahan 

minyak 

a. Membersihkan danau 
yang tercemar 

b. Membersihkan tumpahan 
minyak 

c. Membersihkan tanah 
yang terkontaminasi 

d. Menyelesaikan klaim 
cedera pribadi (berkaitan 
dengan lingkungan) 

e. Memulihkan lahan ke 
kondisi alami 

f. Kehilangan penjualan 
karena reputasi 
lingkungan yang buruk 

g. Menggunakan material 
dan energi secara tidak 
efisien 
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i. Membersihkan tanah 
yang terkontaminasi 

h. Menerima perawatan 
medis karena udara yang 
tercemar (S) 

i. Kehilangan lapangan 
kerja karena kontaminasi 
(S) 

j. Kehilangan danau untuk 
penggunaan rekreasi (S) 

k. Merusak ekosistem akibat 
pembuangan limbah 
padat (S) 

Sumber: (Hansen, Mowen and Heitger, 2021) 
 

Hansen, Mowen dan Heitger (2021) menjelaskan bahwa 
pelaporan biaya lingkungan sangat penting jika suatu organisasi 
serius ingin meningkatkan kinerja lingkungannya dan 
mengendalikan biaya lingkungan. Pelaporan biaya lingkungan 
berdasarkan kategori mengungkapkan dua hasil penting: (1) 
dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan dan (2) 
jumlah relatif yang dikeluarkan di setiap kategori. Berikut contoh 
kasus penyusunan laporan biaya lingkungan yang sederhana.  
Informasi: 
Biaya operasional PT. ABC pada 31 Desember 2024 sebesar 
Rp3.500.000.000. Aktivitas biaya lingkungan yang terjadi adalah 
sebagai berikut: 

Deteksi tingkat kontaminasi Rp40.000.000 
Daur ulang sisa (scrap) 100.000.000 
Perancangan produk 10.000.000 
Restorasi lahan 150.000.000 
Pembersihan sungai 200.000.000 
Evaluasi peralatan pengendalian polusi 75.000.000 
Pengolahan limbah beracun 120.000.000 
Audit kegiatan lingkungan 85.000.000 

 
Diminta: susunlah laporan biaya lingkungan, klasifikasikan 

biaya berdasarkan kategori kualitas dan nyatakan masing-masing 
sebagai persentase dari total biaya operasi. 
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Solusi: 
PT. ABC 
Laporan Biaya Lingkungan 
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 
(dalam ribuan rupiah) 
 
 

Biaya Lingkungan 

Persentase 
dari Biaya 
Operasional 

Biaya pencegahan:    
   Perancangan produk Rp10.000   
   Evaluasi peralatan 
pengendalian polusi 75.000 Rp85.000 2,43% 
Biaya deteksi:    
   Deteksi tingkat 
kontaminasi 40.000   
   Audit kegiatan 
lingkungan 85.000 125.000 3,57% 
Biaya kegagalan 
internal:    
   Daur ulang sisa (scrap) 100.000   
   Pengolahan limbah 
beracun 120.000 220.000 6,28% 
Biaya kegagalan 
eksternal:    
   Restorasi lahan 150.000   
   Pembersihan sungai 200.000 350.000 10% 
Total Biaya lingkungan  780.000 22,28% 

 
Biaya lingkungan mencapai 22,28 persen dari total biaya 

operasional, yang tampaknya merupakan jumlah yang signifikan. 
Mengurangi biaya lingkungan dengan meningkatkan kinerja 
lingkungan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan secara 
signifikan. 
 

7.3 Pengukuran dan Pelaporan Biaya Lingkungan 
7.3.1 Pengukuran Biaya Lingkungan 

Mengukur biaya lingkungan melibatkan proses sistematis 
untuk mengidentifikasi, mengenali, mengkuantifikasi, dan 
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melaporkan pengeluaran keuangan terkait dampak lingkungan 
perusahaan. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi aktivitas 
yang menghasilkan biaya lingkungan, seperti pembuangan limbah 
dan pengendalian polusi, diikuti dengan pencatatan biaya-biaya 
tersebut saat terjadi menggunakan metode seperti metode biaya 
historis, biaya berbasis aktivitas, penilaian kontinjensi, dan akuntansi 
biaya aliran material. Dampak lingkungan seringkali diukur secara 
fisik dan kemudian dikonversi menjadi nilai moneter. Kuantifikasi 
mencakup penghitungan biaya langsung seperti pengolahan limbah 
dan estimasi biaya tidak langsung atau tersembunyi seperti liabilitas 
masa depan atau kerusakan reputasi, dengan mempertimbangkan 
biaya internal dan eksternal. Akhirnya, biaya-biaya ini dilaporkan 
secara transparan dalam laporan keuangan atau laporan 
keberlanjutan, seringkali terpisah dari biaya konvensional, untuk 
membantu pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan 
terhadap peraturan. 

Pengukuran dalam akuntansi biaya lingkungan bertujuan 
untuk mengkuantifikasi besaran biaya lingkungan yang sudah 
teridentifikasi (Zeng, He dan Shi, 2019). Proses pengukuran ini 
dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menghitung jumlah, 
volume, serta harga satuan melalui analisis terhadap unit 
pengukuran dan atribut tertentu. Menurut Zeng, He dan Shi (2019), 
terdapat beberapa biaya lingkungan yang sulit diukur menggunakan 
satuan mata uang karena perusahaan belum menemukan metode 
pengukuran yang tepat atau masih menggunakan metode dari 
perusahaan lain yang dianggap relevan. Akibatnya, sebagian 
perusahaan hanya mampu memberikan perkiraan terhadap biaya 
lingkungan tersebut, sehingga angka biaya lingkungan yang 
tercantum dalam laporan keuangan mungkin belum sepenuhnya 
mencerminkan tingkat kerusakan lingkungan yang sebenarnya 
(Murti, 2022). 

Pengukuran biaya lingkungan menggabungkan identifikasi 
pengeluaran terkait lingkungan, penerapan teknik pengukuran yang 
tepat (seperti biaya historis, ABC, penilaian kontingensi, atau MFCA), 
dan menerjemahkan dampak lingkungan fisik ke dalam istilah 
moneter untuk akuntansi dan pelaporan yang komprehensif (Bagas, 
Riani dan Ekawati, 2023; Debana Maharani, Nasution dan Harmain, 
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2024). Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk lebih 
memahami struktur biaya lingkungan mereka, meningkatkan kinerja 
lingkungan, mematuhi peraturan, dan mendukung keputusan 
manajemen yang berkelanjutan. 

Sahu et al. (2021) menjabarkan teknik MCFA (Material Flow 
Cost Accounting) yang dapat digunakan dalam pengukuran biaya 
lingkungan. MCFA merupakan alat diagnostik yang membantu 
meningkatkan produktivitas melalui pengurangan penggunaan 
material, energi, dan sumber daya manusia. MFCA memungkinkan 
perusahaan untuk memvisualisasikan aliran material dalam proses 
produksi. Collatto et al. (2021) mengajukan teknik MEED 
(Measurement and Evidencing of Environmental Debt Method) yang 
dapat memfasilitasi pengukuran akuntansi biaya lingkungan karena 
metode tersebut dapat menginformasikan penilaian biaya eksternal 
dan kewajiban lingkungan. 

Tantangan dalam pengukuran sering kali muncul karena 
beberapa biaya lingkungan tersembunyi dalam biaya overhead atau 
bersifat kontingensi dan sulit diukur secara tepat. Oleh karena itu, 
perusahaan dapat menggunakan estimasi atau kerangka kerja 
akuntansi lingkungan khusus untuk meningkatkan akurasi. 

 
7.3.2 Pelaporan Biaya Lingkungan 

Pelaporan biaya lingkungan merupakan penyajian biaya 
lingkungan secara jelas dan terpisah dalam laporan keuangan 
ataupun laporan keberlanjutan perusahaan, meliputi: 
1. Penyajian pada laporan laba rugi sebagai biaya operasional atau 

overhead yang terkait lingkungan. 
2. Pengungkapan biaya lingkungan pada catatan atas laporan 

keuangan, terutama jika biaya tersebut material atau berdampak 
signifikan pada kinerja perusahaan. 

3. Pelaporan yang transparan dan akurat meningkatkan 
akuntabilitas serta membantu stakeholder menilai komitmen 
perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab 
lingkungan. Banyak perusahaan saat ini juga mengungkapkan 
biaya lingkungan dalam laporan keberlanjutan terpisah 
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Penyajian biaya lingkungan dalam laporan keuangan biasanya 
dilakukan melalui pos biaya operasional, laporan laba rugi, atau akun 
tertentu yang mewakili pengeluaran yang terkait dengan 
pengelolaan dampak lingkungan. Biaya lingkungan seperti biaya 
pengolahan limbah, perlengkapan kebersihan lingkungan, dan 
tenaga kerja terkait pengelolaan limbah dapat dicatat sebagai bagian 
dari biaya operasional perusahaan. Nama akun yang digunakan bisa 
berbeda-beda, tergantung kebijakan dan kebutuhan perusahaan, 
karena hingga saat ini belum ada ketentuan baku dalam standar 
akuntansi yang mewajibkan nama akun khusus untuk biaya 
lingkungan. 

Pengungkapan biaya lingkungan dilakukan untuk 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap 
pengelolaan lingkungan. Pengungkapan disampaikan secara terbuka, 
terutama di bagian catatan atas laporan keuangan, baik berupa 
rincian kebijakan akuntansi lingkungan, aktivitas pengelolaan 
limbah, maupun realisasi dan anggaran biaya lingkungan yang telah 
dikeluarkan. Pengungkapan yang baik mencakup informasi 
mengenai kebijakan, metode pengukuran, serta rincian realisasi 
biaya dan manfaat yang diperoleh dari aktivitas pelestarian 
lingkungan. 

Dalam praktiknya, pengungkapan biaya lingkungan juga dapat 
dilakukan dalam laporan keberlanjutan (sustainability report) atau 
laporan tahunan perusahaan sebagai bagian dari 
pertanggungjawaban sosial perusahaan. Tujuan utama 
pengungkapan ini adalah memberikan informasi yang relevan agar 
para pengguna laporan keuangan memperoleh gambaran utuh 
mengenai komitmen dan kinerja lingkungan perusahaan, serta 
memberikan masukan bagi pengambilan keputusan ekonomi di 
masa depan 

Tabel 7.2 menunjukkan contoh komponen biaya lingkungan 
dalam perusahaan PT. Matahari Department Store yang disajikan 
dalam laporan keberlanjutan perusahaan tersebut. Selama tahun 
2024, PT. Matahari Department Store telah membayar Rp44,13 
miliar sebagai biaya lingkungan hidup. 
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Tabel 7.2. Biaya Lingkungan Hidup PT. Matahari Department Store 
Tbk 

Komponen Biaya  
(dalam miliar Rupiah) 

2024 2023 2022 

Tas Belanja Lebih Ramah 
Lingkungan 

42,04 27,51 30,88 

Biaya Listrik dari Sumber 
Terbarukan 

0,29 0,04 0,04 

Pengelolaan Sampah dan 
Limbah 

0,11 0,03 0,04 

Peralatan Hemat Energi 1,69 22,02 43,48 
Total 44,13 49,61 74,44 
Sumber: Laporan Keberlanjutan PT. Matahari Department Store 

Tbk. (PT. Matahari Departement Store Tbk, 2024) 
 

7.4 Manfaat dan Tantangan Implementasi Biaya 
Lingkungan 

Secara spesifik, mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam 
sistem akuntansi memungkinkan perusahaan untuk memahami dan 
mengukur dampak finansial dari penggunaan sumber daya, polusi, 
pengelolaan limbah, serta kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini 
menyoroti bagaimana biaya lingkungan secara langsung 
memengaruhi profitabilitas perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat 
mengidentifikasi potensi penghematan melalui efisiensi energi, 
pengurangan limbah, dan teknik produksi yang lebih bersih dengan 
melacak serta menganalisis biaya lingkungan sebagai bagian dari 
akuntansi biaya (Mutmainah dan Suwedy, 2024). Prinsip ini juga 
membantu menginternalisasi eksternalitas lingkungan yang sering 
diabaikan dalam akuntansi tradisional, sehingga mencerminkan 
biaya operasional yang sebenarnya dan mendorong pengelolaan 
sumber daya yang lebih bertanggung jawab (Zahrani dan Sari, 2025). 

Lebih lanjut, integrasi ini memungkinkan perusahaan untuk 
menggabungkan inovasi ramah lingkungan dan langkah-langkah 
keberlanjutan ke dalam strategi keuangan, mendukung pendekatan 
holistik yang menyeimbangkan pengelolaan lingkungan dengan 
kinerja ekonomi. Perusahaan juga dapat mematuhi peraturan 
dengan lebih baik serta meningkatkan reputasi lewat pelaporan 
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biaya lingkungan secara transparan, yang memperkuat kepercayaan 
pemangku kepentingan dan memenuhi tuntutan keberlanjutan yang 
terus meningkat. Selain itu, informasi akuntansi lingkungan yang 
terhubung dengan manajemen strategis memungkinkan 
pengambilan keputusan yang proaktif dan terinformasi terkait 
proses produksi, alokasi sumber daya, dan investasi. 

Dengan mengukur, melacak, dan mengalokasikan biaya 
lingkungan secara sistematis, perusahaan dapat meningkatkan 
efisiensi operasional, mengurangi risiko lingkungan, dan 
berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan jangka panjang, 
sehingga menjadikan tanggung jawab lingkungan sebagai 
keunggulan kompetitif. 

Tantangan utama dalam identifikasi, pengukuran, dan 
pelaporan biaya lingkungan cukup beragam dan kompleks. Dalam 
tahap identifikasi, sulit untuk memisahkan biaya lingkungan dari 
biaya operasional konvensional karena seringkali biaya lingkungan 
tersembunyi di dalam biaya overhead atau biaya umum perusahaan. 
Selain itu, kurangnya standar dan definisi yang jelas dalam 
mengklasifikasikan biaya lingkungan menyebabkan proses 
identifikasi menjadi tidak konsisten. Aktivitas lingkungan yang tidak 
langsung berhubungan dengan produksi, seperti dampak sosial dan 
kerusakan ekosistem, juga sulit diukur secara kuantitatif dalam 
konteks biaya. 

Pada tahap pengukuran, beberapa biaya lingkungan sulit 
diukur dalam satuan moneter karena sifatnya yang tidak langsung, 
misalnya nilai kerusakan ekologi atau biaya sosial akibat polusi. Data 
yang diperlukan untuk mengukur biaya lingkungan sering tidak 
lengkap atau sulit diperoleh, dan metode pengukuran yang 
digunakan belum distandarisasi sehingga bervariasi antar 
perusahaan. Penggunaan estimasi dan asumsi dalam pengukuran 
juga dapat menimbulkan ketidakakuratan yang mempengaruhi 
keandalan angka biaya lingkungan. 

Meskipun pengurangan biaya bisa dicapai melalui perubahan 
dalam model bisnis, proses produksi, atau perubahan sumber energi, 
pendekatan ini seringkali kurang efektif dalam mengukur efisiensi 
energi secara akurat. Selain itu, fokus hanya pada emisi gas rumah 
kaca tanpa mempertimbangkan penggunaan energi dan produksi 
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limbah dapat menyembunyikan ketidakefisienan terkait penggunaan 
kredit karbon. Salah satu solusi utamanya adalah mendorong 
pengukuran dalam satuan fisik selain satuan keuangan, karena hal ini 
memudahkan penetapan target energi dan limbah serta evaluasi 
perbedaan volume yang terjadi. Dalam penghitungan energi, limbah, 
dan biaya lingkungan langsung lainnya, tujuan utama adalah 
mengenali lokasi dan cara penggunaan sumber daya serta timbulnya 
limbah, mengidentifikasi inefisiensi dan pemborosan, sehingga dapat 
memusatkan upaya penghematan dan menugaskan tanggung jawab 
kepada manajer yang bersangkutan. 

Meskipun pengurangan biaya bisa dicapai melalui perubahan 
dalam model bisnis, proses produksi, atau perubahan sumber energi, 
pendekatan ini seringkali kurang efektif dalam mengukur efisiensi 
energi secara akurat (Gray, Adams dan Owen, 2014). Salah satu solusi 
utamanya adalah mendorong pengukuran dalam satuan fisik selain 
satuan keuangan, karena hal ini memudahkan penetapan target 
energi dan limbah serta evaluasi perbedaan volume yang terjadi. 
Dalam penghitungan energi, limbah, dan biaya lingkungan langsung 
lainnya, tujuan utama adalah mengenali lokasi dan cara penggunaan 
sumber daya serta timbulnya limbah, mengidentifikasi inefisiensi 
dan pemborosan, sehingga dapat memusatkan upaya penghematan 
dan menugaskan tanggung jawab kepada manajer yang 
bersangkutan (Gray, Adams dan Owen, 2014). 

Dalam hal pelaporan, kurangnya regulasi yang mewajibkan 
pelaporan biaya lingkungan secara spesifik menyebabkan banyak 
perusahaan belum mengungkapkan informasi ini secara transparan. 
Selain itu, ada kekhawatiran dari perusahaan untuk mengungkapkan 
biaya lingkungan karena takut berdampak negatif pada citra atau 
nilai pasar. Kompleksitas dan kerumitan dalam menyajikan biaya 
lingkungan secara jelas di laporan keuangan maupun laporan 
keberlanjutan juga menjadi hambatan, terutama bagi perusahaan 
yang belum mengintegrasikan sistem akuntansi lingkungan secara 
memadai. 

Keseluruhan tantangan ini perlu diatasi agar pengelolaan biaya 
lingkungan dapat dilakukan secara efektif dan transparan, sehingga 
mendukung keberlanjutan perusahaan dan perlindungan 
lingkungan.  
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BAB 8 
PELAPORAN KEBERLANJUTAN DAN 
GRI STANDARDS 
 
Oleh Novia Rizki 
 
8.1 Pelaporan Keberlanjutan  

Perusahaan pada masa ini bukan hanya menghadapi tuntutan 
ekonomi sebagai tujuan utama, namun harus tanggap terhadap 
perubahan iklim, masalah sosial, dan mengatur pemanfaatan sumber 
daya yang terbatas. Kinerja perusahaan dimasa depan, akan 
dipengaruhi oleh bagaimana mereka menjalankan perusahaan saat 
ini, dimana investor, kreditur, dan konsumen lebih memperhatikan 
kinerja ekonomi, sosial, dan pemenuhan kewajiban pada pemerintah. 

Ikatan Akuntan Indonesia sebagai lembaga resmi yang 
mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di 
Indonesia, pada Juli 2025 telah mengesahkan Pernyataan Standar 
Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 tentang Persyaratan Umum 
Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan serta 
PSPK 2 tentang Pengungkapan Terkait Iklim. Kedua standar ini 
diadopsi dari IFRS S1 dan IFRS S2.  

PSPK 1 dan PSPK 2 mengatur tentang konten inti mengenai tata 
kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Pada 
bagian strategi, menurut PSPK 1, perusahaan harus mengungkapkan 
strategi terkait dengan risiko dan peluang keberlanjutan, dampak 
kini serta dampak risiko keberlanjutan yang akan berpengaruh 
terhadap berbagai aspek dalam perusahaan, dan ketahanan strategi 
dan model bisnis entitas terkait keberlanjutan. Tidak berbeda jauh 
dengan PSPK 1, dalam PSPK 2 entitas juga harus mengungkapkan 
strategi terkait dengan risiko dan peluang terkait iklim, dampak kini 
serta dampak risiko terkait iklim yang akan berpengaruh terhadap 
berbagai aspek dalam perusahaan, dan ketahanan strategi dan model 
bisnis entitas terkait iklim (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). 
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Laporan keberlanjutan atau biasa dikenal dengan sustainability 
report diwajibkan bagi perusahaan yang merupakan lembaga jasa 
keuangan seperti bank, asuransi dan lainnya. Selain itu wajib pula 
bagi emiten dan perusahaan publik mulai tahun 2021 (OJK, 2017). 
Sementara itu, emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
juga diwajibkan menyampaikan laporan keberlanjutan, jika tidak 
maka emiten harus menyampaikan alasan tidak tersedianya laporan 
keberlanjutan. Bagi perusahaan non publik, laporan ini menjadi 
bersifat sukarela. 

OJK mendeskripsikan laporan keberlanjutan sebagai informasi 
terbuka yang disampaikan kepada masyarakat yang menjelaskan 
tentang kinerja ekonomi, keuangan, dan sosial, serta lingkungan 
hidup dimana entitas berada. Umumnya kinerja yang dilaporkan 
adalah kinerja dalam satu tahun. Laporan ini biasanya di 
publikasikan setelah laporan tahunan yang merupakan kewajiban 
utama perusahaan.  

Laporan keberlanjutan juga dianggap sebagai bentuk 
akuntabilitas dan transparansi emiten tentang dampak 
operasionalnya terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Beberapa 
manfaat laporan keberlanjutan dapat dibagi menjadi dampak 
internal dan eksternal (OJK, 2021). 
Manfaat internal diantaranya adalah: 
1. Penguatan visi dan strategi dalam konteks keberlanjutan 
2. Memperkuat manajemen keberlanjutan 
3. Transparansi yang lebih berkualitas dalam hal keberlanjutan  
4. Mempermudah identifikasi kelemahan dan keunggulan 

perusahaan  
5. Serta memotivasi internal perusahaan untuk lebih 

memperhatikan perusahaan. 
 

Manfaat eksternal diantaranya adalah: 
1. Penguatan nama baik perusahaan dan memperoleh 

kepercayaan publik yang tinggi 
2. Kesempatan mendapat investasi dan pembiayaan yang lebih 

terbuka 
3. Meningkatkan hubungan dengan stakeholders 
4. Persaingan yang lebih sehat. 
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SEOJK Nomor 16 tahun 2021 juga menjelaskan bahwa laporan 
keberlanjutan setidaknya memuat beberapa hal berikut: 
1. Penjelasan strategi keberlanjutan. Penjelasan strategi ini 

dapat dilengkapi dengan peta jalan dan komitmen 
perusahaan dalam menjalankan strategi yang dirumuskan. 

2. Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan 
lingkungan hidup. Pada bagian aspek ekonomi ini 
perusahaan dapat menjelaskan tentang kuantitas produksi, 
penjualan, laba, produk ramah lingkungan, serta 
menjelaskan apabila perusahaan memiliki kerjasama dengan 
pihak lokal dalam pengelolaan bisnis berkelanjutan. Pada 
aspek lingkungan perusahaan dapat menjelasnkan tentang 
penggunaan energi, penekanan jumlah produksi emisi, 
penekanan jumlah limbah dan kegiatan pelestarian alam. 
Pada aspek sosial perusahaan bisa menjelaskan tentang 
aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta pemberdayaan 
masyarakat. 

3. Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik. Pada bagian ini 
perusahaan bisa menyusun seperti laporan tahunan dimana 
terdapat visi, misi dan komitmen keberlanjutan, lokasi, skala 
usaha, produk dan layanan, keanggotaan asosiasi, serta 
perubahan yang terjadi secara signifikan. 

4. Penjelasan direksi. Pada bagian ini, perusahaan diminta lebih 
spesifik dalam menjelaskan bagaimana perusahaan 
merespon tantangan dalam strategi keberlanjutan, 
penerapan keuangan dengan prinsip keberlanjutan, serta 
strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. 

5. Tata kelola keberlanjutan. Bagian ini berisi tentang tanggung 
jawab pengelolaan keuangan berkelanjutan, pengembangan 
kompetensi keuangan berkelanjutan, penilaian resiko, 
hubungan dengan stakeholders, dan menguraikan masalah 
terkait dengan keuangan berkelanjutan. 

6. Kinerja keberlanjutan. Bagian ini memuat cukup banyak hal, 
mulai dari membangun budaya yang berdampak pada bisnis 
berkelanjutan, kinerja ekonomi yang terkait dengan 
perbandingan target dan kinerja dari produksi, portofolio, 
pembiayaan dan lainnya. Selain itu, diungkapkan pula 
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tentang kinerja lingkungan hidup yang mencakup 8 aspek, 
diantaranya adalah aspek umum, material, energi, air, 
keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan efluen, serta 
panduan lingkungan hidup. Kinerja sosial terkait dengan 
ketenagakerjaan dan masyarakat juga menjadi bagian dari 
kinerja keberlanjutan. 

7. Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; 
8. Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada, dan 
9. Tanggapan emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan 

balik laporan tahun sebelumnya. 
 

Standar yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun 
laporan keberlanjutan diantaranya adalah: 
1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, yang mewajibkan Perseroan menyampaikan 
laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
(TJSL) dalam Laporan Tahunan. 

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 
No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan 
Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan 
Perusahaan Publik. 

3. Standar Global Reporting Initiative (GRI) 2021, dengan 
kesesuaian: ‘in accordance to the GRI Standards’. 

 

8.2 GRI Standards 
Global Reporting Initiative atau lebih di kenal dengan GRI 

standar adalah kerangka pelaporan dampak ekonomi, lingkungan, 
dan sosial. GRI standar ini disusun dengan tujuan untuk 
meningkatkan transparansi perusahaan dalam pengungkapan upaya 
dan partisipasi dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. GRI 
standar memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan dampak 
dari operasional perusahaan, terutama yang signifikan 
mempengaruhi ekonomi, sosial dan lingkungan, termasuk di 
dalamnya pemenuhan hak asasi manusia serta upaya menanggulangi 
dampak, serta mencegah dampak yang lebih buruk. Maka, selain 
transparansi, standar ini akan meningkatkan akuntabilitas 
perusahaan (GRI, 2022).  
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GRI standar dapat digunakan oleh pemangku kepentingan 
untuk melihat sejauh mana perusahaan memenuhi komponen 
pelaporan dalam laporan kinerja keberlanjutan mereka. Selanjutnya, 
hal tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Investor 
dapat melihat apakah dampak operasional perusahaan serta strategi 
mitigasi mereka akan memberikan pengaruh positif atau negatef 
terhadap investasi mereka dimasa mendatang. Kreditur juga dapat 
memprediksi apakah dampak yang ditimbulkan dapat 
mempengaruhi penerimaan finansial mereka dari pinjaman 
terhadap perusahaan. Sementara itu, Masyarakat sekitar harus 
mampu membaca apakah aktivitas perusahaan akan berpengaruh 
pada kehidupan mereka secara langsung, baik sosial, ekonomi 
maupun lingkungan. 
Standar GRI terdiri dari tiga standar utama: 
1. Standar universal dibagi menjadi tiga yaitu GRI 1, GRI 2 dan 

GRI 3. GRI 1 merincikan tentang persyaratan dan prinsip 
dalam menggunakan GRI. GRI 2 menjelaskan tentang 
pengungkapan tentang organisasi pelapor. Dan GRI 3 
menyatakan tentang pengungkapan dan panduan tentang 
topik material organisasi. 

2. Standar sektor adalah standar yang menyediakan informasi 
mengenai topik material yang potensial. Organisasi memilih 
standar yang sesuai dengan sektor bisnisnya saat 
menentukan topik tersebut serta informasi yang akan 
dilaporkan. 

3. Standar topik merupakan standar pengungkapan informasi 
tentang dampak sehubungan dengan topik tertentu. 
Perusahaan dapat menggunakan daftar topik yang sesuai 
dengan perusahaan mereka setelah menentukan GRI 3. 

 
Konsep utama sebagai dasar laporan keberlanjutan menurut 

GRI Standar: 
1. Dampak 

Pengaruh kegiatan bisnis pada lingkungan, ekonomi dan 
sosial masyarakat harus diungkapkan termasuk pada hak 
asasi manusia. Dampak yang dimaksud baik yang bersifat 
potensial, negatif atau positif, jangka pendek atau jangka 
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panjang, dapat dipulihkan atau tidak, serta dampak ini 
diakibatkan karena kegiatan yang disengaja atau tidak 
sengaja. Dampak ekonomi yang diungkapkan berupa 
dampak ekonomi lokal, nasional, maupun internasional. 
Dampak lingkungan dapat diidentifikasi menjadi dampak 
elemen hidup dan tidak hidup, udara, tanah, air, serta 
ekosistem alam. Dampak sosial masyarakat bisa berupa 
dampak terhadap kelompok tertentu, maupun dampak 
untuk masyarakat luas.  

2. Topik Material 
Perusahaan dapat mengutamakan pelaporan berdasarkan 
topik material yang berhubungan dengan organisasi. 
Beberapa contoh topik material diantaranya adalah 
kesehatan dan keselamatan kerja, antikorupsi, air dan 
limbah. Penentuan topik dapat berdasarkan identifikasi dan 
penilaian dampak operasional perusahaan. 

3. Uji Tuntas 
Uji tuntas memiliki arti bahwa perusahaan telah melakukan 
serangkaian proses identifikasi, pencegahan, mitigasi, dan 
tanggungjawab dalam menangani dampak negatif terhadap 
aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jika tidak 
memungkinkan untuk mengatasi seluruh dampak pada 
seluruh aspek tersebut, maka perusahaan dapat 
mempertimbangan untuk memprioritaskan terhadap 
dampak yang paling signifikan atau kemungkinan 
penanganannya. 

4. Pemangku Kepentingan 
Pemangku kepentingan dapat berupa rekanan bisnis, 
masyarakat sekitar, pegawai, konsumen dan pelanggan, 
pemerintah, komunitas lokal, pemegang saham dan investor, 
kreditor, dan lain sebagainya. Pemangku kepentingan 
memiliki kepentingan masing-masing yang bisa saja berbeda 
antara satu dengan lainnya. Kepentingan ini dapat 
terpengaruh secara positif maupun negatif karena kegiatan 
operasional perusahaan. Dengan melibatkan pemangku 
kepentingan, akan membantu perusahaan untuk 
mengidentifikasi dampak positif dan negatif tersebut. Namun 
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apabila perusahaan tidak memungkinkan untuk melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan, maka perusahaan dapat 
melibatkan pemangku kepentingan yang kredibel atau 
kelompok proksi (contoh: non pemerintah, serikat pekerja). 

 
Pengungkapan yang wajib dimasukkan dalam laporan 

keberlanjutan sesuai dengan panduan GRI 2 (2021): 
1. Organisasi dan Praktik Pelaporan  

a. Pengungkapan organisatoris 
Pengungkapan ini lebih bersifat mengungkapan 
identitas berupa nama perusahaan, jenis kepemilikan 
dan bentuk hukum, Lokasi kantor pusat, dan negara 
operasional. 

b. Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan 
keberlanjutan organisasi 
Pengungkapan ini berfokus pada semua entitas yang 
termasuk dalam laporan keberlanjutan perusahaan.  

c. Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan 
Perusahaan harus menyebutkan periode pelaporan dan 
frekuensi pelaporan keberlanjutan. Periode ini biasanya 
sejalan dengan periode pelaporan financial, jika tidak, 
perusahaan harus menjelaskan alasan ketidakselarasan 
tersebut. 

d. Penyajian kembali informasi 
Jika perusahaan menyajikan kembali informasi yang 
sama dengan periode sebelumnya, perusahaan harus 
menjelaskan alasan penyajian kembali serta implikasi 
dari penyajian kembali informasi tersebut. Penyajian 
kembali informasi dapat dikarenakan informasi 
sebelumnya perlu dikoreksi, atau perlu diubah dalam hal 
metode pengukuran atau jenis usaha. 

e. Penjaminan Eksternal 
Perusahaan harus memberikan penjelasan tentang 
kebijakan dan praktik yang dijalankan untuk 
memperoleh penjaminan eksternal termasuk 
keterlibatan badan tata kelola tertinggi (komisaris dan 
didrektur) dan eksekutif senior terlibat. 
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2. Aktivitas dan Pekerja 
a. Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya 

Perusahaan harus menjelaskan sektor operasi 
perusahaan serta rantai nilai yang berhubungan dengan 
perusahaan, seperti operasional, produk, layanan dan 
pasar tujuannya. Perusahaan juga menjelaskan 
hubungan bisnis yang relevan serta menjelaskan 
perubahan signifikan dari periode sebelumnya jika ada. 

b. Tenaga kerja 
Perusahaan harus dapat melaporkan jumlah tenaga 
kerja yang mereka miliki berdasarkan gender dan 
wilayah kerja. Pekerja dapat dibagi menjadi pekerja 
tetap, tidak tetap, pekerja dengan jam kerja tidak pasti, 
penuh waktu, dan paruh waktu. Perusahaan juga harus 
menambahkan dengan metodologi penyusunan data 
tentang tenaga kerja, informasi kontekstual, dan 
fluktuasi tenaga kerja yang signifikan. 

c. Pekerja yang bukan pekerja langsung 
Perusahaan melaporkan jumlah pekerja yang bukan 
tenaga kerja, metode dan asumsi yang digunakan dalam 
penyusunan data, serta fluktuasi signifikan terkait 
dengan pekerja yang berstatus bukan pekera langsung. 

 
3. Tata Kelola 

a. Struktur dan komposisi tata kelola 
b. Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi 
c. Ketua badan tata kelola tertinggi 
d. Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi 

manajemen dampak 
e. Delegasi tanggung jawab untuk mengelolaa dampak 
f. Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan 

berkelanjutan 
g. Konflik kepentingan 
h. Komunikasi masalah penting 
i. Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi 
j. Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi 
k. Kebijakan remunerasi 
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l. Proses untuk menentukan remunerasi 
m. Rasio kompensasi total tahunan 

 
4. Strategi, Kebijakan, dan Praktik 

a. Pernyataan tentang strategi pembangunan 
berkelanjutan 

b. Komitmen kebijakan 
c. Menanamkan komitmen kebijakan 
d. Proses untuk memperbaiki dampak negatif 
e. Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan 

masalah  
f. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 
g. Asosiasi keanggotaan 

 
5. Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

a. Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan 
b. Perjanjian perundingan kolektif 
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BAB 9 
GREEN BUSINESS DAN STRATEGI 
BERKELANJUTAN 
 
Oleh Fenny Marietza 
 
9.1 Pengantar Green Bisnis dan Keberlanjutan 

Green bisnis atau biasa disebut dengan bisnis hijau adalah 
sebuah pendekatan bisnis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip 
keberlanjutan terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial ke 
dalam seluruh aspek operasional organisasi. Aspek operasional 
dimulai dari desain produk, proses produksi, rantai pasok, hingga 
pemasaran dan pengelolaan limbah. Tujuannya adalah untuk 
mencapai keuntungan finansial dan menciptakan nilai jangka 
panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. 

Definisi green business antara lain adalah sebagai Upaya yang 
dilakukan oleh Organisasi untuk meminimalkan dampak negative 
dari aktivitas ekonomi organisasi terhadap komunitas, Masyarakat, 
ekonomi, dan lingkungan local maupun global (Abdullah et al., 2022). 
Dalam buku Green Business dari Siahaan et al (2024) dikatakan 
bahwa green business adalah pendekatan bisnis yang 
memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dengan menyoroti 
keseimbangan antara profitabilitas, keberlanjutan lingkungan dan 
tanggung jawab sosial. 

Green business juga didefinisikan sebagai kegiatan 
operasional yang mengunakan material ramah lingkungan, 
menghasilkan produk minim limbah, mengelola tenaga kerja dengan 
keberlanjutan hingga metode pengiriman produk yang bertanggung 
jawab (UKMINDONESIA.ID, 2023).  Sehingga dapat dikatakan bahwa 
konsep green business berakar pada gagasan keberlanjutan yang 
mencakup 3 pilar utama atau Triple Bottom Line (3P) yaitu profit, 
people and Planet. 

Penerapan konsep dari green business ini melibatkan bebagai 
strategi dan praktik yang antara lain: (1) inovasi hijau, (2) produksi 
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berkelanjutan, (3) pemasaran hijau, (4) sistem manajemen 
lingkungan (EMS), (5) pelaporan berkelanjutan kepada pemangku 
kepentingan. 
1. Mengapa Green Business Penting? 

Bisnis hijau atau green business sangat penting, global warming 
membuat isu terkait lingkungan menjadi sangat krusial, 
sehingga ada pergeseran ekspektasi pemangku kepentingan 
terhadap Organisasi dan potensi keberlanjutan finansial jangka 
panjang. 
Krisis lingkungan seperti perubahan iklim, penipisan sumber 
daya, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati menuntut 
tanggung jawa atas jalannya bisnis Organisasi. Dengan 
mengadopsi bisnis hijau, Organisasi mengambil peran aktif 
dalam mengurangi jejak ekologis dan menjadi bagian dari Solusi 
masalah lingkungan saat ini (Elkington, 1997; Porter & Kramer, 
2011). 
Adanya perubahan fundamental dalam ekspektasi konsumen 
dan pemangku kepentingan saat ini yaitu konsumen semakin 
peduli terhadap asal-usul produk, dampak lingkungannya, dan 
praktik etis organisasi (Kotler et al., 2012). Investor juga semakin 
mengintegrasikan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola 
(ESG) dalam keputusan investasi mereka, melihatnya sebagai 
indikator risiko dan peluang jangka panjang (Friedman & Miles, 
2006). Selain itu, pemerintah di berbagai negara juga 
memperketat regulasi lingkungan, menjadikan kepatuhan 
sebagai keharusan dan bukan lagi pilihan (Carroll & Shabana, 
2010). 
Meskipun mungkin memerlukan investasi awal, praktik green 
business seringkali mengarah pada efisiensi biaya yang 
signifikan di kemudian hari, misalnya melalui pengurangan 
konsumsi energi, air, dan bahan baku, serta pengelolaan limbah 
yang lebih efektif (Hart, 1995). Inovasi hijau juga dapat 
membuka peluang pasar baru, menciptakan keunggulan 
kompetitif, dan menarik talenta terbaik (Chang, 2011). 
Singkatnya, green business bukan lagi sekadar pilihan, 
melainkan sebuah strategi esensial untuk kelangsungan hidup 
bisnis, planet, dan masyarakat di masa depan. 
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2. Pilar-Pilar Keberlanjutan 
Konsep keberlanjutan seringkali digambarkan melalui Tiga 
Pilar atau Triple Bottom Line (3BL), yang dipopulerkan oleh 
John Elkington pada tahun 1997 yang antara lain: 
a. Profit (Ekonomi): Pilar ini menekankan bahwa suatu 

entitas bisnis harus layak secara ekonomi untuk dapat 
beroperasi secara berkelanjutan. Bukan hanya tentang 
menghasilkan uang, tetapi tentang menciptakan nilai 
ekonomi jangka panjang yang adil dan efisien. Bisnis 
yang berkelanjutan mencari keuntungan melalui 
efisiensi sumber daya, inovasi produk, dan model bisnis 
yang adaptif, tanpa mengorbankan pilar lainnya. Aspek 
ini juga mencakup praktik ekonomi yang adil, seperti 
upah yang layak, investasi dalam komunitas, dan tata 
kelola organisasi yang transparan (Elkington, 1997). 

b. People (Sosial): Pilar ini berfokus pada dampak sosial 
organisasi terhadap karyawan, komunitas lokal, dan 
masyarakat luas. Bisnis yang berkelanjutan harus 
memastikan praktik ketenagakerjaan yang adil (gaji, 
kondisi kerja yang aman dan sehat), menghormati hak 
asasi manusia, berkontribusi pada kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat, serta mendukung keragaman 
dan inklusi. Tujuannya adalah untuk menciptakan 
lingkungan kerja yang positif dan menjadi warga 
korporat yang bertanggung jawab (Carroll, 1991). 

c. Planet (Lingkungan): Pilar ini mengacu pada dampak 
bisnis terhadap lingkungan alam. Organisasi yang 
berkelanjutan berupaya meminimalkan jejak ekologis 
mereka dengan mengurangi polusi (air, udara, tanah), 
mengelola limbah secara bertanggung jawab, 
menggunakan sumber daya secara efisien (energi, air, 
bahan baku), melindungi keanekaragaman hayati, dan 
beralih ke sumber energi terbarukan. Tujuannya adalah 
untuk menjaga kesehatan planet agar dapat mendukung 
kehidupan di masa depan (Hart, 1995). 

 



 

140 

Ketiga pilar ini saling terkait dan saling mendukung. Keuntungan 
tidak boleh dicapai dengan mengorbankan lingkungan atau 
masyarakat, dan sebaliknya. Keseimbangan antara ketiga pilar 
ini sangat penting untuk mencapai pembangunan yang benar-
benar berkelanjutan (Elkington, 1997). 
 

3. Peran Bisnis dalam Pembangunan Berkelanjutan 
Beberapa peran bisnis dalam Pembangunan berkelanjutan 
antara lain: 
a. Innovator Solusi hijau, dengan menciptakan teknologi, 

produk, dan layanan yang lebih efisien energi, ramah 
lingkungan dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, 
material inovatif atau Solusi ekonomi sirkular (Chang, 
2011). 

b. Pendorong efisiensi sumber daya, melalui praktik 
operasional yang efisien, organisasi secara signifikan 
mengurangi konsumsi energi air, bahan baku, yang 
akhirnya nanti mengurangi tekanan pada sumber daya 
alam dan emisi gas rumah kaca (Hart, 1995). 

c. Mencipatakan lapangan kerja yang adil dan beretika, 
dengan menyediakan pekerjaan yang layak, upah yang 
adil, dan kondisi kerja yang aman, serta peluang untuk 
mengembangkan diri dapat memberikan kontribusi 
terhadap kesejahteraan sosial dan mengurangi tingkat 
kemiskinan ( Carroll, 1991). 

d. Agen perubahan dalam rantai pasok, dengan mendorong 
pemasok dan mitra untuk megadopsi praktik yang 
berkelanjutan, mulai dari sumber bahan baku hingga 
distribusi produk jadi (Koplin et al., 2017). 

e. Pendorong perubahan perilaku konsumen melalui 
pemasaran produk dan layanan yang berkelanjutan 
dengan mendidik konsumen untuk membuat pilihan 
yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan 
sekitar dan sosial (Kotler et al., 2012). 

f. Pendukung kebijakan dan regulasi dengan berkolaborasi 
bersama pemerintah dan organisasi non pemerintah 
untuk mendukung pengembangan kebijakan yang 
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mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan (Carroll & 
Shabana, 2010). 

g. Pemberi kontribusi komnitas melalui program tanggung 
jawab sosial (CSR), Organisasi dapat memberikan 
dampak positif pada komunitas local (Porter & Kramer, 
2011). 
 

4. Manfaat Mengadopsi Green Business dan Strategi 
Berkelanjutan 
Manfaat dari mengadopsi green business dan strategi 
berkelanjutan adalah dapat menciptakan reputasi dan citra 
merek Organisasi. selain itu Organisasi dapat melakukan 
penghematan terhadap biaya operasional dengan pengurangan 
konsumsi energi, air dan bahan baku (Hart, 1995), mengurangi 
limbah dan meningkatkan daur ulang, mitigasi risiko regulasi 
dan akses ke modal dan investasi dengan biaya yang lebih 
rendah (Friedman & Miles, 2006). 
Organisasi yang berfokus pada keberlanjutan akan selalu 
berinovasi pada produk, proses dan model bisnis. Inovasi ini 
akan menciptakan diferensiasi di pasar, menghasilkan produk 
dan layanan baru yang diminati, serta membangun keunggulan 
kompetitif jangka panjang (Chang, 2011). Secara keseluruhan, 
mengadopsi green business dan strategi berkelanjutan bukan 
hanya tentang melakukan hal yang benar untuk planet ini, tetapi 
juga tentang membangun bisnis yang lebih tangguh, inovatif, dan 
menguntungkan dalam jangka panjang. 
 

9.2 Prinsip-prinsip Green Business 
1. Efisiensi Sumber Daya (Resource Efficiency) 

 Adalah inti dari operasi bisnis hijau. Prinsip ini berfokus 
pada penggunaan sumber daya alam seperti energi, penggunaan 
air, dan bahan baku yang hemat dengan meminimalkan limbah 
dan emisi karbon. Organisasi dapat mencapai pengurangan 
konsumsi energi dan air dengan menerapkan teknologi hemat 
energi, beralih ke energi terbarukan seperti energi surya, iar atau 
hidroelektrik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan 
bakar fosil, melakukan audit rutin untuk mengidentifikasi area 
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pemborosan energi dan potensi peningkatan, 
mengimplementasikan sistem daur ulang air, mendorong 
karyawan untuk menghemat energi. 
 Optimalisasi bahan baku dan pengelolaan limbah yang 
efektif bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari 
awal hingga akhir siklus produksi. Mengurangi jumlah bahan 
baku yang digunakan dalam produksi dengan mendesain 
produk yang lebih ringkas atau melakukan revisi alur proses 
yang lebih efisien. Selain itu mengganti bahan baku baru dengan 
material daur ulang atau yang berasal dari sumber terbarukan. 
 Efisiensi sumber daya juga menerapkan strategi 3R yaitu 
mengurangi volumbe limbah yang dihasilkan (Reduce), 
menggunakan kembali produk untuk tujuan yang sama atau 
berbeda (Reuse) dan mengumpulkan dan memproses limbah 
untuk diubah menjadi produk baru (Recycle). Tujuan efisiensi ini 
adalah zero waste dengan tujuan limbah diubah menjadi sumber 
daya untuk proses lain. 
 

2. Desain Produk dan Proses yang Ramah Lingkungan 

a. Konsep "Cradle-to-Cradle" 
 Konsep ini dikenalkan oleh William McDonough dan 

Michael Braugart (2002) yang mendorong desain produk 
dan sistem yang sepenuhnya daur ulang dan tidak 
menghasilkan limbah. Material dibagi menjadi dua siklus 
yaitu: 
1) Nutrisi biologis: Dimana material yang dapat 

kembali ke biosfer tanpa membahayakan 
lingkungan. 

2) Nutrisi teknis: material yang dapat terus beredar 
dalam suklus industry tanpa kehilangan kualitas. 

b. Penggunaan Bahan Daur Ulang dan Terbarukan 
Organisasi memaksimalkan penggunaan material yang 
telah didaur ulang untuk mengurangi kebutuhan akan 
bahan baku baru dan limbah, mengutamakan penggunaan 
material yang dapat tumbuh kembali atau diperbarui secara 
alami dalam jangka waktu yang relative singkat, 
memastikan bahwa bahan yang digunakan tidak 
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mengandung zat berbahaya yang dapat mencemari 
lingkungan atau membahayakan Kesehatan manusia 
selama produksi, penggunaan atau pembuangan, 
merancang produk agar mudah dibongkar dan 
komponennya dapat dipisahkan untuk didaur ulang atau 
digunakan kembali (Chung & Kim, 2020). 

 
3. Manajemen Rantai Pasok Berkelanjutan (Sustainable Supply 

Chain Management) 
a. Pemilihan Pemasok yang Bertanggung Jawab 

Memilih pemasok bukan hanya tentang biaya dan 
kualitas, tetapi juga tentang komitmen terhadap 
keberlanjutan. Organisasi hendaknya melakukan audit 
lingkungan dan sosial terhadap pemasok untuk 
memastikan pemasok yang bekerjasama dengan 
Organisasi adalah pemasok yang mematuhi standar 
etika, hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. 
Organisasi juga menetapkan dan menegakkan kode etik 
bagi semua pemasok terkait praktik ketenagakerjaan, 
pengelolaan limbah dan emisi. Selanjutnya adalah 
memprioritaskan pemasok yang memiliki sertifikasi 
keberlanjutan dari pihak ketiga (ISO 14001, Fair Trade, 
dan lainnya) (Sarkis et al., 2011; Koplin et al., 2017). 

b. Logistik Ramah Lingkungan 
Selain pemasok, Organisasi juga berfokus pada aspek 
transportasi dan distribusi dalam rantai pasok. Logistic 
ramah lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak 
lingkungan. Beberapa cara dapat dilakukan oleh 
Organisasi yaitu antara lain: (a) menggunakan software 
perencanaan rute untuk mengurangi konsumsi bahan 
bakar, (b) memilih moda transportasi yang memiliki 
emisi rendah seperti kereta api ayau kapal, (c) 
menerapkan sistem kemasan produk yang dapat didaur 
ulang, (d) menggabungkan pengiriman untuk 
memaksimalkan kapasitas kendaraan dan mengurangi 
jumlah perjalanan, serta € mengoperasikan fasilitas 
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gudang yang hemat energi dan menggunakan sistem 
pengelolaan limbah yang efisien (Zhu et al., 2010). 

 
4. Inovasi Hijau (Green Innovation) 

Inovasi hijau adalah pengembangan produk, proses, layanan, 
atau model bisnis baru yang secara signifikan mengurangi 
dampak lingkungan negatif atau meningkatkan efisiensi sumber 
daya dibandingkan dengan alternatif yang sudah ada. 
a. Pengembangan Produk dan Layanan Ramah Lingkungan 

Inovasi yang berfokus pada penciptaan nilai baru yang 
sekaligus memberikan manfaat lingkungan. Inovasi ini 
antara lain (a) merancang produk yang lebih tahan lama, 
dapat diperbaiki atau diupgrade, mengurangi kebutuhan 
akan penggatian, (b) mengembangkan produk dari 
bahan baku terbarukan, (c) menciptakan peralatan atau 
sistem yang menggunakan energi yang sedikit, dan (d) 
layanan yang berbasis pada ekonomi sirkular yaitu 
model bisnis yang fokus pada penyewaan, sharing, 
perbaikan dan daur ulang, bukan hanya menjual produk 
saja (Chang, 2011; Aguilera-Caracuel & Ortiz-de-
Mandojana, 2013). 

b. Teknologi Bersih 
Adalah teknologi yang mengurangi dampak lingkungan 
melalui efisiensi sumber daya dan pencegahan polusi. 
Pengembangan teknologi seperti panel surya, turbin 
angin, geothermal dan biofuel. Selain itu menggunakan 
teknologi yang dapat menangkap emisi karbon dan 
menyimpannya dibawah tanah, menggunakan teknologi 
dalam pengelolaan limbah dan menjadikannya energi 
atau bahan baku baru. Menggunakan sistem filtrasi air 
dan teknologi AI untuk memantau dan mengoptimalkan 
penggunaan energi, air dan material dalam proses 
industri (Hart, 1995). 

 

9.3 Strategi Bisnis Berkelanjutan 
Strategi bisnis berkelanjutan merupakan strategi dengan 

mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola 
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(ESG) pada setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan 
organisasi. Dengan mengintegrasikan prinsip ESG ini kedalam proses 
bisnis organisasi bukan hanya sekedar kepatuhan namun menjadi 
pendorong nilai Organisasi dan inovasi.  
1. Integrasi Keberlanjutan dalam Visi, Misi, dan Nilai Organisasi 

Mengintegrasikan keberlanjutan dalam visi, misi dan nilai 
Organisasi merupakan langkah untuk memastikan bahwa 
prinsip ESG telah tertanam kuat dalam organisasi. Integrasi ini 
akan menjadi panduan untuk semua Keputusan strategis dan 
aktivitas operasional, menciptakan keseimbangan yang akan 
membantu manajemen untuk bekerja lebih baik, 
mengembangkan budaya yang dapat meningkatkan proses 
bisnis, dan memungkinkan Organisasi untuk mengelola 
anggaran lebih baik lagi. Proses intergrasi dalam visi, misi dan 
nilai Organisasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal 
berikut ini: 
a. Penetapan Tujuan Keberlanjutan yang Jelas: tujuan 

harus spesifik, terukur, dapay dicapai, relevan, terikat 
waktu (SMART). Indikator keberlanjutan yang dapat 
dimasukkan kedalam visi misi dan tujuan organisasi  
terbagi atas tiga kategori seperti lingkugan (misalnya 
jumlah air yang digunakan, daur hidup produk, bahan 
baku, jejak karbon dan emisi CO2), sosial (misalnya 
penanganan keragaman dalam organisasi, kepatuhan 
karyawan, transparansi SDM, dan kesehatan SDM) dan 
tata kelola (misalnya modal kerja, utang, omzet 
organisasi). Dengan memperhatian indikator tersebut, 
organisasi dapat merencanakan tujuan jangka pendek 
dan panjang organisasi yang terukur dan terintegrasi 
dengan kerangka global seperti Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDG). 

b.  Komitmen Manajemen Puncak: merupakan penentu 
keberhasilan implementasi strategi keberlajutan. Tanpa 
keterlibatan dari pimpinan tertinggi, maka inisiatif 
keberlanjutan hanya akan menjadi rencana tanpa ada 
dampak yang nyata. Komitmen ini akan menciptaka 
kepemimpinan yang kuat, peduli pada sistem 
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manajemen mutu, dapat meningkatkan efisiensi kerja 
dan membantu organisasi tetap kompetitif di pasar yang 
semakin ketat. Keterlibatan manajemen puncak 
memainkan peran penting yang dimulai dari 
pengalokasian sumber daya hingga proses evaluasi dan 
monitoring. Dengan demikian, kepemimpinan yang 
berkomitmen menjadikan keberlanjutan sebagai 
investasi strategis yang meningkatkan kinerja bisnis 
secara keseluruhan dan memastikan ketahanan jangka 
panjang. 

 
2. Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) 

a. ISO 14001 dan Standar Relevan Lainnya  
Standar internasional ini adalah standar untuk sistem 
manajemen lingkungan (SML) yang membantu organisasi 
untuk mengidentifikasi, mengendalikan dan memantau 
dampak lingkungan dari kegiatan organisasi. Tujuan 
utamanya adalah membantu Perusahaan untuk mencapai 
tujuan lingkungannya, mematuhi hukum dan regulasi serta 
meningkatkan efisiensi dan kinerja lingkungan. Manfaat 
implementasi ISO 14001 meliputi peningkatan kinerja 
lingkungan, pemenuhan regulasi dan standar, penghematan 
biaya melalui efisiensi, peningkatan reputasi, hubungan 
yang lebih baik dengan pemangku kepentingan, 
pengurangan risiko pencemaran dan denda hukum, 
peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta 
peningkatan peluang bisnis, terutama untuk ekspor dan 
tender.  
Proses implementasi ISO 14001 melibatkan pemahaman 
standar, mendapatkan komitmen manajemen, membentuk 
tim, melakukan analisis kesenjangan, perencanaan, 
implementasi, audit internal, tinjauan manajemen, dan 
mencari sertifikasi, diikuti dengan peningkatan 
berkelanjutan. ISO 14001 berfungsi sebagai kerangka kerja 
strategis, bukan sekadar sertifikasi. Standar ini 
menyediakan pendekatan sistematis dan kerangka kerja 
yang kuat untuk mengintegrasikan pengelolaan lingkungan 
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ke dalam arah strategis organisasi.8 Ini menunjukkan 
bahwa ISO 14001adalah alat strategis yang menstrukturkan 
pendekatan perusahaan terhadap tanggung jawab 
lingkungan, menghasilkan manfaat operasional dan 
reputasi yang nyata. 

b. Audit dan Evaluasi Kinerja Lingkungan 
Audit lingkungan adalah bagian integral dari Sistem 
Manajemen Lingkungan (SML), yang digunakan oleh 
manajemen untuk menentukan apakah sistem 
pengendalian lingkungan perusahaan cukup untuk 
menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan 
internal. Tujuan utama audit lingkungan adalah untuk 
mengevaluasi operasi dan kinerja organisasi pada proses 
produksi apakah telah sesuai dengan hukum dan peraturan 
yang berlaku. Selain itu audit juga dilakukan untuk 
mengidentifikasi risiko yang dapat timbul yang berkaitan 
dengan kelestarian lingkungan hidup. 

 
3. Pelaporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting) 

a. Standar Pelaporan (GRI, SASB, dll.) 

Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi 
internasional yang independent yang didirikan pada tahun 
1997. Standar GRI merupakan standar yang paling banyak 
digunakan secara global untuk pelaporan berkelanjutan. 
Standar ini digunakan untuk mengukur akuntabilitas 
Perusahaan terhadap lingkungannya yang mencakup isu 
lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola.  
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 
merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 
2011 untuk membantu dunia usaha dan investor 
mengembangkan pemahaman yang sama tentang dampak 
finansial dari keberlanjutan. Standar ini spesifik untuk 
industry dan dirancang agar berguna untuk pengambilan 
Keputusan bagi investor dan organisasi. Ada lima dimensi 
keberlanjutan menurut standar ini yaitu lingkungan, modal 
sosial, modal manusia, model bisnis dan inovasi, serta 
kepemimpinan dan tata kelola 
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Carbon Disclosure Project (CDP) adalah organisasi nirlaba 
yang didirikan pada tahun 2000 untuk mendorong 
Perusahaan dan pemerintah untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca, menjaga sumber daya air, dan melindungi 
hutan. Konten pelaporannya berfokus pada iklim, air dan 
hutan. 

b. Transparansi dan Akuntabilitas 

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar untuk 
membangun kepercayaan dan legitimasi organisasi. Tujuan 
inti laporan keberlanjutan adalah untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas, didorong oleh peningkatan 
tuntutan dari pemangku kepentingan. Tuntutan yang 
meningkat dari pemangku kepentingan untuk transparansi 
tidak hanya bersifat etis tetapi juga  bersifat regulasi. Untuk 
itu ada pergeseran dari pengungkapan sukarela menjadi 
pengungkapan wajib, di mana pelaporan menjadi prasyarat 
untuk akses pasar dan kepercayaan investor. Penggunaan 
standar internasional seperti GRI dan SASB, bahkan ketika 
tidak diwajibkan secara ketat, menandakan respons 
strategis terhadap ekspektasi pasar global. Perusahaan yang 
unggul dalam transparansi dan akuntabilitas berada dalam 
posisi yang lebih baik untuk menavigasi lanskap peraturan 
yang berkembang, menarik investor yang bertanggung 
jawab, dan memenuhi harapan publik yang semakin 
terinformasi. Hal ini mengubah pelaporan dari sekadar 
kewajiban menjadi aset strategis untuk penciptaan nilai 
jangka panjang. 

 
4. Keteribatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder 

Engagement) 
Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan indikator 

yang penting bagi keberlanjutan bisnis, karena dapat 
mengurangi risiko konflik dengan Masyarakat di wilayah 
operasional Perusahaan. Selain itu keterlibatan ini membantu 
Perusahaan memprioritaskan masalah guna meningkatkan 
kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi melalui program 
tanggung jawab sosial. Keterlibatan pemangku kepentingan 
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adalah strategi proaktif untuk manajemen risiko dan penciptaan 
nilai. Berbagai sumber menekankan bahwa keterlibatan ini 
"mengurangi konflik", "membantu memprioritaskan masalah”, 
dan "membangun hubungan positif". Hal ini menunjukkan 
pergeseran dari penyelesaian masalah reaktif ke pendekatan 
proaktif di mana pemahaman perspektif pemangku kepentingan 
mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan 
penciptaan nilai bersama 

Sebagai contoh dari bentuk nyata keterlibatan pemangku 
kepentingan di PT BCA yang menekankan kolaborasi antara 
karyawan, pelangan, komunitas dan investor untuk 
pertumbuhan berkelanjutan dan masa depan yang lebih baik. 
BCA memiliki slogan “Life to Empower” yang merupakan sebuah 
semangat kolaboratif proaktif. Dengan adanya keterlibatan 
pemangku kepentingan, maka potensi kewajiban seperti konflik 
komunitas dapat diubah menjadi aset yang berupa dukungan 
komunitas untuk program-program organisasi yang telah 
disusun terutama program CSR. 

Melakukan dialog dengan pemangku kepentingan juga 
berfungsi sebagai umpan balik untuk adaptasi strategis dengan 
memahami kebutuhan dan kepentingan dari berbagai pihak. 
Dengan adanya dialog dengan berbagai pemangku kepentingan 
memungkinkan bagi organisasi untuk mengidentifikasi risiko 
yang muncul, menemukan peluang baru, dan bersama-sama 
menciptakan Solusi yang lebih berdampak dan tangguh, 
memastikan bahwa upaya keberlanjutan tetap relevan dan 
responsi. 

Selain melakukan dialog, organisasi juga dapat melakukan 
kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi 
adalah filosofi kerja yang membentuk fondasi bagi pertumbuhan 
berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Kolaborasi ini 
penting untuk dapat meningkatkan inovasi melalui pertukaran 
ide, pengetahuan dan keahlian, optimalisasi sumber daya 
organiasi seperti keahlian, teknis, infrastruktur, modal, jaringan 
pelanggan. Kolaborasi juga dapat meningkatkan keunggulan 
kompetitif, menghadapai tantangan kompleks bersama, 
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perluasan jaringan dan akses pasar, pengurangan risiko serta 
peningkatan efisiensi dan efektivitas.  

Kolaborasi dapat melibatkan kemitraan dan aliansi strategis 
untuk mencapai tujuan bersama. Untuk dapat mencapai tujuan 
Pembangunan berkelanjutan, organisasi memerlukan 
kolaborasi termasuk dalam pemberdayaan UMKM dan 
pelestarian lingkungan.  Organisasi yang berkomitmen terhadap 
berkelanjutan harus secara aktif berupaya membangun dan 
berpartisipasi dalam ekosistem kolaboratif. Ekosistem 
kolaboratif ini dilakukan dengan beberapa langkah seperti 
mengidentifikasi mitra strategis, pembinaan kepercayaan, dan 
penyelarasan insentif untuk mencapai dampak kolektif yang 
melampaui batas organisasi individu, menciptakan ekonomi 
yang lebih tangguh dan berkelanjutan. 
 

5. Pemasaran Hijau (Green Marketing) 

a. Komunikasi Nilai Lingkungan Produk/Layanan 
Strategi pemasaran hijau mencakup penggunaan bahan 
ramah lingkungan, pembuangan limbah yang bertanggung 
jawab, pergeseran ke pemasaran elektronik (platform 
digital), penerapan praktik energi terbarukan, penawaran 
program daur ulang, penggunaan sertifikasi dan label ramah 
lingkungan dan kemitraan dengan organisasi lingkungan. 
Pemasaran hijau mencakup prilaku pembelian ramah 
lingkungan, dengan memiliih produk yang dapat didaur 
ulang. Konsumen yang sadar lingkungan akan 
mempertimbangkan dampak lingkungan pada saat 
membeli produk dan akan cenderung memilih produk yang 
memberikan manfaat lebih dari produk konvensional. 
Pemasaran hijau akan mengarahkan produknya pada 
keunggulan yang kompeititif, differensiasi produk, 
peningkatan loyalitas konsumen, kepatuhan terhadap 
regulasi, inovasi, pemenuhan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Pemasaran produk mengarah pada konsep 
pengembangan citra organisasi yang peduli lingkungan, 
melalui program edukasi dan merek produk yang 
dipasarkan. 
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b. Menghindari "Greenwashing" 
Greenwashing adalah taktik pemasaran menyesatkan yang 
digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan citra ramah 
lingkungan palsu, dengan tujuan meningkatkan penjualan 
tanpa benar-benar melakukan perubahan signifikan 
terhadap praktik bisnis yang berdampak negatif pada 
lingkungan. Praktik ini dapat menyebabkan penurunan 
kepercayaan dan kredibilitas konsumen serta investor.  
Organisasi yang menerapkan strategi keberlanjutan dalam 
pemasaran produknya harus menggunakan pesan yang 
jujur, otentik dan transparan pada produk yang di pasarkan. 
Kredibilitas pemasaran hijau sangat bergantung pada 
keaslian produk dan verifikasi produk. Sertifikasi pada 
produk dapat memvalidasi produk yang ditawarkan tidak 
over claim dan sesuai dengan standar. 

 

9.4 Studi Kasus dan Contoh Implementasi 
1. Contoh Organisasi yang Berhasil Menerapkan Green 

Business 
a. Studi Kasus Industri Manufaktur 

Sejumlah perusahaan besar di Indonesia maupun global 
menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan 
melalui beragam inovasi dan program yang berdampak 
langsung pada lingkungan dan masyarakat. Di antaranya, 
Unilever Indonesia telah melaksanakan berbagai inisiatif 
sejak tahun 2015, seperti pembangunan fasilitas sanitasi 
(kamar mandi) di berbagai daerah dan pembentukan 
jaringan bank sampah. Program bank sampah ini berhasil 
mengelola lebih dari 3.700 ton sampah anorganik. Selain itu, 
Unilever juga berinovasi dalam desain produk, seperti 
menciptakan alternatif tutup botol minum berkonsep "sippy 
cup for adults" yang dapat digunakan ulang, sebagai solusi 
pengganti sedotan plastik. Seluruh pendekatan 
keberlanjutan perusahaan ini didasarkan pada kerangka 
kerja Unilever Sustainable Living Plan (USLP) dan diperkuat 
oleh strategi Compass, yang mengedepankan penciptaan 
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nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu untuk 
seluruh pemangku kepentingan. 

Sementara itu, IKEA menempatkan prinsip sustainable 
living di jantung desain dan operasionalnya. Mereka secara 
aktif menggunakan bahan baku dari sumber yang dikelola 
secara bertanggung jawab, termasuk kayu dari hutan 
berkelanjutan dan bahan daur ulang untuk produk-produk 
rumah tangga. Program seperti Blue Bag Project berfokus 
pada peningkatan akses air bersih dan sanitasi, sedangkan 
layanan Removal and Recycling memungkinkan pelanggan 
mendaur ulang furnitur lama. Selain itu, melalui IKEA 
Foundation, perusahaan ini turut mendukung aksi iklim di 
Indonesia, khususnya di sektor-sektor berintensitas energi 
tinggi. 

Apple menonjol dalam inovasi teknologi berkelanjutan, 
dengan pengembangan robot Daisy yang dirancang untuk 
mendaur ulang komponen dari perangkat elektronik. 
Kompleks kantor pusatnya, Apple Park, menggunakan 
energi dari tenaga surya. Pada produk terbarunya, iPhone 
16, Apple berhasil mengintegrasikan bahan-bahan 
berkelanjutan secara signifikan: 85% aluminium daur ulang, 
lebih dari 95% litium daur ulang, dan 100% emas daur ulang 
pada seluruh sistem kamera. Perusahaan ini juga telah 
menetapkan target ambisius untuk mencapai emisi karbon 
netral pada seluruh rantai nilainya pada tahun 2030, dengan 
fokus pada penggunaan bahan terbarukan dan listrik bersih. 

Di industri fashion dan olahraga, Adidas bekerja sama 
dengan Parley for the Oceans dalam memproduksi sepatu 
dari limbah plastik laut. Pada tahun 2019, kolaborasi ini 
menghasilkan sekitar 11 juta pasang sepatu dan mencegah 
lebih dari 2.800 ton plastik mencemari lautan. Adidas telah 
menetapkan target netralitas karbon untuk seluruh 
kegiatan operasionalnya pada tahun 2025, serta 
pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30% dalam 
seluruh rantai pasokannya pada 2030. Strategi mereka 
mencakup penggunaan poliester daur ulang dan kapas yang 
diproduksi secara lebih berkelanjutan. 
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Dell Technologies menunjukkan pendekatan kreatif 
dalam pengemasan produk, dengan memanfaatkan bambu 
sebagai bahan kemasan karena sifatnya yang cepat tumbuh, 
kuat, dan tahan lama. Dell juga melakukan daur ulang 
komponen dari perangkat elektronik yang rusak untuk 
digunakan kembali dalam pembuatan produk baru, 
menunjukkan upaya nyata dalam mengurangi limbah 
elektronik. 

Dari sektor minuman, PT Sinar Sosro menerapkan 
prinsip 3K dan RL yang mencakup peduli terhadap kualitas, 
keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Mereka menjalankan 
program "Sekolah Sehat Sosro" yang mendorong 
terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, hijau, dan 
sehat. Selain itu, limbah hasil produksi teh dimanfaatkan 
sebagai kompos, memperkuat pendekatan ekonomi sirkular 
di dalam perusahaan. 

Beberapa perusahaan lokal lainnya juga menunjukkan 
komitmen terhadap praktik industri hijau. Kausa, misalnya, 
memproduksi barang dari bahan daur ulang yang 
dikumpulkan melalui jaringan bank sampah di berbagai 
wilayah Indonesia. Grup Wismilak telah menerapkan sistem 
manufaktur ramah lingkungan melalui penggunaan energi 
surya dalam proses produksinya. GarudaFood juga menjadi 
bagian dari gerakan energi bersih dengan mengoperasikan 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap sebagai 
bagian dari strategi dekarbonisasi dalam sektor makanan 
dan minuman. 

Secara keseluruhan, berbagai contoh di atas 
menggambarkan bahwa keberlanjutan bukan hanya 
menjadi agenda perusahaan multinasional, tetapi juga mulai 
diadopsi oleh pelaku industri nasional. Baik melalui inovasi 
produk, efisiensi energi, pengelolaan limbah, maupun 
perubahan model bisnis, perusahaan-perusahaan ini 
membuktikan bahwa keberlanjutan dapat berjalan seiring 
dengan penciptaan nilai ekonomi dan tanggung jawab sosial 
yang lebih luas. 
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Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan praktik 
bisnis ramah lingkungan—seperti efisiensi energi, 
pengelolaan limbah, dan penggunaan bahan baku yang 
berkelanjutan—berkontribusi positif terhadap kinerja 
keuangan, profitabilitas, dan daya saing perusahaan 
manufaktur. Dengan menerapkan prinsip industri hijau, 
perusahaan tak hanya dapat menghemat biaya operasional, 
tetapi juga memperkuat citra dan reputasi mereka di mata 
publik dan pemangku kepentingan. Perjalanan menuju 
manufaktur hijau tidak bersifat seragam. Ada banyak jalur 
yang bisa ditempuh, tergantung pada karakteristik industri, 
jenis produk, dan konteks operasional masing-masing 
perusahaan. Pendekatan yang fleksibel ini terbukti mampu 
memberikan manfaat nyata, baik bagi lingkungan maupun 
posisi keuangan perusahaan. 

Kunci keberhasilan dalam transformasi ini terletak 
pada inovasi dan kolaborasi. Contohnya, Apple dengan 
robot daur ulangnya “Daisy” dan kolaborasi Adidas dengan 
“Parley for the Oceans” menunjukkan bagaimana teknologi 
canggih dan kemitraan strategis dapat mendorong inisiatif 
hijau yang berdampak besar. Perubahan ini bukan sekadar 
perbaikan kecil, melainkan sering kali memerlukan 
investasi besar dalam riset dan pengembangan, serta 
kemitraan dengan pihak eksternal. Bagi perusahaan 
manufaktur yang ingin meraih dampak lingkungan yang 
signifikan sekaligus menciptakan keunggulan kompetitif, 
kuncinya adalah keberanian untuk berinovasi—baik dalam 
teknologi maupun proses bisnis—serta keterbukaan untuk 
berkolaborasi. Pendekatan ini membantu mendorong 
keberlanjutan melampaui batas-batas internal perusahaan, 
hingga menciptakan pengaruh positif pada rantai pasokan 
dan ekosistem industri secara lebih luas. 
 

b. Studi Kasus Industri Jasa 

Starbucks telah menetapkan target ambisius untuk 
menurunkan emisi karbon, penggunaan air, dan jumlah 
limbah hingga 50% pada tahun 2030. Berbagai inisiatif telah 
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diluncurkan, termasuk pengembangan *Greener Stores* 
yang dirancang untuk menekan konsumsi energi sebesar 
30% dan penggunaan air sebesar 20%. Perusahaan ini juga 
mengimplementasikan program donasi makanan serta 
melakukan uji coba terhadap penggunaan cangkir yang 
dapat dipakai ulang. Namun demikian, upaya tersebut 
menghadapi sejumlah tantangan. Antara tahun 2019 hingga 
2022, emisi Starbucks justru mengalami peningkatan 
sebesar 14%. Selain itu, kritik diarahkan pada penggunaan 
tutup minuman tanpa sedotan yang ternyata membutuhkan 
lebih banyak plastik, konsumsi lebih dari satu miliar cangkir 
kertas setiap tahun, serta isu-isu serius seperti deforestasi 
dalam rantai pasok kopi dan pelanggaran hak tenaga kerja 
di perkebunan yang telah bersertifikasi. 

Sementara itu, sektor jasa keuangan juga menunjukkan 
peran strategis dalam mendorong keberlanjutan, 
sebagaimana ditunjukkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. Pada tahun 2023, Bank Mandiri menyalurkan 
pembiayaan berkelanjutan senilai Rp264,1 triliun, yang 
mencakup 24,3% dari total portofolio kredit dan mengalami 
kenaikan sebesar 15,4% dibandingkan tahun sebelumnya. 
Dengan pangsa pasar mencapai 30%, Bank Mandiri menjadi 
salah satu pelaku utama dalam pembiayaan hijau di 
Indonesia. Portofolio produk berkelanjutannya meliputi 
Obligasi Hijau (*Green Bonds*), Pinjaman Kendaraan 
Listrik, Pinjaman Panel Surya, Sukuk Hijau, serta Reksa Dana 
berbasis prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG). 
Di samping itu, Bank Mandiri juga aktif mendorong transisi 
energi bersih, dengan peningkatan pembiayaan energi 
terbarukan hingga 60% setiap tahun, serta mendukung 
praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui 
promosi sertifikasi ISPO dan RSPO. 

Tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, entitas 
perdagangan ritel seperti PT Matahari Department Store 
juga menunjukkan kepedulian terhadap aspek lingkungan. 
Meskipun bukan perusahaan manufaktur, keduanya 
berkontribusi melalui praktik daur ulang limbah, 
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penyediaan produk ramah lingkungan, pengurangan 
penggunaan plastik dan kertas, serta pengurangan emisi gas 
rumah kaca. 

Di sektor industri teknologi, Volvo Aero 
memperkenalkan model bisnis berbasis *penjualan 
fungsional* di mana pelanggan tidak lagi membeli mesin 
secara utuh, melainkan membayar berdasarkan "daya guna 
per jam." Model ini mendorong penyedia jasa untuk terus 
melakukan optimasi dan pemeliharaan terhadap 
produknya sepanjang siklus hidup, sekaligus mengurangi 
konsumsi bahan bakar dan dampak lingkungan yang 
ditimbulkan. 

Sementara itu, perusahaan penyedia layanan energi 
(*Energy Service Companies/ESCOs*) memberikan solusi 
efisiensi energi dengan skema berbasis kinerja. Mereka 
menanggung risiko implementasi dan dibayar berdasarkan 
jumlah penghematan energi yang berhasil dicapai, 
menjadikan efisiensi sebagai inti dari model bisnis mereka. 

Model ekonomi berbagi juga mencerminkan 
pergeseran paradigma kepemilikan dalam upaya 
mengurangi konsumsi berlebih dan dampak lingkungan. 
Praktik seperti *car-sharing*, *car-pooling*, serta 
penggunaan properti bersama untuk liburan 
memungkinkan konsumen menikmati manfaat akses tanpa 
harus memiliki aset secara fisik. Demikian pula, kemajuan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti layanan 
*telepresence* dan konferensi video telah menggantikan 
kebutuhan akan perjalanan fisik, secara signifikan menekan 
emisi dari sektor transportasi. 

Secara keseluruhan, sektor jasa memiliki peran yang 
semakin signifikan dalam mendorong keberlanjutan. Upaya 
mereka tidak hanya terbatas pada pengurangan jejak 
lingkungan dari operasional internal, seperti yang dilakukan 
Starbucks, tetapi juga pada pemanfaatan layanan inti 
sebagai alat untuk memengaruhi transformasi sistemik—
sebagaimana ditunjukkan oleh Bank Mandiri. Selain itu, 
pendekatan seperti *penjualan fungsional* dan *model 
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ekonomi berbagi* menunjukkan bahwa kontribusi sektor 
jasa terhadap pembangunan berkelanjutan kerap 
melibatkan inovasi mendasar dalam model bisnis. 
Transformasi ini memisahkan penciptaan nilai dari 
kepemilikan aset atau konsumsi sumber daya secara 
intensif. 

Dengan demikian, sektor jasa memiliki potensi besar 
untuk mendorong keberlanjutan tidak hanya melalui 
efisiensi operasional, tetapi juga melalui desain ulang model 
bisnis yang mendukung kolaborasi, penghematan sumber 
daya, dan pengalokasian modal ke arah inisiatif hijau. 
Perubahan ini berkontribusi terhadap terciptanya ekonomi 
yang lebih tangguh, inklusif, dan berorientasi jangka 
panjang. 

 
2. Pembelajaran dan Tantangan dalam Penerapan Strategi 

Berkelanjutan 
Untuk menerapkan strategi bisnis berkelanjutan, ada beberapa 
tantangan yang dihadapi oleh organisasi seperti: 
a. Biaya awal yang tinggi untuk investasi teknologi hijau, 

pengembanagn produk ramah lingkungan, pelatihan 
karyawan. 

b. Kesulitan dalam mengukur dampak lingkungan dan 
sosial secara penuh, seperti menilai peningkatan 
kesejahteraan sosial dari program csr yang dilakukan. 

c. Perubahan pola piker dan budaya organisasi disemua 
tingkatan organisasi. 

d. Kurangnya pengetahuan dan sumber daya yang terlatih 
di bidang keberlanjutan, akses teknologi dan alat yang 
diperlukan. 

e. Ketidakpastian ekonomi atau ketidakpastian pasar. 
f. Kompleksitas regulasi  
g. Kurangnya dukungan dari stakeholder 
h. Kesenjangan keterampilan dengan pola pikir 

keberlanjutan 
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Dari tantangan tersebut, sehingga organisasi harus 
melakukan strategi untuk mengatasinya seperti: 
a. Implementasi bertahap untuk konsep keberlanjutan 

dalam organisasi 
b. Pengelolaan sumberdaya yang efisien melalui 

penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah dan 
daur ulang. 

c. Inovasi produk dan layanan 
d. Memberdayakan sumber daya manusia yang ada melalui 

pelatihan tentang praktik keberlanjutan dan 
berkolaborasi dengan komunitas lokal dalam proyek 
lingkungan dan sosial 

e. Menggunakan teknologi hijau untuk efisiensi 
f. Memanfaatkan asosiasi industri untuk mendapatkan 

pembaruan regulasi dan praktik terbaik. 
g. Patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh 

pemerintah terkait praktik keberlanjutan. 
 

9.5 Kesimpulan 
Bisnis hijau dan strategi keberlanjutan merupakan strategi 

yang harus diterapkan oleh organisasi untuk dapat berkelanjutan 
dimasa yang akan datang. Mengintegrasikan keberlanjutan dimulai 
dari visi, misi, tujuan organisasi dan nilai Perusahaan dengan 
memastikan bahwa prinsip-prinsip ESG telah menjadi panduan 
dalam pengambilan Keputusan organisasi. 

Implementasi sistem manajemen lingkungan (SML) melalui 
implementasi ISO 14001 akan menyediakan kerangka kerja 
sistematis untuk mengelola dampak lingkungan didukung oleh audit 
dan evaluasi kinerja yang berfungsi sebagai mekanisme perbaikan 
berkelanjutan dan manajemen risiko. 

Pelaporan keberlanjutan dengan standar GRI dan SASB akan 
mendorong transparansi dan akuntabilitas Perusahaan dengan 
membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan 
memenuhi tuntutan pasar. Keterlibatan pemangku kepentingan 
melalui dialog dan kolaborasi adalah kunci untuk mengelola konflik, 
mengidentifikasi prioritas dan menciptakan nilai Perusahaan. 
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BAB 10 
REGULASI DAN KEBIJAKAN 
LINGKUNGAN DI INDONESIA 
 
Oleh Medina Almunawwaroh 
 

Implementasi akuntansi lingkungan dalam sektor dunia 
usaha dan industri tidak dapat dipisahkan dari kerangka regulasi dan 
kebijakan komprehensif yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai 
panduan strategis. Regulasi memainkan peran yang sangat strategis 
dan fundamental sebagai katalisator utama dalam mendorong 
perusahaan untuk mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke 
dalam sistem akuntansi dan pelaporan mereka secara sistematis dan 
berkelanjutan (Gray & Bebbington, 2001). 

Di Indonesia, dinamika regulasi lingkungan hidup 
mengalami percepatan yang sangat signifikan dan transformatif 
sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 
menjadi landasan hukum utama dan fundamental bagi 
pengembangan berbagai instrumen kebijakan lingkungan yang 
inovatif dan terintegrasi (Soemarwoto, 2004). Percepatan ini 
menciptakan momentum bagi dunia usaha untuk 
mengembangkan sistem akuntansi lingkungan yang tidak hanya 
memenuhi kepatuhan regulasi, tetapi juga mendukung strategi 
bisnis berkelanjutan yang kompetitif. Hal ini menandai era baru 
dalam praktik akuntansi Indonesia yang mengedepankan 
pertanggungjawaban lingkungan sebagai bagian integral dari 
tata kelola korporat yang baik dan transparan. 

Dorongan global yang semakin menguat menuju 
pembangunan berkelanjutan semakin menegaskan pentingnya 
harmonisasi regulasi domestik dengan standar internasional 
yang berlaku secara universal. Komitmen Indonesia yang kuat 
dalam kerangka Paris Agreement dan target pencapaian 
Sustainable Development Goals (SDGs) yang ambisius telah 
melahirkan berbagai kebijakan inovatif dan progresif yang 
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mendukung transformasi ekonomi hijau. Salah satu di antaranya 
adalah Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang dirumuskan 
secara strategis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021). 

Kerangka regulasi yang komprehensif ini tidak hanya 
menciptakan kewajiban kepatuhan (compliance) yang wajib 
dipenuhi perusahaan, tetapi juga membuka peluang yang sangat 
besar bagi pengembangan praktik akuntansi lingkungan yang 
lebih komprehensif dan terintegrasi dalam strategi bisnis 
perusahaan secara holistik (KLHK, 2021). Hal ini menciptakan 
paradigma baru dalam tata kelola korporat di mana aspek 
lingkungan tidak lagi dipandang sebagai beban biaya, melainkan 
sebagai investasi strategis jangka panjang yang dapat 
menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif 
berkelanjutan bagi perusahaan di era ekonomi hijau yang 
semakin kompetitif. 

 

10.1 Landasan Hukum dan Regulasi Lingkungan di 
Indonesia 

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia memiliki 
dasar konstitusional yang sangat kuat dan komprehensif, 
menempatkannya sebagai bagian integral dari hak asasi manusia 
fundamental dan kewajiban konstitusional negara, termasuk hak 
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga 
negara. Sementara itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 
dengan tegas menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
sepenuhnya oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat Indonesia, dengan menerapkan 
prinsip pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan hidup. Landasan konstitusional yang 
kokoh ini kemudian menjadi pijakan fundamental dan strategis 
dalam pengembangan berbagai regulasi komprehensif yang 
secara aktif mendorong dan mengamanatkan penerapan sistem 
akuntansi lingkungan di berbagai sektor usaha dan industri 
(Hardjasoemantri, 2009). 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) 
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menjadi kerangka hukum utama dan komprehensif dalam 
pengelolaan lingkungan secara menyeluruh di Indonesia, 
menggantikan UU sebelumnya dengan pendekatan yang lebih 
progresif dan holistik. UU ini memperkenalkan berbagai 
pembaruan penting dan inovatif dalam hukum lingkungan 
nasional, antara lain prinsip tanggung jawab mutlak untuk 
kegiatan berisiko tinggi yang berpotensi mencemari lingkungan, 
serta prinsip pencemar membayar yang secara langsung dan 
konkret terkait dengan penerapan sistem akuntansi biaya 
lingkungan dalam operasional perusahaan (Rangkuti, 2005). 
Selain itu, UU ini secara signifikan memperkuat kewajiban 
perusahaan untuk melaksanakan kajian lingkungan yang 
mendalam melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) dan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan 
lainnya yang secara eksplisit menuntut pencatatan serta 
pelaporan biaya lingkungan secara sistematis, terukur, dan 
berkelanjutan sebagai bagian integral dari sistem akuntansi 
perusahaan. Lebih lanjut, UU PPLH juga mengintroduksi konsep 
ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan sebagai 
landasan filosofis pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini 
menciptakan ekosistem regulasi yang mendorong inovasi dalam 
praktik akuntansi lingkungan, di mana perusahaan tidak hanya 
wajib menghitung biaya pemulihan lingkungan, tetapi juga 
diinsentif untuk mengembangkan sistem pengukuran nilai 
ekonomi dari konservasi dan restorasi lingkungan. Transformasi 
paradigma ini menjadikan akuntansi lingkungan sebagai 
instrumen strategis dalam pengambilan keputusan bisnis yang 
berkelanjutan. 

Prinsip-prinsip dasar dalam hukum lingkungan Indonesia 
secara konsisten mengedepankan pendekatan preventif dan 
partisipatif yang komprehensif dalam pengelolaan lingkungan hidup. 
Prinsip kehati-hatian secara tegas mewajibkan perusahaan untuk 
mengidentifikasi, mencegah, dan meminimalkan seluruh potensi 
dampak lingkungan sejak tahap perencanaan awal proyek. 
Implementasi prinsip ini membutuhkan sistem akuntansi yang 
mampu secara akurat mengukur dan melaporkan investasi dalam 
berbagai upaya pencegahan dan mitigasi dampak lingkungan 
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(Danusaputro, 1985). Sementara itu, prinsip pencemar membayar 
secara eksplisit mengharuskan perusahaan menanggung seluruh 
biaya pemulihan dan rehabilitasi atas pencemaran yang ditimbulkan, 
sehingga secara langsung mendorong internalisasi biaya lingkungan 
ke dalam sistem akuntansi perusahaan secara menyeluruh. Adapun 
prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut integrasi yang 
harmonis antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap 
pengambilan keputusan bisnis secara holistik dan berkelanjutan. 

Regulasi yang mendukung penerapan akuntansi lingkungan 
di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam satu 
dekade terakhir. Salah satu instrumen penting dan strategis adalah 
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PROPER) yang dilaksanakan secara konsisten 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 
1995. Program ini tidak hanya mengevaluasi tingkat kepatuhan 
terhadap berbagai regulasi lingkungan yang berlaku, tetapi juga 
memberikan insentif reputasi yang bernilai tinggi bagi perusahaan 
yang menunjukkan inovasi berkelanjutan dan komitmen nyata 
terhadap keberlanjutan lingkungan (KLHK, 2020). PROPER secara 
eksplisit menuntut penyediaan data kuantitatif yang akurat dan 
komprehensif terkait konsumsi sumber daya alam, tingkat emisi 
yang dihasilkan, serta investasi dalam program-program lingkungan, 
yang kesemuanya merupakan data yang hanya dapat dihasilkan 
melalui implementasi sistem akuntansi lingkungan yang andal, 
terstruktur, dan terintegrasi dengan baik. 

Perkembangan regulasi di sektor keuangan dan pasar modal 
turut memperkuat dorongan terhadap penerapan akuntansi 
lingkungan secara komprehensif. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan 
Berkelanjutan secara eksplisit mewajibkan lembaga jasa keuangan, 
emiten, dan perusahaan publik untuk mengintegrasikan aspek risiko 
lingkungan dalam sistem manajemen risiko dan pelaporan keuangan 
yang komprehensif (OJK, 2017). Ketentuan strategis ini diperkuat 
lebih lanjut melalui Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2020 tentang 
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang secara tegas 
mewajibkan perusahaan terbuka untuk menyajikan informasi 
keberlanjutan secara transparan dan akuntabel, termasuk aspek 
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kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and 
Governance/ESG) yang terukur. Implikasi langsung dari 
implementasi regulasi ini adalah kebutuhan mendesak akan sistem 
pencatatan, pengukuran, dan pelaporan yang sistematis, akurat, dan 
berkelanjutan atas seluruh aktivitas serta dampak lingkungan yang 
dihasilkan perusahaan. 

 

10.2 Kebijakan Nasional dan Instrumen Ekonomi 
Lingkungan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2020–2024 secara strategis menempatkan pembangunan 
berkelanjutan sebagai prioritas utama dan fundamental, dengan 
mengintegrasikan aspek lingkungan hidup secara komprehensif ke 
dalam seluruh sektor pembangunan nasional yang ada. RPJMN 
menetapkan target ambisius penurunan intensitas emisi gas rumah 
kaca (GRK) sebesar 29% melalui upaya domestik mandiri, dan 
hingga 41% dengan dukungan kerjasama internasional pada tahun 
2030. Selain itu, peningkatan kualitas lingkungan hidup diukur 
secara sistematis melalui sejumlah indikator kinerja yang terstandar 
dan terukur (Bappenas, 2020). Kebijakan komprehensif ini secara 
langsung mendorong sektor swasta untuk mengembangkan sistem 
pengukuran dan pelaporan emisi yang selaras dengan prinsip-
prinsip akuntansi lingkungan yang berkelanjutan. Target-target 
ambisius dalam RPJMN juga meliputi peningkatan investasi hijau dan 
adopsi teknologi ramah lingkungan secara masif, yang memerlukan 
sistem akuntansi yang andal dan terintegrasi dalam mengidentifikasi 
dan melaporkan biaya serta investasi lingkungan secara tepat dan 
akurat. 

Komitmen Indonesia yang kuat dalam Paris Agreement 
diwujudkan secara konkret melalui dokumen Nationally 
Determined Contribution (NDC), yang menjadi kerangka strategis 
dan komprehensif bagi transformasi ekonomi nasional menuju 
pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang 
berkelanjutan. Dalam NDC yang telah diperbarui, Indonesia 
menetapkan target ambisius pengurangan emisi gas rumah kaca 
(GRK) sebesar 29% secara mandiri dan hingga 41% dengan 
bantuan kerjasama internasional dari skenario business as usual 
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pada tahun 2030, dengan prioritas utama pada sektor kehutanan 
dan lahan gambut, energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, 
industri hijau, dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan 
(KLHK, 2022). 

Implementasi NDC yang efektif menuntut tersedianya 
sistem monitoring, reporting, and verification (MRV) yang akurat 
dan transparan, sehingga secara langsung mendorong 
perusahaan, terutama di sektor-sektor prioritas tersebut untuk 
mengembangkan sistem akuntansi karbon dan lingkungan yang 
terintegrasi dan terstandar. Sejalan dengan komitmen NDC, 
Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) menetapkan target strategis alokasi 30% 
portofolio lembaga jasa keuangan untuk pembiayaan 
berkelanjutan pada tahun 2024, yang memerlukan klasifikasi dan 
pengukuran investasi hijau yang tepat dan akuntabel (OJK, 2021). 

Di sisi fiskal, pemerintah Indonesia telah merumuskan 
sejumlah insentif pajak yang komprehensif untuk mendorong 
perilaku bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. 
Melalui berbagai Peraturan Menteri Keuangan, diberlakukan 
insentif berupa pengurangan pajak penghasilan badan bagi 
investasi dalam teknologi ramah lingkungan serta fasilitas tax 
allowance yang menarik bagi kegiatan yang mendukung 
konservasi energi dan air (Kemenkeu, 2021). Kebijakan pajak 
karbon yang progresif diperkenalkan melalui Undang-Undang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif sebesar 
Rp30 per kilogram CO₂ ekuivalen mulai tahun 2022. Meskipun 
implementasinya masih terbatas pada sektor batu bara untuk 
pembangkit listrik, kebijakan ini menandai arah fiskal Indonesia 
yang progresif dan visioner dalam menginternalisasi biaya 
lingkungan ke dalam sistem akuntansi perusahaan (DJP, 2021). 
Strategi fiskal hijau yang terintegrasi tersebut menuntut adanya 
sistem akuntansi yang mampu mengukur emisi karbon dan 
mencatat investasi teknologi bersih secara sistematis, akurat, dan 
terukur. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengembangkan 
kapasitas akuntansi lingkungan yang dapat mengidentifikasi, 
mengukur, dan melaporkan dampak lingkungan serta investasi 
hijau mereka dengan standar yang tinggi. 
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Indonesia tengah mengembangkan mekanisme 
perdagangan karbon domestik yang inovatif melalui proyek 
percontohan strategis di subsektor pembangkit tenaga listrik 
sebagai langkah awal menuju ekonomi hijau. Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon 
Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik menjadi landasan hukum 
yang komprehensif bagi pelaksanaan pasar karbon di sektor ini, 
yang mencakup mekanisme perdagangan emisi (cap and trade), 
sistem offset karbon, serta penerbitan Sertifikat Pengurangan 
Emisi Gas Rumah Kaca yang terstandar dan terverifikasi. 
Implementasi peraturan ini menuntut sistem akuntansi karbon 
yang transparan, akurat, dan dapat diaudit secara independen. 
Meskipun saat ini difokuskan pada sektor ketenagalistrikan, 
pengembangan pasar karbon nasional dirancang untuk diperluas 
secara bertahap ke sektor industri, transportasi, dan kehutanan, 
yang memerlukan standardisasi metodologi penghitungan emisi 
dan sistem verifikasi yang kredibel serta internationally 
recognized. Hal ini mengindikasikan perlunya pengembangan 
kapasitas akuntansi lingkungan yang mampu mendukung 
integritas dan efektivitas mekanisme pasar karbon Indonesia. 

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) 
dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan 
dioperasikan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018, serta diatur secara 
teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan 137/2019. Badan 
strategis ini mengelola dana publik dan swasta yang beragam—
termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
kontribusi diaspora dan donor internasional, investasi sektor 
swasta, serta instrumen keuangan hijau inovatif seperti obligasi 
hijau (green bonds) dan sukuk hijau—untuk mendanai program-
program lingkungan yang berkelanjutan dan berdampak positif. 
Penerbitan green bond dan sukuk hijau yang difasilitasi oleh 
BPDLH mensyaratkan standar pelaporan dan pengukuran 
dampak yang ketat sesuai dengan praktik internasional terbaik. 
Oleh karenanya, perusahaan penerima dana harus menerapkan 
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sistem akuntansi lingkungan yang komprehensif dan mampu 
mendokumentasikan alokasi dana secara detail, mengukur 
dampak lingkungan secara kuantitatif, serta melaporkan kinerja 
proyek berkelanjutan secara transparan, akuntabel, dan dapat 
diverifikasi oleh pihak independen. 

 

10.3 Implementasi dan Penegakan Regulasi 
Lingkungan 

Implementasi regulasi lingkungan di Indonesia menghadapi 
tantangan yang sangat kompleks dan multidimensional, terutama 
dalam hal koordinasi lintas tingkat pemerintahan akibat sistem 
desentralisasi yang memberikan kewenangan pengelolaan 
lingkungan hidup kepada pemerintah daerah secara otonom. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, kewenangan tersebut terbagi secara 
fungsional dan hierarkis antara pemerintah pusat, provinsi, dan 
kabupaten/kota dengan pembagian tugas yang spesifik. Pemerintah 
pusat bertanggung jawab atas formulasi kebijakan nasional dan 
penanganan isu strategis lintas provinsi, provinsi menangani urusan 
koordinatif lintas kabupaten/kota, sedangkan kabupaten/kota fokus 
pada pengelolaan isu lokal dan operasional (Kemendagri, 2014). 
Namun, kompleksitas pembagian kewenangan ini sering 
menimbulkan inkonsistensi signifikan dalam implementasi, 
termasuk dalam penerapan standar akuntansi lingkungan yang 
seragam. Akibatnya, perusahaan yang beroperasi di berbagai wilayah 
harus menyesuaikan sistem pelaporan mereka dengan interpretasi 
regulasi yang berbeda-beda dan seringkali bertentangan di tiap 
daerah. 

Variasi kapasitas kelembagaan yang signifikan di tingkat 
daerah menjadi salah satu faktor penentu yang krusial dalam 
efektivitas implementasi dan penegakan regulasi lingkungan 
secara komprehensif. Berdasarkan data komprehensif 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), banyak 
pemerintah daerah mengalami keterbatasan serius dalam jumlah 
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang 
berkualifikasi, alokasi anggaran pengawasan yang memadai, 
serta infrastruktur teknologi pendukung yang modern dan 
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reliable (bangda.kemendagri.go.id, 2023). Kondisi ini 
menyebabkan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan peraturan lingkungan dan penerapan 
sistem akuntansi lingkungan oleh perusahaan di wilayah 
tersebut. Ketimpangan kapasitas yang struktural ini 
memungkinkan praktik regulatory arbitrage, yaitu 
kecenderungan strategis perusahaan untuk memilih lokasi 
operasional dengan tingkat pengawasan yang lebih longgar, yang 
pada akhirnya secara sistematis menghambat pengembangan 
sistem akuntansi lingkungan yang konsisten, terstandar, dan 
menyeluruh di seluruh Indonesia. 

Tingkat efektivitas penegakan regulasi lingkungan dapat 
dilihat secara konkret dari tren kepatuhan perusahaan yang 
dinilai melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang telah 
berlangsung selama puluhan tahun. Sebagai contoh representatif, 
pada tahun 2020 tercatat 32 perusahaan berhasil memperoleh 
peringkat EMAS dari total 2.038 peserta aktif, dengan pencapaian 
luar biasa berupa total penurunan emisi gas rumah kaca 
mencapai 131 juta ton CO₂e sebagai hasil nyata dari inovasi 
berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang proaktif oleh 
dunia usaha Indonesia (mediaindonesia.com, 2020). Meskipun 
secara kuantitatif dan statistik terlihat adanya perbaikan yang 
menggembirakan, kajian mendalam yang dilakukan Indonesian 
Center for Environmental Law (ICEL, 2020) menunjukkan masih 
adanya kesenjangan yang signifikan antara kepatuhan 
administratif (formal compliance) dan kepatuhan substansial 
(substantive compliance), di mana beberapa perusahaan 
tampaknya hanya memenuhi persyaratan dokumen secara 
prosedural tanpa benar-benar mengintegrasikan prinsip-prinsip 
akuntansi lingkungan ke dalam praktik operasional dan strategis 
mereka secara holistik. 

Perkembangan terbaru yang sangat signifikan menunjukkan 
peran transformatif teknologi digital dan transparansi publik dalam 
memperkuat penegakan regulasi lingkungan secara substansial. 
Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL), 
yang diatur secara komprehensif melalui Peraturan Menteri 



 

172 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 87 Tahun 2016, telah 
mempermudah proses pelaporan dokumen lingkungan secara 
elektronik yang terintegrasi, memperbaiki efektivitas pengawasan 
real-time, dan memperkuat akuntabilitas perusahaan dalam 
pelaporan kinerja lingkungan yang terukur dan transparan (KLHK, 
2021). Transparansi data lingkungan juga didukung secara 
sistematis oleh kebijakan Satu Data KLHK, yang memfasilitasi akses 
publik yang mudah dan komprehensif terhadap informasi 
lingkungan hidup. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat melalui 
mekanisme pengaduan publik, pelaporan warga yang responsif, dan 
hak gugat lingkungan yang dijamin oleh UU PPLH memperluas ruang 
pengawasan sosial yang efektif. Meskipun belum terdapat pengadilan 
lingkungan khusus secara formal, beberapa pengadilan negeri telah 
menangani sengketa lingkungan secara tegas dan progresif. 
Akibatnya, perusahaan tidak lagi bisa hanya mengejar kepatuhan 
normatif minimum, tetapi perlu membangun sistem akuntansi 
lingkungan yang komprehensif dan mendukung keterbukaan 
informasi, pengawasan publik yang ketat, dan akuntabilitas sosial 
yang berkelanjutan. 

 

10.4 Harmonisasi Internasional dan Tantangan Masa 
Depan 

Komitmen Indonesia yang kuat dalam Paris Agreement 
menjadi katalisator yang sangat penting bagi harmonisasi 
regulasi domestik dengan standar internasional yang berlaku 
secara global, khususnya dalam bidang akuntansi karbon dan 
pelaporan iklim yang komprehensif. Implementasi Nationally 
Determined Contribution (NDC) Indonesia yang ambisius 
mensyaratkan adanya sistem monitoring, reporting, and 
verification (MRV) yang selaras dan konsisten dengan panduan 
teknis Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan berbagai standar teknis 
internasional lainnya yang diakui secara global (UNFCCC, 2015). 

Dalam konteks implementasi ini, Indonesia telah secara 
proaktif mengadopsi metodologi penghitungan emisi gas rumah 
kaca berdasarkan IPCC Guidelines 2006 yang merupakan standar 
emas internasional, serta mengintegrasikan sistem pelaporan 
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nasional dengan kerangka Enhanced Transparency Framework 
yang ditetapkan dalam Paris Agreement sebagai mekanisme 
akuntabilitas global (KLHK, 2022). Harmonisasi strategis ini 
secara langsung mendorong sektor swasta Indonesia untuk 
membangun sistem akuntansi karbon yang kompatibel secara 
global dan memenuhi standar internasional, guna mengakses 
pembiayaan iklim internasional yang tersedia dan berpartisipasi 
aktif dalam pasar karbon internasional yang dinamis. 

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) atau 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kini telah berjalan 
secara sistematis sejak diresmikan pada September 2015 dalam 
Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersejarah dan 
dihadiri oleh 159 pemimpin negara dari seluruh dunia. 
SDGs/TPB menjadi agenda universal yang komprehensif untuk 
tahun 2030 yang diterapkan secara konsisten oleh semua negara 
di seluruh dunia tanpa terkecuali. Program transformatif ini 
mencakup 17 tujuan yang saling terintegrasi dan 169 sasaran 
spesifik yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu strategis 
2015-2030. Indonesia berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam 
berbagai pertemuan internasional yang penting untuk 
merumuskan kerangka SDGs ini secara menyeluruh (Bappenas, 
2020). 

Bersamaan dengan proses penyusunan SDGs di level 
global yang berlangsung dinamis, Indonesia juga secara paralel 
mengembangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) untuk periode 2015-2019 dan 2020-2024, 
sehingga isi substansial dari SDGs/TPB telah diselaraskan secara 
strategis dengan RPJMN yang merupakan implementasi konkret 
dari Nawacita sebagai visi dan misi kepresidenan yang 
fundamental. Total sasaran SDGs/TPB yang telah berhasil 
diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020-2024 mencapai 124 target 
yang terukur dan spesifik. Hal ini menunjukkan dedikasi dan 
komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk mewujudkan 
keberhasilan implementasi SDGs/TPB di Indonesia, karena bagi 
Indonesia, menjalankan SDGs/TPB pada hakikatnya adalah 
melaksanakan agenda pembangunan domestik yang holistik 
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sekaligus memberikan kontribusi yang bermakna untuk 
pencapaian Agenda 2030 secara global (Bappenas, 2020). 

Upaya harmonisasi regulasi yang komprehensif di 
Indonesia terlihat jelas dari adopsi standar pelaporan global yang 
terkemuka seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Surat Edaran OJK 
Nomor 16/SEOJK.04/2021 yang secara strategis menjadikan 
pelaporan keberlanjutan sebagai bagian integral dari laporan 
tahunan emiten dan perusahaan publik, dan praktik 
pelaporannya mengacu pada standar GRI sebagai baseline 
internasional yang diakui secara global. 

Bursa Efek Indonesia (BEI), sejak Juni 2021 telah resmi 
menjadi pendukung aktif TCFD, dan OJK secara proaktif 
mendorong pengembangan kerangka pengungkapan iklim yang 
selaras dengan rekomendasi TCFD dan International 
Sustainability Standards Board (ISSB). Selain itu, OJK telah 
menerbitkan Panduan Climate Risk Management System (CRMS) 
dan Panduan Climate Risk Stress Testing (CRST), serta Peraturan 
OJK Nomor 17/POJK.03/2023, untuk memperkuat manajemen 
risiko iklim bagi bank umum secara sistematis, yang diselaraskan 
dengan prinsip-prinsip Basel Committee dan jaringan Network for 
Greening the Financial System (NGFS). Harmonisasi strategis ini 
tidak hanya memperkuat kredibilitas dan kualitas laporan 
keberlanjutan perusahaan Indonesia di mata internasional, tetapi 
juga secara signifikan memperluas akses terhadap investor 
institusional internasional yang semakin mengutamakan faktor 
Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam keputusan 
investasi mereka. 

Meski demikian, implementasi harmonisasi standar 
internasional di Indonesia masih menghadapi berbagai 
tantangan yang kompleks dan multifaset, terutama dalam hal 
kapasitas teknis yang memadai dan infrastruktur pendukung 
yang belum optimal. Survei komprehensif yang dilakukan oleh 
Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan Mandiri 
Institute pada tahun 2024 menunjukkan secara empiris bahwa 
banyak perusahaan publik mengalami kesulitan signifikan dalam 
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menerapkan standar pelaporan keberlanjutan internasional yang 
ketat, terutama terkait data kuantitatif yang tidak memadai dan 
tidak terstruktur, keterbatasan sumber daya manusia yang 
berkualifikasi, serta biaya tinggi yang diperlukan untuk 
pengumpulan dan pelaporan data yang akurat (market.bisnis.com, 
2025). Selain itu, disparitas kesiapan digital dan teknologi yang 
mencolok antar wilayah menyulitkan penerapan sistem 
akuntansi lingkungan berbasis standar global yang terintegrasi. 
Di sisi lain, interpretasi yang berbeda dan seringkali subjektif 
terhadap standar internasional oleh berbagai pihak stakeholder 
sering menimbulkan inkonsistensi dan variabilitas dalam 
pelaporan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas yang 
sistematis bagi regulator dan lembaga assurance independen 
untuk memastikan keseragaman, kredibilitas, dan kualitas 
pelaporan yang dapat diandalkan secara konsisten di seluruh 
Indonesia. 

Momentum transisi energi global yang semakin menguat 
dan komitmen internasional menuju net-zero emissions 
membuka peluang strategis yang sangat signifikan bagi 
Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi hijau yang 
berkelanjutan dan inklusif. Inisiatif Just Energy Transition 
Partnership (JETP) senilai sekitar USD 20 miliar yang diumumkan 
secara resmi dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 menunjukkan 
dukungan internasional yang kuat dan komprehensif untuk 
percepatan transisi energi nasional yang adil dan berkeadilan 
(Thompson & Chow, 2022). 

Di sisi lain, kebijakan perdagangan internasional Uni 
Eropa yang progresif seperti EU Deforestation Regulation 
(EUDR) mulai berlaku pada 30 Desember 2025 dan Carbon 
Border Adjustment Mechanism (CBAM) sudah mulai fase 
transisional sejak 1 Oktober 2023, dengan penerapan penuh 
dalam regime definitif direncanakan dimulai pada 2026 
(Directorate-General for Taxation and Customs Union, 2023). Hal 
ini menciptakan tekanan yang signifikan bagi produsen dan 
eksportir Indonesia untuk memperkuat sistem traceability yang 
komprehensif dan akuntansi karbon yang akurat agar tetap 
kompetitif di pasar global yang semakin ketat. Selain itu, 
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kemajuan teknologi digital revolusioner seperti Artificial 
Intelligence (AI) dan blockchain technology menawarkan peluang 
transformatif bagi pencatatan dan monitoring lingkungan secara 
real-time yang presisi, meski memerlukan investasi besar dalam 
infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia yang berkualitas, dan pengembangan regulasi yang 
adaptif terhadap perkembangan teknologi. 

Secara keseluruhan, perkembangan regulasi dan 
kebijakan lingkungan hidup di Indonesia mencerminkan 
transformasi yang sangat signifikan dan komprehensif menuju 
pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi secara holistik 
dalam dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis. Landasan 
konstitusional yang kokoh melalui Undang-Undang Dasar 1945 
serta implementasi strategis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
telah berhasil membentuk kerangka hukum yang kuat dan 
fundamental untuk mendukung pengembangan dan penerapan 
praktik akuntansi lingkungan yang sistematis di sektor swasta 
Indonesia (Hardjasoemantri, 2009). 

Berbagai kebijakan strategis dan inovatif seperti Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PROPER) yang dilaksanakan secara 
konsisten oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK), Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–
2025) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta 
komitmen nasional yang ambisius dalam Nationally Determined 
Contribution (NDC) di bawah kerangka Paris Agreement, menjadi 
penggerak yang sangat penting dan katalisator utama dalam 
proses integrasi aspek lingkungan ke dalam sistem akuntansi dan 
pelaporan perusahaan yang berkelanjutan dan transparan 
(KLHK, 2021; OJK, 2021). Transformasi ini menandai era baru 
dalam tata kelola lingkungan Indonesia yang mengedepankan 
akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan sebagai pilar 
utama pembangunan ekonomi nasional. 

Tantangan implementasi yang kompleks, terutama dalam 
hal koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan harmonisasi 
dengan standar global yang terus berkembang, menuntut 
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penguatan kapasitas kelembagaan yang sistematis dan 
berkelanjutan, peningkatan transparansi dalam tata kelola 
publik, dan kolaborasi multipihak yang efektif dan konstruktif 
(ICEL, 2020). Momentum global yang semakin menguat menuju 
net-zero emissions serta dukungan internasional yang substansial 
melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) memberikan 
peluang yang sangat besar dan strategis bagi Indonesia untuk 
mempercepat transformasi dan transisi ekonomi berkelanjutan 
yang berkeadilan. 

Namun demikian, keberhasilan implementasi regulasi 
lingkungan secara menyeluruh sangat bergantung pada 
kemampuan adaptasi sektor swasta dalam mengintegrasikan 
prinsip-prinsip keberlanjutan, dukungan teknologi yang 
memadai dan inovatif, serta sinergi yang harmonis 
antarpemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem 
akuntansi lingkungan yang kuat, inklusif, dan transparan. Ke 
depan, diperlukan komitmen jangka panjang dari seluruh 
stakeholder untuk memastikan bahwa regulasi lingkungan tidak 
hanya menjadi kepatuhan formal, tetapi juga mendorong inovasi 
berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah ekonomi yang 
nyata. Integrasi teknologi digital, peningkatan literasi 
lingkungan, dan pengembangan mekanisme insentif yang tepat 
akan menjadi kunci sukses transformasi ini, sehingga Indonesia 
dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan di kawasan 
Asia-Pasifik yang menginspirasi negara-negara lain. 

Kerangka regulasi dan kebijakan lingkungan hidup di 
Indonesia bukan hanya menjadi sarana pengendalian dan 
mitigasi dampak lingkungan yang komprehensif, tetapi juga 
fondasi yang sangat penting dan strategis bagi pengembangan 
sistem akuntansi lingkungan yang mendukung transparansi 
informasi, akuntabilitas korporat, dan keberlanjutan jangka 
panjang yang terukur. Evolusi regulasi ini telah menciptakan 
ekosistem yang kondusif bagi integrasi aspek lingkungan dalam 
pelaporan keuangan dan non-keuangan perusahaan, sehingga 
mendorong transformasi praktik bisnis yang lebih bertanggung 
jawab dan berkelanjutan. 
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Dalam konteks ini, akuntan lingkungan memiliki peran 
yang sangat strategis dan krusial dalam menjembatani 
kepatuhan terhadap regulasi dengan pencapaian kinerja 
keberlanjutan perusahaan secara holistik. Mereka berfungsi 
sebagai katalisator dalam mengimplementasikan sistem 
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan yang tidak hanya 
memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku, tetapi juga 
menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan 
keputusan strategis yang berkelanjutan. Peran ini menjadi 
semakin vital dalam era transisi ekonomi hijau, di mana akurasi 
data lingkungan dan kemampuan mengkomunikasikan dampak 
keberlanjutan menjadi faktor determinan keberhasilan bisnis di 
pasar global yang semakin kompetitif. 
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BAB 11 
STUDI KASUS IMPLEMENTASI 
AKUNTANSI LINGKUNGAN 
 

Oleh Vebtasvili 
 

11.1 Pendahuluan 
Akuntansi lingkungan adalah metode untuk mengukur 

efisiensi ekonomi aktivitas perusahaan dan berkaitan dengan 
konservasi lingkungan. Akuntansi biaya mengukur setiap biaya dan 
manfaat yang muncul dari perubahan produk dan proses perusahaan 
yang melibatkan perubahan dampak lingkungan (Bebbington et al., 
2023; Marrone et al., 2020; Muralikrishna & Manickam, 2017; 
Nicholls, 2020; Qian et al., 2021; Sundarasen et al., 2024; Tregidga & 
Laine, 2022). 

Akuntansi lingkungan membantu pengelolaan terhadap risiko 
lingkungan dan biaya operasional. Biaya operasional merupakan 
himpunan agregat data yang menghubungkan ekonomi dan 
lingkungan, yang memiliki dampak jangka panjang terhadap biaya 
kebijakan ekonomi dan lingkungan (Bebbington et al., 2021, 2023; 
Marrone et al., 2020; Muralikrishna & Manickam, 2017; Nicholls, 
2020; Qian et al., 2021; Sundarasen et al., 2024; Tregidga & Laine, 
2022). 

PT ANTAM Tbk adalah perusahaan berbasis sumber daya alam 
yang beroperasi di tambang dan pengolahan mineral di Indonesia. 
Perusahaan ini didirikan tanggal 5 Juli 1968 dan merupakan hasil 
merkatakan gabungan dari beberapa perusahaan tambang 
komoditas mineral dan sebagai bagian dari PT Mineral Industri 
Indonesia , atau lebih dikenal dengan MIND ID. Visi ANTAM 2030 
adalah menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan 
integrasi usaha berbasis sumber daya alam. 

Misi ANTAM 2030 yaitu menghasilkan produk-produk 
berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktik-
praktik industri terbaik dan operasional yang unggul; 
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mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan 
keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan; 
memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan 
pemangku kepentingan; dan meningkatkan kompetensi dan 
kesejahteraan karyawan serta kemandirian ekonomi masyarakat di 
sekitar wiliayah operasi (PT Aneka Tambang Tbk, 2024a, 2024b). 
 

11.2 Sinergi Berdaya sebagai Implementasi Pilar 
Ekonomi di ANTAM 
Pembangunan berkelanjutan bisa diciptakan dengan 

pertumbuhan ekonomi yang baik (Bebbington et al., 2021, 2023; 
Marrone et al., 2020; Muralikrishna & Manickam, 2017; Nicholls, 
2020; Qian et al., 2021; Tregidga & Laine, 2022). ANTAM 
menempatkan penguatan ekonomi sebagai salah satu prioritas yang 
mendukung kesejahteraan masyarakat. ANTAM berfokus pada 
pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, akses 
permodalan, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal dalam 
berbagai bidang yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat, 
terutama di daerah operasional (PT Aneka Tambang Tbk, 2024a, 
2024b). 

Program ANTAM yang berkesinambungan yaitu Pepeling 
Cisangku. Program ini berfokus pada restorasi lingkungan, dan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat dimulai tahun 2019. Tahun 
2024, penjualan 47.727 bibit pohon, 100.000 kg pupuk Bokashi, dan 
1.328 toples kopi. Program Pepeling Cisangku berinisiatif 
menyediakan solar panel bagi kelompok tani agar aktivitas pertanian 
bisa berjalan lebih efisien dan ramah lingkungan. Dukungan 
infrastruktur dalam bentuk perbaikan dan pembukaan akses jalan 
untuk mempermudah mobilitas masyarakat. 

Program Sundung Cisarua untuk pemberdayaan ekonomi 
berkelanjutan bagi mantan penambang PETI. Program ini bertujuan 
untuk menciptakan perubahan perilaku para artisanal gold mining 
atau Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) dan penebangan liar agar 
menjadi ahli konservasi yang melakukan usaha ekonomi dengan 
melestraikan lingkungan. Para mantan penambang PETI beralih 
menjadi peternak dan petani. Masyarakat mendapatkan edukasi 
terkait aktivitas pertanian dan peternakan dan pengelolaan limbah 
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organik yang mendukung ketahanan pangan dan konservasi 
lingkungan. 

Program Eko-inovasi BABE (Ban Bekas) di UBP Bauksit 
Kalimantan Barat sebagai solusi perbaikan jalan tambang. Inovasi ini 
meningkatkan efisiensi operasional dengan pendekatan pendekatan 
Life Cycle Assessment (LCA) yang mendukung pengelolaan limbah 
yang lebih ramah lingkungan. Dampak dari Program Eko-inovasi 
BABE (Ban Bekas) yaitu total 47,57 ton limbah padat non-B3 berupa 
ban bekas, sebanyak 41,39 ton atau sekitar 87% telah berhasil 
dimanfaatkan kembali. 

Aplikasi digital berbasis web desktop GEOBANK Mobile 
merupakan proyek automasi dan digitalisasi. Tujuannya untuk 
mengelola pencatatan database pada preparasi sampel eksplorasi di 
komoditi nikel dan bauksit. Aplikasi digital berbasis android 
GEOLOGGING bertujuan untuk mengefisienkan pencatatan kegiatan 
pemboran dan otomatisasi pembacaan RQD (geotek) dengan fitur 
Artificial Intelligence. Aplikasi Operation Excellence (OPEL) Mining 
adalah aplikasi digital berbasis web terintegrasi antar sistem untuk 
menghindari user dalam penginputan data yang berulang. 

Program ANTAM lainnya seperti ANTAM Mengajar, ERG Goes 
To School, Urban Farming hingga Giat Bersih Lingkungan. ANTAM 
bersama masyarakat dapat berinteraksi dan terlibat langsung. Hal ini 
dilakukan untuk meningkatkan kepedulian mereka lewat sebuah 
tindakan aktif. ANTAM juga memastikan bahwa program sosial 
seperti pengembangan UMKM, edukasi, dan urban farming dapat 
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan melalui 
pendekatan Shared Value Creation. 

ANTAM mencatatkan zero fatalities dalam bagian Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja (K3) pada 2024, dengan Severity Rate (SR) 
6,00 dan Frequency Rate (FR) 0,12. Hal ini dilakukan untuk 
meningkatkan pelaksanaan prosedur SUPER SAFE untuk mencapai 
standar keselamatan global sesuai dengan visi SDGs Nomor 3 tentang 
Kesehatan & Kesejahteraan. 

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai 
dasar transparansi, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap 
regulasi ESG global. Struktur tata kelola yang adaptif terus 
dikembangkan untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang dan 
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ketangguhan operasional. Corporate Governance Policy (CGP) sebagai 
pedoman utama pengelolaan perusahaan. ANTAM juga mengadopsi 
14 Pedoman Strategis dan Kebijakan Pelaksana MIND ID, termasuk 
panduan implementasi ESG dan asesmen materialitas. Kebijakan lain 
yang diperbarui mencakup ANTAM Green Standard, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan, dan aspek tata kelola lainnya. 

 
11.2.1 Keanggotaan dalam Asosiasi 

ANTAM merupakan anggota dari Forum Reklamasi Hutan dan 
Lahan Bekas Tambang (FRHLBT). FRHLBT adalah media kerjasama 
yang menjembatani perbedaan persepsi antara swasta dan 
pemerintah, khususnya sektor kehutanan dan pertambangan. 
Kepedulian akan rusaknya lingkungan dan dukungan pemerintah 
dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, 
contoh penanaman pohon. 

Keanggotaan dalam Asosiasi ANTAM ada 15 (lima belas) 
organisasi, sebagai berikut.  

 
Tabel 11.1. Keanggotaan dalam Asosiasi 

No Nama Organisasi Status 
Keanggotaan 

1 Asosiasi Emiten Indonesia Anggota AEI 
2 Forum Reklamasi Hutan dan Lahan Bekas Tambang Anggota 

FRHLBT 
3 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Anggota 

Perhapi 
4 Himpunan Ahli Geofisika Indonesia Anggota HAGI 
5 Forum Komunikasi Pengelola Lingkungan Anggota 
6 Ikatan Ahli Geologi Indonesia Anggota IAGI  
7 Indonesia Corporate Secretary Association Anggota ICSA  
8 Forum Human Capital Indonesia  Anggota FHCI 
9 Indonesia Mining Association Anggota IMA 
10 Asosiasi Penambang Nikel Indonesia Anggota 
11 Corporate Forum on Community Development Anggota CFCD 
12 Indonesia CSR Society  Anggota 
13 Forum Humas Indonesia (FH BUMN) Anggota 
14 Kamar Dagang dan Industri Anggota KADIN 
15 Komunitas Perseroan Anti Suap Anggota 

Sumber: ANTAM 
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11.2.2 Program Pelatihan dan Pembinaan Usaha ANTAM 
bersama Mitra Binaan 

Kegiatan Pembinaan Usaha bersama Mitra Binaan merupakan 
partisipasi dalam pameran berskala nasional. Di wilayah operasi 
perusahaan, program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan 
dilaksanakan. Tujuan dari program ini adalah membantu 
entrepreneur mengembangkan pengetahuan, keterampilan, 
kemampuan dan kesadaran di berbagai bidang usaha. Selain itu, 
menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk bisa 
melakukan pemasaran produk dengan lebih baik bersama Mitra 
Binaan. 

 
Tabel 11.2. Kegiatan Pembinaan Usaha bersama Mitra Binaan 

No Unit/Unit Bisnis dan Kegiatan Tempat 
1 UBP Bauksit Kalimantan Barat 

Workshop ekspansi bisnis dan legalitas 
usaha 

PT ANTAM Tbk  
Kalimantan Barat 

2 Kantor Pusat, UBP Nikel Kolaka, UBP 
Emas 
Pendampingan Sertifikasi Hal 

UBP Nikel Kolaka, 
Kantor Pusat 

3 Kantor Pusat 
Kegiatan Capacity Building dan Bantuan 
Sarana Peternakan kelompok Sapi Perah 
Wilayah Cimahi Mitra Binaan ANTAM 

Alam Wisata Cimahi 

4 Kantor Pusat 
Pameran halal bihalal Mitra Binaan 

Kantor Pusat PT 
ANTAM Tbk 

5 Kantor Pusat 
Pameran bazar Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) KBUMN 

Kementerian BUMN 
Jakarta Pusat 

6 Kantor Pusat 
Pameran Bazar Kriyanusantara 

Jakarta Convention 
center Hall B 

7 Kantor Pusat & UBP Emas 
Pameran Papua Barat Daya Investment 
Year 2024 

Nareswara Ballroom 
Gedung Smesco 
Jakarta 

8 Kantor Pusat 
Pameran Lombok Senggigi Sunset Jazz 

Pantai Senggigi 

Sumber: ANTAM 
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11.3 Lokasi Operasional yang Memiliki Nilai 
Keanekaragaman Hayati Tinggi 

 Lokasi operasional pada unit bisnis ANTAM yang dikelola, 
sumber dan dampak serta program pengelolaannya ditunjukkan 
pada Tabel 11.3 di bawah ini. 
 

Tabel 11.3. Unit Bisnis, Sumber dan Dampak, dan Program 
Pengelolaan 

No Unit Bisnis Sumber dan 
Dampak 

Program Pengelolaan 

1 UBP Nikel 
Kolaka 

-Kegiatan 
penambangan 
yang 
menyebabkan 
terganggunya 
sistem 
-Aktivitas manusia 
yang 
menyebabkan 
terganggunya 
ekosistem perairan 

 Reklamasi dan 
revegetasi di area 
penggunaan lain seluar 
31,38 Ha. 

 Transplantasi terumbu 
karang dengan metode 
spider web dan area 
konservasi Kakatutobu. 

 Rehabilitasi pesisir dan 
penanaman bakau di 
pesisir Pomalaa. 

Transisi sumber 
energi di UBP Nikel 
Kolaka melalui 
pengalihan 
cadangan listrik. 
PLTD dan PLTU ke  
ke jaringan listrik 
PLN Sulselrabar 
(Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara 
dan Sulawesi 
Barat) 

 Pembatasan pemakaian 
bahan bakar fosil  dan 
peningkatan efisiensi 
energi. 

 Penggunaan listrik 
rendah emisi dan 
bersih.  
 

2 UBP Nikel 
Maluku Utara 

-Perubahan 
lapisan tanah dan 
lanskap akibat 
penambangan 
terbuka. 

 Rehabilitasi lahan 
progresif dengan 
tumbuhan lokal. 

 Tumbuhan lokal dengan 
kriteria Peraturan 
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No Unit Bisnis Sumber dan 
Dampak 

Program Pengelolaan 

Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. 

 Penanaman mangrove 
di pesisir wilayah 
operasi. 

 Penanaman bakau di 
pesisir Manoropo. 

3 UBP Emas Lahan terbuka 
akibat kegiatan 
PETI 

 Reklamasi eks sarana 
penunjang, lokasi 
penimbunan tailing dan 
rehabilitasi lahan bekas 
lubung Peti. 

Upaya konservasi 
palahrar 
(Dipterocarpus 
hasseltii)  

 Metode Selective 
Generative Propagation 

 Regenerasi tanaman 
Palahlar. 

 Edukasi dan 
pemberdayaan praktik 
konservasi 
berkelanjutan. 

4 UBPP Logam 
Mulia 

- Sumber emisi 
tidak bergerak dan 
sumber emisi 
bergerak 
menimbulkan 
polisi yang 
menyebabkan 
penurunan 
kualitas udara 
 

 Penanaman bakau di 
lingkungan UBPP 
Logam Mulia. 

 Penghijauan kota. 
 

- Penggunaan air 
produksi dan 
kebutuhan 
domestik 
pekerja 
menyebabkan 
penurunan 
kuantitas air tanah 

 Pengamatan terhadap 
besarnya penggunaan 
volume air tanah. 

 Pencatatan ketinggian 
muka air tanah. 
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No Unit Bisnis Sumber dan 
Dampak 

Program Pengelolaan 

5 UBP Bauksit 
Kalimantan 
Barat 

Konservasi 
tanaman endemik 
dilindungi ulin 
(Eusideroxylon 
Zwageri) melalui 
metode Rotalin 
(Rotasi Ulin) di 
kawasan hutan 
heterogen 

 Penanaman bibit ulin 
menjadi 603 pohon. 

 Peningkatan Indeks 
Keanekaragaman 
Hayati dari 3,25 H’ 
menjadi 3,32 H’. 
 

 

11.4 Pemanfaatan Limbah dan Daur Ulang di ANTAM 
 Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan 
efektivitas pengelolaan limbah. Evaluasi dilakukan secara berkala 
yang bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan 
limbah yang lebih berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk bentuk 
kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, seluruh kebijakan dan 
prosedur pengelolaan limbah yang diterapkan oleh ANTAM selalu 
mengacu pada standar dan peraturan yang berlaku.  
 

Tabel 11.4. Pemanfaatan Limbah Kembali dan Didaur Ulang di 
ANTAM 

No Jenis 
Limbah 

Pemanfaatan Kembali dan Daur Ulang 

1 Slag Nikel  Pengolahan feronikel UBP Nikel Kola 
menghasilkan slag.  

 Penggunaan slag untuk bahan konstruksi beton, 
yaitu Pomalaa Beton (POTON). 

 Slag bisa dipakai untuk basis jalan, basis yard, 
dan bahan beton yang dipakai untuk  
konstruksi. 

 Ketika slag sudah tidak dianggap sebagai 
limbah B3, dan menjadi limbah non-B3. Slag 
secara komersil bisa digunakan. 

2 Tailing 
Emas 

 Pemanfaatan tailing sebagai bahan material 
pendukung konstruksi. Taling yang ramah 
lingkungan, Green Fine Aggregate (GFA). 
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No Jenis 
Limbah 

Pemanfaatan Kembali dan Daur Ulang 

3 Fly Ash & 
Bottom 
Ash 
(FABA) 

 Fly ash dan bottom ash (FABA) dimanfaatkan 
kembali untuk material konstruksi secara 
internal. 

 Mencampurkan FABA dengan slag nikel. 
 Peluang pemanfaatan FABA bisa menjadi nilai 

tambah dan bisa digunakan di lingkungan 
eskternal.  

4 Paten 
Invensi 
Proses 
Daur 
Ulang 
Natrium 
Sianida 
melalui 
Tailing 
Thickening 

 UBP Emas mengajukan paten atas invensi atau 
penemuan baru proses pengolahan limbah yang 
memungkinkan pemanfaatan kembali larutan 
natrium sianida (NaCN) melalui metode tailing 
thickening. 

 Paten terhadap efisiensi penggunaan air, dan 
pengurangan beban pencemar dalam kegiatan 
pengolahan emas. 

 Metode dengan overflow dari tailing thickener, 
yang masih mengandung sekitar 200 ppm 
sianida (CN), agar dapat digunakan kembali 
dalam proses pengolahan emas.  

 Proses mengandalkan koagulasi dan flokulasi 
untuk memisahkan padatan dan cairan, 
sehingga natrium sianida dapat dimanfaatkan 
secara maksimal, sekaligus mengurangi 
timbulan limbah B3 reagen bekas padat. 

 

11.5 Penghargaan Pelaksanaan Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan 

 Pelaksanaan program ANTAM menghasilkan pengaruh yang 
positif dan mendapat apresiasi dari pemangku kepentingan. 
Komitmen ANTAM dalam melakukan keberlanjutan mendapatkan 
pengakuan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, sebagai berikut.  
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Gambar 11.1. Penghargaan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan 
 
  

Penghargaan PROPER 2024

-2 PROPER Emas melalui UBP Emas 
dan UBP Kalimantan Barat

-1 PROPER Hijau melalui UBP Nikel 
Maluku Utara

-1 PROPER Biru melalui UBPP Logam 
Mulia

Indonesian CRS Award (ICA) 
2024

-Kategori Platinum melalui UBP 
Bauksit Kalimantan Barat

-Program Mamalam

Indonesia SDGs Award (ISDA) 
2024

-Kategori terbaik 1 Penghargaan 
Local Hero melalui UBP Bauksit 

Kalimantan Barat

-Kategori Platinum melalui UBP Emas 
pada Program Sundung Cisarua

Penghargaan Kinerja 
PPM/TAMASYA 2024

-UBP Emas dalam Kategori 
Perencanaan Bidang Kemandirian 

Ekonomi dan Implementasi Bidang 
Kemandirian Ekonomi

Penghargaan BUMN Corporate 
Communications and 
Sustainability Summit 

(BCOMSS) 2024

-UBP Emas pada program Pepeling 
Cisangku

ENSIA (Environmental & Social 
Innovation Awards)

-UBP Emas melalui Kategori Platinum 
Program Keanekaragaman Hayati 

Penghargaan CSR & PDB 2024

-Kategori Gold melalui UBP Bauksit 
Kalimantan Barat
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BAB 12 
EVALUASI KINERJA DAN EFEKTIVITAS 
SISTEM AKUNTANSI LINGKUNGAN 
 

Oleh Dewi Mustika Ratu 
 

12.1 Pendahuluan 
Akuntansi lingkungan merupakan proses dan praktik 

meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh operasi bisnis 
terhadap lingkungan (Bebbington et al., 2023). Agar selaras dengan 
tujuan tersebut, perusahaan perlu menerapkan evaluasi atas sistem 
akuntansi lingkungan yang diadopsi. Evaluasi digunakan secara 
makro oleh stakeholder seperti regulator dan investor untuk tujuan 
kebijakan, pengawasan, dan minimalisasi risiko. Selain itu, secara 
mikro dalam perusahaan juga untuk penetapan tujuan, 
pengendalian, benchmarking, dan lainnya (Thoresen, 1999). Dengan 
demikian, tuntutan pemangku kepentingan terhadap aktivitas 
keberlanjutan perusahaan dapat dimonitoring melalui evaluasi 
sistem akuntansi lingkungan. 

Evaluasi kinerja dan efektivitas adalah dua tools yang saling 
melengkapi dalam menilai kemajuan sistem akuntansi lingkungan. 
Evaluasi kinerja berkaitan dengan apa (what) yang dicapai 
perusahaan seperti berapa banyak listrik yang dihasilkan panel surya 
atau berapa banyak sampah yang bisa di daur ulang. Adapun evaluasi 
efektivitas berkaitan apakah aktivitas perusahaan berdampak (so 
what), misalnya pemakaian panel mengurangi tagihan listrik pabrik, 
emisi gas rumah kaca, dan polusi dibandingkan penggunaan bahan 
bakar fosil. Ibaratnya, evaluasi kinerja mengukur seberapa jauh 
perusahaan berjalan sedangkan efektivitas melihat apakah 
perusahaan berjalan ke arah dan tujuan yang benar. Oleh karena itu, 
kombinasi keduanya berperan dalam memastikan bahwa sistem 
akuntansi lingkungan yang diadopsi tidak hanya sekedar dijalankan 
tapi juga bergerak ke arah yang tepat. 
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12.2  Evaluasi Kinerja Akuntansi Lingkungan 
12.2.1 Definisi Evaluasi Kinerja Sistem Akuntansi Lingkungan 
  Selama dan setelah implementasi sistem, kinerja harus 
dipantau untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan tercapai. 
Proses evaluasi kinerja adalah bagian dari tahap "C" (Check) dalam 
siklus PDCA dan "C" (Control) dalam siklus manajemen POAC 
(Hinsch, 2019). Evaluasi kinerja mengevaluasi kinerja baik dan buruk 
terhadap tujuan yang diinginkan. Selain itu, evaluasi kinerja juga 
memberikan umpan balik yang membantu organisasi menyesuaikan 
strategi, mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, dan 
mendorong perbaikan berkelanjutan. Pada dasarnya, evaluasi 
kinerja adalah proses aktif menilai kinerja saat ini dan 
mengidentifikasi mana saja area yang perlu ditingkatkan (Cherian et 
al., 2021). 
  Evaluasi kinerja lingkungan didefinisikan sebagai proses 
organisasi menilai kinerjanya terhadap target dan tujuan, peraturan 
yang berlaku, dan mengevaluasi efektivitas rencana pengelolaan 
lingkungannya (Cheremisinoff et. al, 2008). Informasi yang 
diperlukan untuk menilai kinerja lingkungan disediakan oleh sistem 
akuntansi lingkungan. Evaluasi kinerja lingkungan dilihat dari aspek 
ouput, efisiensi, atau hasil yang dicapai perusahaan(Thoresen, 1999).  
Sebagai contoh, jumlah pengurangan emisi CO₂, jumlah dan 
persentase sampah yang berhasil didaur ulang, atau konsumsi energi 
terbarukan per unit. Basis informasi ini disediakan oleh sistem 
akuntansi lingkungan untuk mengukur kinerja dan menentukan 
imbalan atas kinerja lingkungan tersebut.  
 Howes (1999) dan Bennett & James (1998) menyatakan bahwa 
evaluasi kinerja lingkungan menjadi penting karena:  
1. Aktivitas bisnis berdampak pada ekologi, masyarakat, dan 

ekonomi.  
2. Alokasi sumber daya dan waktu perusahaan terbatas untuk 

kebijakan lingkungan sehingga membutuhkan informasi 
evaluasi yang terukur secara memadai.  

3. Kualitas manajemen lingkungan semakin dianggap sebagai 
indikator kualitas manajemen dan tata kelola perusahaan 
secara luas.  
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12.2.2 Tujuan Evaluasi Kinerja Sistem Akuntansi Lingkungan 
               Perusahaan dapat mengukur kemajuan, menemukan 
kelemahan, dan memandu perbaikan strategis yang 
menyeimbangkan kinerja lingkungan dan ekonomi. Menurut Jasch 
(2000), tujuan evaluasi akuntansi lingkungan adalah sebagai berikut: 
1. Menggunakan indikator untuk menilai keberhasilan 

perusahaan terhadap tujuan keberlanjutan. 
2. Data kinerja lingkungan dari antar waktu dapat menentukan 

apakah kinerja meningkat, stagnan, atau menurun. 
3. Alat monitoring kepatuhan terhadap regulasi dan standar 

lingkungan. 
4. Membandingkan kinerja dengan standar industri untuk 

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan praktik terbaik. 
5. Meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengidentifikasi 

peluang penghematan biaya. 
6. Mengidentifikasi kesempatan untuk inovasi dan 

pengembangan berdasarkan perbandingan tahun ke tahun. 
7. Menyediakan data dan informasi kepada manajemen puncak 

untuk mendukung keputusan strategis. 
8. Menggunakan evaluasi kinerja untuk mendeteksi risiko dan 

tren negatif perusahaan sebelum meningkat menjadi 
masalah kritis. 

9. Memperkuat reputasi dan kepercayaan pemangku 
kepentingan melalui kinerja lingkungan yang terukur yang 
didukung oleh data yang kredibel. 

 
12.2.3 Ukuran Finansial untuk Evaluasi Kinerja Sistem 

Akuntansi Lingkungan 
Indikator finansial dari praktik lingkungan perusahaan 

menggunakan ukuran moneter seperti informasi keuangan (Beukes, 
2003). Tren yang berkembang dari ukuran finansial adalah 
menggunakan dari unsur biaya kualitas, seperti biaya pencegahan, 
biaya penilaian, dan biaya kegagalan (Tatikonda & Tatikonda, 1996): 
1. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

mencegah kerusakan lingkungan akibat operasional 
perusahaan, seperti investasi dalam sistem daur ulang, 
pengurangan limbah, atau teknologi produksi yang lebih 
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bersih. Contohnya menggunakan sistem pengolahan air 
limbah senilai $500.000 dapat mengurangi jumlah polutan 
yang dibuang sebelum dibuang sebesar 85% setiap tahun.  

2. Biaya penilaian adalah biaya yang digunakan untuk 
memantau, menguji, dan mengevaluasi kualitas lingkungan 
untuk menjamin kepatuhan dan standar kinerja. Misalnya, 
mengeluarkan biaya $50.000 per tahun untuk uji 
laboratorium memastikan kualitas air memenuhi standar 
peraturan.  

3. Biaya kegagalan internal mencakup tindakan memperbaiki 
masalah lingkungan sebelum sampai ke pihak eksternal 
sehingga dampak dan kerugian lebih besar dapat dicegah.  
Contohnya biaya perbaikan kebocoran tangki limbah yang 
ditemukan saat inspeksi internal.  

4. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang diperlukan 
untuk menangani kerusakan yang berdampak pada 
lingkungan. Misalnya, membayar denda untuk pembersihan 
sungai setelah insiden pembuangan limbah. 
 

12.2.4 Ukuran Non-finansial untuk Evaluasi Kinerja Sistem 
Akuntansi Lingkungan 

 Penilaian kinerja lingkungan kadangkala juga dalam bentuk 
non-finansial untuk aktivitas yang tidak dapat langsung dikonversi 
menjadi angka atau tidak mudah diidentifikasi. Indikator non-
finansial kinerja lingkungan, seperti kualitas, waktu dan ukuran 
fleksibilitas, harus dapat diidentifikasi dan dibedakan (Beukes, 
2003). Misalnya sebagai berikut: 
1. Faktor waktu, seperti waktu untuk perbaikan, lembur, atau 

waktu bagi lingkungan alam untuk pulih setelah kerusakan 
terjadi. Misalnya, diperlukan dua minggu untuk memperbaiki 
lahan setelah tumpahan limbah dan lima belas jam lembur untuk 
memperbaiki peralatan. 

2. Jumlah kegagalan, seperti kejadian air bersih yang tercampur 
dengan limbah tercemar dari tempat pembuangan sampah. 
Misalnya, tiga kasus air bersih tercemar terjadi setiap tahun. 

3. Penghargaan yang diterima oleh organisasi dan karyawan atas 
kontribusi mereka terhadap kegiatan lingkungan. Contohnya 
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mendapat penghargaan untuk pengurangan limbah di level 
nasional. 

4. Program pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang 
mendorong kesadaran lingkungan. Misalnya, lima sesi pelatihan 
tentang pengelolaan limbah berkelanjutan diselenggarakan 
setiap tahun atau 50.000 dolar dihabiskan untuk penelitian 
lingkungan.  

5. Keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan 
karyawan, pelanggan, masyarakat sekitar, dan produk. Misalnya, 
0 kasus cedera yang terjadi dalam pengelolaan limbah 
berbahaya. 

 
12.2.5 Indikator Evaluasi Kinerja Sistem Akuntansi Lingkungan 
1. Global Reporting Index (GRI) 

 GRI adalah kerangka kerja pelaporan keberlanjutan global 
yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja lingkungan bisnis. 
GRI 300 sebagai bagian dari bagian dari Standar GRI berfokus 
pada pengungkapan seperti penggunaan material, energi, air, 
emisi, limbah, keanekaragaman hayati, dan kepatuhan 
lingkungan (GRI, 2016). Dengan menggunakan GRI 300, evaluasi 
kinerja lingkungan dapat memberikan gambaran lengkap 
tentang bagaimana suatu organisasi mengelola dampak 
lingkungannya. 
   

2. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 

PROPER adalah sistem penilaian kinerja lingkungan 
perusahaan yang dikembangkan oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia. Penilaian 
PROPER dilakukan melalui evaluasi terhadap berbagai aspek 
pengelolaan lingkungan, ketaatan terhadap peraturan, 
efisiensi sumber daya, dan inovasi lingkungan. PROPER 
mengkategorikan kinerja perusahaan melalui 5 peringkat 
yakni Emas (sangat baik), Hijau (baik), Biru (memenuhi 
persyaratan minimum), Merah (belum memenuhi 
persyaratan), dan Hitam (belum melaksanakan upaya 
pengendalian pencemaran) (PROPER, 2023).  
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3. International Organization for Standardization (ISO) 14001 
ISO 14001 adalah standar internasional untuk 

pengelolaan manajemen lingkungan. Elemen didalamnya 
dikembangkan dari konsep Total Quality Management yang 
berprinsip pada Plan, Do, Check, dan Action.  Standar ini 
mengembangkan 6 elemen yakni kebijakan lingkungan, 
perencanaan, penerapan dan operasi, pemeriksaan dan 
tindakan koreksi, tinjauan manajemen, dan penyempurnaan 
terus menerus (ISO, 2015) dalam mengelola dampak 
lingkungan dari kegiatan operasional mereka. 

 

12.3 Efektivitas Sistem Akuntansi Lingkungan 
12.3.1 Definisi efektivitas sistem akuntansi lingkungan 
 Efektivitas akuntansi lingkungan berkaitan menilai dampak 
dan kesesuaian aktivitas perusahaan terhadap tujuan keberlanjutan.  
Sistem akuntansi lingkungan dikategorikan efektif jika tindakan 
perusahaan tidak lagi hanya untuk pemasaran dan pencitraan publik 
tetapi meluas menjadi alat bantu strategis dalam keputusan investasi, 
efisiensi, dan membangun kepercayaan dengan para pemangku 
kepentingan. Contohnya sebagai berikut: 
1. Data akuntansi lingkungan seperti emisi karbon, gas rumah 

kaca, dan lainnya di perusahaan membantu terkait keputusan 
investasi ramah lingkungan. 

2. Pengungkapan keberlanjutan oleh perusahaan dapat 
menumbuhkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan 
terhadap regulasi. 

3. Perusahaan menggunakan data emisi atau energi yang 
dihasilkan setiap perode untuk membuat keputusan terkait 
pengeluaran dan operasional perusahaan di masa depan. 
 

12.3.2 Faktor-faktor efektivitas sistem akuntansi lingkungan 
Efektivitas sistem akuntansi lingkungan juga dipengaruhi  

kondisi regulasi, pasar, dan budaya. Pertama, adopsi praktik 
dapat berjalan efektif jika regulator mereview secara berkala 
serta menegakkan sistem reward dan punishment. Perusahaan 
yang terlibat dalam praktik greenwashing perlu mendapatkan 
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sanksi sehingga mendorong perusahaan berupaya secara 
substantif dalam menerapkan akuntansi lingkungan. Misalnya: 
1. Kasus dieselgate yakni perusahan Volkswagen AG menginstal 

perangkat lunak untuk memanipulasi hasil uji emisi pada 11 
juta kendaraannya di seluruh dunia. Hal ini kemudian oleh 
pengadilan Jerman pada 2018 dijatuhkan denda Rp16,7 
triliun (Sustainlifetoday, 2025).  

2. Kasus Shell Co. yang dikenakan denda sebesar $130 juta oleh 
otoritas negara Singapura karena telah membuat klaim palsu 
yakni ”net-zero carbon operations” namun ternyata masih 
tetap berinvestasi dalam jumlah besar pada bahan bakar fosil 
(documenta.id, 2024). 

 
Kedua, kondisi pasar yang dipengaruhi oleh tekanan 

kompetitor dan tolok ukur industri juga mendorong adopsi 
akuntansi lingkungan yang efektif. Para industry leaders seringkali 
menetapkan tolok ukur yang menekan perusahaan lainnya untuk 
mengikuti. Para industry leaders ini tentunya sudah mengadopsi 
sistem akuntansi lingkungan yang lebih baik sehingga ekspektasi 
publik meningkat dan akibatnya perusahaan lainnya semakin sulit 
untuk mengabaikan dan menunda perbaikan dalam sistem akuntansi 
lingkungan mereka. Misalnya: 
1. Microsoft sebagai perusahaan dan brand teratas karena 

berhasil menghasilkan $1,5 miliar dari layanan keberlanjutan 
mereka, diantaranya yakni Microsoft Cloud for Sustainability 
yang mendorong efisiensi operasional dan biaya 
(BrandFinance, 2023). 

2. Walmart juga menghasilkan $1,1 miliar, tertinggi kedua secara 
global melalui pembentukan mitra yang kuat di seluruh rantai 
pemasoknya. Salah satunya melalui platform belanja daring 
Built of Better yang membantu pelanggan menemukan produk 
yang lebih sehat dan lebih baik bagi masyarakat dan 
lingkungan (BrandFinance, 2023). 

 
Ketiga, budaya organisasi juga mempengaruhi efektivitas 

penerapan akuntansi lingkungan. Adopsi sistem akan berjalan efektif 
ketika terintegrasi dan terinternalisasi dalam tata kelola, strategi 
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perusahaan, didukung dengan political will dan contoh yang baik dari 
top manajemen perusahaan. Oleh karena itu penerapan sistem 
tersebut bukan hanya untuk strategi perbaikan citra dan pemasaran 
melainkan juga sebagai prioritas agenda perusahaan. Misalnya, 
mengaitkan sebagian bonus para pemimpin maupun karyawan 
dengan pencapaian tujuan pengurangan karbon atau inisiatif 
keberlanjutan lainnya. 

Keempat, adopsi akuntansi lingkungan juga menjadi lebih 
efektif melalui verifikasi independen dari penjamin eksternal 
(external assurance). Verifikasi oleh pihak eksternal ini 
meningkatkan kredibilitas, memastikan kepatuhan, dan memotivasi 
perusahaan untuk meningkatkan kinerja dikarenakan klaimnya akan 
diperiksa dan diteliti. Hal ini juga memberi para pemangku 
kepentingan informasi yang dapat diandalkan untuk 
membandingkan kinerja dan membuat keputusan yang tepat. 
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BAB 13 
TANTANGAN DAN STRATEGI 
PENINGKATAN AKUNTANSI 
LINGKUNGAN 
 
Oleh Ratnawati 
 
13.1 Pengertian Tantangan  

Dr. John Smith menyatakan bahwa tantangan merupakan 
kondisi atau kejadian yang membuat seseorang harus melebihi batas 
kemampuannya. Tantangan ini dapat berupa aspek fisik atau mental, 
seperti ketika seseorang harus menghadapi perubahan signifikan 
dalam hidup atau berjuang melawan rasa takut dan ketidakpastian. 

Sementara itu, Profesor Sarah Johnson, yang ahli dalam 
bidang antropologi, berpendapat bahwa tantangan adalah bagian 
penting dari kehidupan manusia. Ia meyakini bahwa adanya 
tantangan membuat hidup kita lebih kaya dan memberikan peluang 
bagi individu untuk berkembang serta menjadi versi yang lebih baik 
dari diri mereka. 

Di dunia bisnis, tantangan diartikan sebagai hambatan atau 
kesulitan yang dilalui perusahaan saat berusaha mencapai target 
yang telah ditetapkan. Dr. James Anderson, seorang pakar 
manajemen, menjelaskan bahwa dalam bisnis, tantangan bisa 
termasuk persaingan yang sangat ketat, perubahan dalam tren pasar, 
atau kesulitan mencari strategi yang tepat. 

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa hambatan adalah bagian 
dari keberadaan kita. Terkadang kita merasa tertekan dan berpikir 
untuk menyerah, tetapi dari masa-masa sulit tersebut kita bisa 
membangun ketahanan dan kekuatan dalam diri. Hambatan 
menonjolkan kemampuan terbaik kita dan mendorong kita untuk 
mencapai potensi yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui bisa 
diraih. 

Sementara itu, Jeff Bezos, pendiri Amazon, memiliki 
pandangan berbeda tentang hambatan dalam bisnis. Ia menganggap 
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hambatan sebagai kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang luar 
biasa. Bezos percaya bahwa ketika menghadapi tantangan, baik 
individu maupun perusahaan perlu fokus pada inovasi dan 
eksperimen. Hambatan memberikan peluang untuk menemukan 
solusi baru dan mengubah dunia. 

Elon Musk, orang yang mendirikan Tesla dan SpaceX, 
mengatakan bahwa tantangan adalah bagian penting dari inovasi 
teknologi. Dia berpendapat bahwa tantangan adalah langkah vital 
untuk mencapai kemajuan. Dalam menghadapi tantangan, individu 
dan perusahaan perlu mempunyai keberanian untuk berinovasi dan 
mengambil risiko. 

Generasi milenial dan Gen Z sangat dekat dengan teknologi. 
Penggunaan akuntansi digital meningkatkan baik kualitas maupun 
jumlah informasi yang diperoleh. Proses pencatatan, pengelolaan, 
dan pelaporan data menjadi lebih cepat, serta mengurangi waktu, 
biaya, dan usaha. Jenis akuntansi ini juga memperbaiki transparansi 
dan akuntabilitas, sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM. 
(Ekonomi et al. , 2024). 

Digitalisasi mempercepat proses akuntansi dan 
meningkatkan efisiensi, akurasi, serta keakuratan informasi 
keuangan melalui penggunaan kecerdasan buatan dan analisis data 
besar. (Ernawati & Ulfani A, 2023). Perkembangan Berkelanjutan: 
Menghadapi perubahan dalam dunia bisnis digital memerlukan 
inovasi baru serta perkembangan yang berkesinambungan. 
Kerangka kerja akuntansi harus selalu diupdate untuk akomodasi 
terhadap kemajuan teknologi, dan inovasi dalam teori akuntansi 
memungkinkan pemahaman konsep baru untuk mengerti berbagai 
aspek khusus dari transformasi bisnis di era digital. (Ernawati & 
Ulfani, 2023). 

 

13.2 Strategi  
Ideologi akuntansi manajemen strategis yang diajukan oleh 

Simmonds pada tahun 1981 menggambarkan pendekatan strategis 
yang lebih berorientasi pada faktor eksternal, fokus jangka panjang, 
dan memandang ke masa depan yang berkaitan dengan aspek 
perusahaan, pelanggan, pesaing, serta pasar. Konsep ini menawarkan 
pandangan yang terpisah (Phornlaphatrachakorn, 2019). Akuntansi 
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manajemen strategis dapat dipahami sebagai area yang baru 
berkembang, di mana batasan-batasannya masih samar dan 
pandangan bersatu mengenai konsep ini belum ada, serta bagaimana 
penerapannya di masa depan (Alsharari, 2024).  

Definisi lain dari akuntansi manajemen strategis mencakup 
informasi yang berkaitan dengan kegiatan internal perusahaan, 
aktivitas kompetitornya, dan tren pasar saat ini serta yang akan 
datang, yang bertujuan untuk mendukung strategi dan proses 
evaluasi (Dixon & Smith, 1993). Walaupun akuntansi manajemen 
strategis dipandang sebagai alat manajemen modern yang 
menyajikan informasi penting untuk pengambilan keputusan, sering 
kali para manajer memanfaatkan akuntansi manajemen strategis 
untuk memberikan informasi yang berharga Untuk kegiatan sehari-
hari dan rencana jangka panjang, manajemen modern menggunakan 
metode ini sebagai alat (Nguyen & Tran, 2024).  

Akuntansi manajemen strategis memainkan peran penting 
dalam proses pengambilan keputusan strategis, dengan 
memanfaatkan data dan analisis yang digunakan untuk 
mengevaluasi berbagai pilihan strategi. Meskipun fokus akuntansi 
manajemen adalah pada informasi keuangan untuk membuat 
keputusan terkait berbagai isu bisnis, konteks bisnis di mana 
keputusan dibuat tidak dianggap baik secara langsung maupun tidak 
langsung (Langfield-Smith, 2008).  

Pengertian strategi secara khusus menyoroti tindakan yang 
bersifat berkelanjutan dan bertahap, serta dilakukan dengan 
mempertimbangkan harapan pelanggan di masa depan. Di sisi lain, 
Sondang Siagian mendeskripsikan strategi sebagai cara terbaik 
untuk memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang ada dengan 
mempertimbangkan perubahan dalam lingkungan. 

Strategi adalah suatu rencana, metode, atau urutan langkah 
yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu atau hasil yang 
diinginkan. Ini mencakup serangkaian keputusan dan tindakan yang 
dirancang untuk meraih tujuan serta menyesuaikan sumber daya 
organisasi dengan berbagai peluang dan tantangan yang ada dalam 
konteks organisasi tersebut.  
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Mintzberg memperdalam pemahaman tentang strategi dan 
mendefinisikannya dengan menganalisis berbagai konsep dan aspek 
yang ada. Ia menyebut konsep ini sebagai "Strategi 5P". 
1. Rencana disebut sebagai strategi (Plan). Dalam pendekatan ini, 

terdapat dua aspek penting dari strategi yang sangat 
berpengaruh. Pertama, strategi dibuat sebelumnya dengan 
kesadaran penuh dan secara disengaja merencanakan langkah-
langkah sebelum berbagai tindakan yang akan diambil 
berdasarkan rencana yang ada. Kedua, strategi dikembangkan 
dan dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Strategi dianggap sebagai sebuah manuver (Play). Dalam 
konteks ini, strategi merujuk pada tindakan spesifik yang 
diambil untuk memberikan sinyal yang menakutkan kepada 
pesaing di dunia bisnis. 

3. Strategi dipahami sebagai pola (Pattern). Sebagai kerangka kerja, 
strategi menunjukkan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh 
manajemen dalam usaha mencapai suatu tujuan. 

4. Strategi berfungsi sebagai posisi (Position). Dalam hal ini, strategi 
mencerminkan beragam pilihan yang diambil oleh perusahaan 
dalam menempatkan organisasinya di dalam ekosistem bisnis. 

5. Strategi diartikan sebagai sudut pandang (Perspective). Dalam 
pengertian ini, strategi mencerminkan cara pandang yang 
dimiliki oleh para pengambil keputusan strategis dalam 
memahami realitas di sekitar mereka. Strategi adalah pemikiran 
yang berkembang dalam pikiran pengambil keputusan strategis 
dan mirip dengan ideologi atau budaya, berupaya dijadikan nilai-
nilai bersama dalam sebuah organisasi. 

 
Konsep strategi menurut Chandler yang dirujuk oleh 

Sedarmayanti dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk 

melaksanakan operasional secara lebih efisien dibandingkan 
dengan para pesaing melalui pemeliharaan keahlian staf dan 
potensi sumber daya. 

2. Keunggulan dalam kompetisi muncul sebagai hasil dari 
keputusan strategi yang diambil oleh perusahaan untuk 
memanfaatkan peluang yang ada di pasar. Dalam rangka 
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meningkatkan performanya di tengah ketatnya persaingan, 
perusahaan harus mengadopsi prinsip ini. 
 

13.3 Peran Strategi 
Menurut Grant, strategi memiliki fungsi penting dalam 

mencapai tujuan manajemen, yang terdiri dari: 
1. Strategi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. 

Dalam hal ini, strategi menawarkan cara untuk menciptakan 
keterkaitan antara keputusan yang diambil oleh individu atau 
organisasi secara keseluruhan. 

2. Strategi sebagai dukungan untuk keputusan. Dalam hal ini, 
strategi berperan sebagai penghubung yang menyatukan 
beragam keputusan yang dibuat oleh individu atau organisasi. 

3. Strategi sebagai tujuan. Konsep strategi akan digabungkan 
dengan visi dan misi guna menentukan posisi perusahaan di 
masa depan. 

  
Di era globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat, 

perhatian terhadap isu-isu lingkungan menjadi semakin mendesak. 
Isu-isu Termasuk masalah perubahan iklim, kontaminasi lingkungan, 
dan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi pusat perhatian 
baik di tingkat lokal maupun internasional 
 VAkuntansi manajemen lingkungan (EMA) memberikan 
kemampuan kepada perusahaan untuk mengenali, menghitung, dan 
mendistribusikan biaya yang terkait dengan produk atau proses 
secara tepat. Dengan demikian, manajemen dapat mencapai efisiensi. 
EMA sangat membantu para eksekutif dalam mengontrol 
perusahaan mereka berkaitan dengan performa lingkungan. Hal ini 
dilakukan dengan menyajikan informasi tentang hasil dari kegiatan 
bisnis seperti penggunaan bahan baku, energi, air, dan volume 
limbah (Burhany, D. 1.. 2014) dalam (Endiana, 2020).  

Khususnya dalam akuntansi lingkungan, akuntansi 
manajemen lingkungan mencakup informasi fisik mengenai input 
(seperti bahan, air, dan energi) dan output (produk, limbah, serta 
emisi) serta data keuangan terkait pengeluaran dan penghematan 
yang berhubungan dengan aspek lingkungan. Mengelola limbah dan 
emisi juga berkaitan dengan pengendalian biaya lingkungan. 
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Informasi yang didapat dapat digunakan untuk mengambil 
keputusan yang berhubungan dengan lingkungan dan meningkatkan 
performa di bidang ini (Burhany & Nurniah, 2018). Semakin sering 
EMA digunakan, semakin baik hasil lingkungan yang diperoleh. 
Dengan menggunakan EMA, manajer perusahaan akan terdorong 
untuk lebih mempertimbangkan isu lingkungan saat membuat 
keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan. Mereka pun akan 
menjamin bahwa pilihan bisnis sesuai dengan lingkungan yang 
diharapkan oleh perusahaan (Phan et al. 2017) dalam (Afazis, 2020). 

Dalam menghadapi semakin ketatnya persaingan, lingkungan 
bisnis yang sulit diprediksi, dan tuntutan konsumen yang terus 
meningkat, perusahaan mencari cara baru saat mereka 
mengembangkan strategi untuk tetap mampu bertahan dan 
bersaing. Penting bagi perusahaan untuk terus mengembangkan 
serta menerapkan strategi inovatif, terutama pada pengembangan 
produk. Tanpa adanya inovasi, perusahaan berisiko mengalami 
kebangkrutan, sedangkan perusahaan yang terus berinovasi mampu 
menguasai pasar dengan produk dan model baru. Saat ini, penerapan 
strategi inovasi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan tren 
konsumen agar produk yang ditawarkan tetap menarik (Ellitan, 
2009: 36) dalam (K. Putri, 2020).  

 

13.4 Tingkat-Tingkat Strategi. 
Dalam manajemen strategi, umumnya terdapat tiga tingkatan 

atau level yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yaitu: 
1. Strategi Korporasi Rencana ini menunjukkan tujuan 

keseluruhan perusahaan dalam kaitannya dengan pendekatan 
umum yang diambil terhadap pertumbuhan serta pengelolaan 
beragam bisnis dan lini produk demi mencapai keseimbangan 
dalam portofolio produk dan layanan. 

2. Strategi Unit Bisnis Rencana ini biasanya dirancang di tingkat 
divisi dan menekankan penguatan posisi daya saing produk atau 
layanan perusahaan di dalam industri atau segmen pasar yang 
sesuai dengan visi tersebut. 

3. Strategi Fungsional Rencana ini berfokus pada pengoptimalan 
penggunaan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas. 
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13.5 Akuntansi Lingkungan 
Akuntansi lingkungan adalah bagian dari akuntansi yang 

sedang berkembang, dan bukanlah mata pelajaran yang berdiri 
sendiri. Tujuan dan fungsi akuntansi sebagai sistem informasi tetap 
sama. Akuntansi lingkungan berfungsi sebagai sarana yang 
digunakan oleh organisasi di dalam untuk menyiapkan informasi 
manajemen lingkungan yang dibutuhkan. Melindungi lingkungan 
adalah salah satu cara perusahaan menunjukkan tanggung jawabnya 
kepada masyarakat dengan memberikan informasi (Ningsih et al. , 
2022). 

Manfaat utama dari akuntansi lingkungan adalah 
peningkatan keterbukaan dan pertanggungjawaban perusahaan 
dalam pengelolaan dampak lingkungan. Hal ini dapat memperkuat 
hubungan dengan pemangku kepentingan seperti investor, 
konsumen, dan masyarakat yang semakin peduli terhadap isu-isu 
lingkungan. Selain itu, akuntansi lingkungan juga membantu 
perusahaan dalam mematuhi peraturan dan kebijakan lingkungan 
yang berlaku serta mengidentifikasi peluang 

Namun, implementasi akuntansi lingkungan tidak terlepas 
dari berbagai tantangan. Perusahaan sering kali menghadapi kendala 
seperti ketiadaan pengertian dan kesadaran tentang pentingnya 
akuntansi lingkungan, minimnya tenaga kerja dan teknologi yang 
tepat, serta regulasi pemerintah yang belum sepenuhnya 
mendukung praktik tersebut 

Selain itu, tekanan dari para pemangku kepentingan juga 
dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mengadopsi 
akuntansi lingkungan 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perusahaan perlu 
meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi karyawan mengenai 
pentingnya akuntansi lingkungan. Pengembangan dan adopsi 
teknologi yang mendukung pengukuran dan pelaporan dampak 
lingkungan juga menjadi langkah krusial. Keterlibatan pemangku 
kepentingan dalam proses pengambilan keputusan juga dapat 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan 

Dengan demikian, melalui penerapan akuntansi lingkungan 
yang efektif, perusahaan tidak hanya dapat memenuhi tanggung 
jawab sosial dan lingkungan mereka, tetapi juga mengoptimalkan 
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kinerja finansial dan reputasi mereka di mata publik. Akuntansi 
lingkungan menjadi alat yang penting dalam mendorong praktik 
bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta 
berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan 
masyarakat. 
 
Tantangan dan Solusi Akuntansi Lingkungan 

Tantangan utama dalam meningkatkan Akuntansi 
lingkungan meliputi:  
1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran, Banyak perusahaan 

yang belum sepenuhnya memahami pentingnya akuntansi 
lingkungan. Mereka sering menganggap bahwa akuntansi 
lingkungan hanya menambah biaya tanpa memberikan manfaat 
langsung yang terlihat. 

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, Penerapan 
akuntansi lingkungan memerlukan keahlian khusus dan 
teknologi yang memadai untuk mengukur dan melaporkan 
dampak lingkungan secara akurat. Namun, banyak perusahaan, 
terutama yang berskala kecil dan menengah, menghadapi 
keterbatasan dalam hal ini. 

3. Regulasi yang Tidak Mendukung, Kebijakan dan regulasi 
pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung praktik 
akuntansi lingkungan dapat menjadi hambatan signifikan. 
Banyak negara masih dalam tahap awal pengembangan regulasi 
lingkungan yang komprehensif, sehingga perusahaan tidak 
memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana menerapkan 
akuntansi lingkungan secara efektif. 

4. Tekanan dari Pemangku Kepentingan, Perusahaan sering kali 
menghadapi tekanan dari pemangku kepentingan seperti 
investor, konsumen, dan masyarakat untuk meningkatkan 
kinerja lingkungan mereka. Tekanan ini bisa menjadi bumerang 
jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik dan 
kemampuan untuk melaksanakan akuntansi lingkungan secara 
efektif. 
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Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perusahaan 
dapat menerapkan beberapa solusi berikut: 
1. Peningkatan Edukasi dan Pelatihan, Mengedukasi karyawan 

mengenai pentingnya akuntansi lingkungan dan memberikan 
pelatihan yang relevan dapat membantu meningkatkan 
kesadaran dan pemahaman. 

2. Investasi dalam Teknologi, Mengembangkan dan mengadopsi 
teknologi yang mendukung akuntansi lingkungan adalah 
langkah krusial. Perusahaan dapat menginvestasikan dalam 
perangkat lunak dan alat pengukuran yang memadai untuk 
mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data lingkungan 
secara akurat. 

3. Upaya untuk Memperoleh Dukungan Regulasi, Perusahaan 
dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi yang 
bukan bagian dari pemerintahan untuk mendorong penciptaan 
regulasi yang lebih mendukung praktik akuntansi yang berfokus 
pada lingkungan. 

4. Partisipasi Pemangku Kepentingan, Mengikutsertakan 
pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan 
dapat memperbaiki tingkat transparansi dan tanggung jawab. 

 
Dengan menangani tantangan ini melalui solusi yang tepat, 

perusahaan dapat lebih efisien dalam menerapkan akuntansi yang 
berorientasi pada lingkungan. 

Di zaman yang semakin sadar akan isu-isu lingkungan, 
akuntansi lingkungan menawarkan kerangka kerja yang 
memungkinkan perusahaan untuk mengenali, mengukur, serta 
melaporkan biaya dan manfaat lingkungan yang terkait dengan 
kegiatan mereka. Ini tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap 
peraturan lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan 
efisiensi operasional serta reputasi perusahaan di mata para 
pemangku kepentingan. 

Akuntansi lingkungan melibatkan penghitungan biaya 
lingkungan yang sering kali tersembunyi dalam laporan keuangan 
tradisional, seperti biaya pembuangan limbah, penggunaan sumber 
daya alam, dan upaya mitigasi polusi. Dengan metode ini, perusahaan 
dapat mengevaluasi dampak finansial dari aktivitas mereka terhadap 
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lingkungan dan membuat keputusan yang lebih tepat untuk 
mengurangi efek negatif. Misalnya, analisis siklus hidup (life cycle 
analysis) digunakan untuk mengukur dampak lingkungan dari 
produk atau jasa sejak tahap produksi hingga pembuangan, 
membantu perusahaan menemukan cara yang lebih ramah 
lingkungan dalam proses mereka. 

Selain sebagai alat pengukuran, akuntansi lingkungan juga 
menjadi pendorong inovasi dalam praktik bisnis. Banyak perusahaan 
mulai beralih ke teknologi ramah lingkungan dan sumber energi 
terbarukan untuk mengurangi jejak karbon mereka. Misalnya, sektor 
manufaktur yang sebelumnya bergantung pada bahan bakar fosil kini 
beralih ke sistem produksi berbasis energi surya atau angin. Dengan 
mencatat penghematan biaya dari penggunaan teknologi ini, 
perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap 
keberlanjutan dan memperkuat daya saing di pasar global. 

Lebih jauh, penerapan akuntansi lingkungan mendukung 
kepatuhan terhadap berbagai regulasi lingkungan yang semakin 
ketat. Regulasi seperti Paris Agreement atau standar lokal seperti 
PROPER di Indonesia mendorong perusahaan untuk melaporkan 
data emisi karbon dan limbah industri mereka. Akuntansi lingkungan 
membantu memastikan bahwa laporan tersebut akurat dan relevan, 
sehingga perusahaan dapat menghindari penalti dan membangun 
hubungan baik dengan otoritas pengawas. 

Namun, tantangan dalam penerapan akuntansi lingkungan 
tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah kurangnya standar 
universal yang jelas, sehingga perusahaan sering kali menghadapi 
kesulitan dalam menyusun laporan lingkungan yang dapat 
dibandingkan secara global. Selain itu, pengumpulan data lingkungan 
yang akurat membutuhkan investasi yang signifikan dalam teknologi 
dan pelatihan sumber daya manusia. Meski demikian, perusahaan 
yang berkomitmen terhadap keberlanjutan menganggap tantangan 
ini sebagai investasi jangka panjang yang penting. 

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi 
lingkungan ke dalam strategi bisnis mereka, perusahaan dapat 
meningkatkan efisiensi operasional, memenuhi tuntutan regulasi, 
dan membangun reputasi yang lebih baik.  
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Akuntansi lingkungan bukan hanya sekadar alat pelaporan, 
tetapi juga instrumen strategis yang membantu perusahaan untuk 
berkontribusi pada pelestarian lingkungan sambil tetap mencapai 
tujuan bisnis mereka. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak 
hanya mendukung keberlanjutan perusahaan tetapi juga 
menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan planet secara 
keseluruhan. 
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